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1. Dan carilah pada apa yang telah di anugrahkan Allah kepadamu negeri 
akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan dari dunia, dan 
berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik 
kepadamu, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. 
Sesengguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.  
-Al Qur’an Surat Al Qasas: 77 
2. Ada proses saraf dalam otak manusia yang terkonsentrasi pada usaha 
untuk menyatukan serta memberi makna dalam pengalaman hidup kita. 
Suatu jaringan saraf yang secara literal ‘mengikat’ pengalaman kita secara 
bersama untuk ‘hidup lebih bermakna’.  
-Wolf Singer (1990) dalam Ary Ginanjar Agustian (2009: 11) 
3. Belajar melalui pengalaman dan menuliskannya adalah metode terbaik 
dalam proses pembelajaran.  
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang Kebijakan 
Program Keterampilan dengan Sistem Rombongan Belajar bagi Tunagrahita di 
Sekolah Luar Biasa(SLB) Pembina Yogyakarta meliputi proses pengambilan 
kebijakan, implementasi dan monitoring kebijakan, faktor pendukung dan faktor 
penghambat, serta evaluasi kebijakan berkaitan dengan permasalahan yang terjadi 
di lapangan. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data 
dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan subjek 
penelitian ini adalah para pengambil kebijakan program, yaitu Kepala Seksi SLB 
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY serta Kepala Sekolah SLB 
Pembina. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan 
langkah pengumpulan data, reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: 1) Proses 
formulasi kebijakan program keterampilan dengan sistem rombongan belajar bagi 
anak tunagrahita dirumuskan secara top-down berdasarkan pada Permendiknas 
No. 22 Tahun 2006. 2) Kebijakan ini diimplementasikan pada masing-masing 
bengkel kerja yang diampu oleh guru keterampilan dan guru pendamping. 3) 
Faktor pendukung pelaksanaan kebijakan program ini adalah masyarakat yang 
sudah berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pembelajaran di SLB Pembina 
Yogyakarta, hal ini dibuktikan dengan adanya Rumah Usaha Tunagarhita yang 
merupakan wadah untuk mengkaryakan anak-anak tunagrahita setelah lulus. 4) 
Faktor  penghambatnya adalah kurangnya tenaga pendidik dan pandangan negatif 
masyarakat terhadap anak tunagrahita. 5) Evaluasi kebijakan program 
dilaksanakan oleh Dikdas dan Dikmen melalui penilaian kuantitatif dengan angket 
dan observasi. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Secara faktual, kegiatan pendidikan merupakan kegiatan antar 
manusia, oleh manusia dan untuk manusia. Itulah mengapa pembicaraan 
tentang pendidikan tidak dilepaskan dari pembicaraan tentang manusia. 
Beberapa pendapat tentang pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli 
pendidikan pada umumnya sepakat bahwa pendidikan itu diberikan atau 
diselenggarakan dalam rangka mengembangkan seluruh potensi 
kemanusiaan ke arah yang positif seperti yang dikemukakan Achmad 
Dardiri (2008: 1) bahwa “Dengan pendidikan diharapkan manusia dapat 
berkembang dan meningkat seluruh potensi atau bakat alamiahnya 
sehingga manusia menjadi manusia yang relatif lebih baik, lebih 
berbudaya, dan lebih manusiawi.” 
Sekolah merupakan sebuah institusi yang seharusnya bisa 
menjadi tempat untuk mendapatkan pendidikan bagi setiap manusia. 
Oleh karena itu, sudah menjadi tugas dan kewajiban negara untuk 
mengupayakan hal tersebut, sesuai dengan keputusan PBB yaitu dengan 
menyelenggarakan Education For All (EFA). 
Education For All (EFA) adalah sebuah komitmen global untuk 
menyediakan pendidikan dasar bagi semua. Pendidikan memberikan 
keterampilan dan pengetahuan untuk meningkatkan kesehatan, 
keselarasan, mata pencaharian dan mempromosikan praktek lingkungan 
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yang sehat. (UNESCO, 2013: 1). Dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi  dan keadilan sosial 
pemerintah mengupayakan dan menyelenggarakan satu sistem 
pendidikan nasional yang terpadu, merata, setara/seimbang dengan basis 
mutu lokal, regional dan internasional.  
Hal inilah yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang 
Dasar 1945, yaitu pada Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 
yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan 
pendidikan” serta ayat 2 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara 
wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib 
membiayainya”. Pasal ini mengandung pengertian bahwa negara tidak 
membeda-bedakan siapa saja warga yang berhak meningkatkan 
kemampuannya, meski dalam keterbatasan sekalipun. Untuk itu DPR 
dan Presiden pada tanggal 11 Juni 2003 telah mengesahkan Undang-
Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003) 
sebagai pengganti Undang-Undang Sisdiknas Nomor 2 tahun 1989.  
Perubahan mendasar yang dicanangkan dalam UU Sisdiknas 
Tahun 2003 yang baru tersebut antara lain adalah demokratisasi dan 
desentralisasi pendidikan, peranserta masyarakat, tantangan globalisasi, 
kesetaraan dan keseimbangan, jalur pendidikan, dan peserta didik. 
Konsep demokratisasi dan pengelolaan pendidikan diselenggarakan 
secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan 
3 
 
menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, 
dan kemajemukan bangsa, yang tertuang dalam Bab III Pasal 4 Ayat 1 
UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. Pendidikan harus mampu 
memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peranserta 
penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan, oleh 
karena itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan 
layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan 
bermutu bagi warga negara tanpa diskriminasi, hal ini tercantum dalam 
Pasal 11 ayat 1. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar, karena wajib belajar 
adalah tanggung jawab negara. 
Pelaksanaan Kebijakan Program Wajib Belajar 9 Tahun 
dijalankan berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1994 
tentang Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan 
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang 
Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan 
Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara Peraturan 
Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan 
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan  Tahun dan Pemberantasan 
Buta Aksara, dan diatur dalam Bab VIII UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 
2003 Pasal 34 Ayat 1-3, yang berbunyi : Setiap warga negara yang 
berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (Pasal 1); 
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Pemerintah dan pemerintah daerah  menjamin terselenggaranya wajib 
belajar minimal pada jenjang  pendidikan dasar tanpa memungut biaya 
(Pasal 2); Wajib belajar 9 Tahun merupakan tanggung jawab negara yang 
diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah 
daerah, dan masyarakat (Pasal 3). (Undang-Undang Sistem Pendidikan 
Nasional, 2009: 8).  
Pemerintah harus mampu melaksanakan pendidikan bagi semua 
untuk memenuhi tuntutan aturan perundang-undangan tersebut, yaitu 
melaksanakan Wajib Belajar 9 Tahun pada semua warga negara 
Indonesia tanpa diskriminasi, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. 
Hal ini telah diatur dalam pasal 5 ayat 1, 2, dan 4 Undang-Undang  
Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 tentang Pendidikan Khusus  
yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama 
untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dam Pasal 2 yang 
menyatakan bahwa Warga negara yang memiliki kelainan fisik, 
emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh 
pendidikan khusus. 
Faktanya dilapangan masih terdapat banyak permasalahan yang 
berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Pendidikan Khusus ini, 
khususnya pada penyelenggaraanya. Contohnya saja perlakuan 
diskriminatif terhadap anak-anak maupun warga berkebutuhan khusus 
yang masih sering terjadi dalam berbagai hal seperti pergaulan sosial, 
pilihan pekerjaan sampai akses pendidikan. (Yodi Hardian, 2012: 1). 
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Data menunjukan di Indonesia jumlah anak difabel mencapai 1.800.000 
anak dan yang belum bersekolah sebanyak 1.723. 237 anak. Di Propinsi 
DIY, dari 6.191 anak difabel yang belum bersekolah sebanyak 2.211 
anak dan di Kota Yogya dari 561 anak difabel hanya 50 anak yang belum 
bersekolah. Setiap tahunnya Komnas HAM menerima rata-rata 20 
laporan terkait difabelitas (warga berkebutuhan khusus), 80% atau 
sedikitnya 16 laporan masuk ke Komnas HAM terkait sikap diskriminasi 
perguruan tinggi pada penyandang difabel. (Yuan, 2012: 1). Dadang 
Kuswanda (2010: 1) mengatakan bahwa dari sekitar 63.000 anak 
penyandang cacat atau difabel di Jawa Barat, baru terdapat 15.650 anak 
yang telah menikmati pendidikan. Sisanya, hampir 50.000 anak masih 
belum tersentuh pendidikan dan belum memiliki keterampilan penunjang 
hidup. 
Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, ditekankan pada 
pemberian keterampilan (penunjang hidup) bagi life span (perjalanan 
kehidupan mereka) untuk dapat mandiri. Hal ini sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah pada Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar 
Isi Dikdasmen yang mengatur penyelenggaraan Pendidikan Khusus di 
Indonesia yang menetapkan bahwa pemberian keterampilan bagi anak-
anak berkebutuhan khusus adalah 60-70% dari keseluruhan kurikulum 
pelajaran yang diberikan. Kemandirian dan keterampilan dijadikan 
sebagai titik penting dalam pelaksanaan pendidikan berkebutuhan khusus 
di Indonesia karena dengan adanya pemberian keterampilan pada anak 
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berkebutuhan khusus diharapkan mereka dapat berdayaguna dan mandiri 
di masyararakat.  
Penerapannya di sekolah, pemberian keterampilan sudah 
diberikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus sebagai mata pelajaran 
tembahan (muatan lokal), akan tetapi hal ini dirasakan masih belum 
efektif, mengingat anak-anak berkebutuhan khusus memerlukan waktu 
yang lebih lama untuk memahami pemberian keterampilan, apalagi anak-
anak berkebutuhan khusus dengan spesifikasi tunagrahita. 
Begitu pentingnya keterampilan dalam kehidupan membuat hal 
ini harus dan mendesak untuk diterapkan. Sayangnya, belum banyak 
sekolah di Indonesia yang mampu menerapkan program keterampilan 
dengan baik dan optimal, khususnya bagi tunagrahita. Hal ini 
mengakibatkan permasalahan pendidikan yang berkaitan dengan 
relevansi antara pendidikan dan output yang dihasilkan mengalami 
kesenjangan. Dampaknya, tunagrahita tidak memiliki keterampilan yang 
mampu menunjang kehidupan mereka, sehingga mereka tidak mampu 
mandiri di masyarakat, masih bergantung pada pendamping, orang tua, 
kerabat, atau bahkan menjadi pengemis di jalan, padahal sebelumnya 
mereka telah mengenyam pendidikan hingga tataran SMA. 
Permasalahan relevansi pendidikan tunagrahita dengan 
kenyataanya dilapangan membuat peneliti merasa tertarik untuk 
menyelidiki permasalahan kebijakan pemerintah ini secara lebih 
mendalam. Implementasi undang-undang yang mengatur jelas tentang 
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pendidikan tunagrahita belum sepenuhnya dapat berjalan dengan baik. 
Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tunagrahita yang masih belum bisa 
mandiri setelah sekolah. Berkaitan dengan hal ini, terdapat satu sekolah 
di Indonesia yang telah menerapkan dengan baik undang-undang 
mengenai tunagrahita yang bertujuan mengarahkan mereka kepada 
kemandirian bertindak serta mampu melibatkan masyarakat untuk saling 
bekerja sama merawat dan mendidik dalam life span mereka, yaitu 
Sekolah Luar Biasa(SLB) Pembina Yogyakarta.  
Sekolah ini menerapkan sebuah kebijakan strategis guna 
mendidik serta memfasilitasi tunagrahita untuk dapat berkarya secara 
mandiri dengan bekal keterampilan yang dimilikinya. Kebijakan inilah 
yang kemudian disebut dengan program keterampilan yang dilaksanakan 
dengan sistem rombongan belajar bagi tunagrahita. Kebijakan ini 
dilaksanakan sebagai implementasi riil dari Sisdiknas Nomor 20 Tahun 
2003 Pasal 5 tentang Kesamaan Hak dan Kewajiban Warga Negara 
dalam Pendidikan yang salah satunya mengupas tentang anak 
berkebutuhan khusus. Undang-undang ini kemudian dijabarkan dalam 
Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 yang mengatur tata laksana 
kebijakan pendidikan program keterampilan bagi siswa berkebutuhan 
khusus, khususnya tunagrahita. SLB Pembina sebagai sekolah 
percontohan kebijakan program keterampilan bagi tunagrahita telah 
mampu melaksanakan perundang-undangan ini dengan baik. 
Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian tentang kebijakan 
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program yang ditujukan  kepada anak-anak berkebutuhan khusus yaitu 
dengan program keterampilan dengan sistem rombongan belajar bagi 
siswa tunagrahita di SLB Pembina Yogyakarta penting untuk dilakukan.  
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang belakang di atas, maka identifikasi 
masalahnya adalah sebagai berikut:  
1. Masih terdapat banyak sekali permasalahan yang berkaitan dengan 
pelaksanaan Undang-Undang Pendidikan Khusus ini, khususnya 
pada penyelenggaraanya. Contohnya saja perlakuan diskriminatif 
terhadap anak-anak maupun warga berkebutuhan khusus yang 
masih sering terjadi dalam berbagai hal seperti pergaulan sosial, 
pilihan pekerjaan sampai akses pendidikan. 
2. Masih banyak anak berkebutuhan khusus yang belum mengenyam 
pendidikan dasar. 
3. Masih banyak kasus diskriminasi yang terjadi di perguruan tinggi 
bagi anak-anak berkebutuhan khusus. 
4. Terdapat banyak anak berkebutuhan khusus yang masih belum 
tersentuh pendidikan dan belum memiliki keterampilan penunjang 
hidup. 
5. Kebijakan program keterampilan yang selama ini dilakukan oleh 
sekolah, yang sebatas kegiatan ekstrakulikuler masih belum dapat 




C. Batasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, permasalahan 
kebijakan pendidikan bagi para difable begitu kompleks. Oleh karena itu 
peneliti membatasi penelitian ini pada implementasi kebijakan program, 
khususnya yang berkaitan dengan program keterampilan dengan sistem 
rombongan belajar bagi tunagrahita di SLB Pembina Yogyakarta.  
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah 
pada penelitian ini adalah pada “Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan 
Program Pemberian Keterampilan Sistem Rombongan Belajar Bagi 
Anak Berkebutuhan Khusus di SLB Pembina Yogyakarta?” 
E. Tujuan penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: Mengetahui dan 
Mendeskripsikan Pelaksanaan Kebijakan Program Keterampilan dengan 
Sistem Rombongan Belajar bagi Tunagrahita di SLB Pembina 
Yogyakarta. 
F.  Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran bagi pengembangan Kebijakan Program Pemberian 
Keterampilan pada Sekolah Luar Biasa, baik secara teoritis maupun 
secara praktis yaitu: 
1. Secara Teoritis 
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a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 
dan khasanah ilmu pengetahuan khususnya pada kebijakan 
program pemberian keterampilan bagi siswa tunagrahita dengan 
sistem rombongan belajar di Sekolah Luar Biasa. 
2. Secara Praktis 
a. Bagi peneliti, dapat mengetahui proses pengambilan kebijakan, 
pelaksanaan(implementasi), monitoring sampai dengan proses 
evaluasi kebijakan program keterampilan. 
b. Bagi Kepala Seksi SLB DISPORA DIY adalah sebagai bahan 
kajian dan monitoring kebijakan keterampilan di SLB Pembina. 
c. Bagi Kepala Sekolah adalah sebagai dasar kajian dan 
monitoring dalam menentukan kebijakan program rombongan 
belajar bagi anak tunagrahita di SLB Pembina Yogyakarta. 
d. Bagi guru adalah sebagai bahan kajian untuk perbaikan dalam 
proses pembelajaran dalam kelas keterampilan bagi anak 
tunagrahita. 
e. Bagi masyarakat adalah untuk sarana penyadaran dan 
pengetahuan agar mampu melibatkan anak tunagrahita dan 
penyandang tunagrahita dalam masyarakat. 
f. Manfaat bagi Program Studi Kebijakan Pendidikan adalah 
sebagai bahan kajian dan informasi tentang kebijakan dapat 
dibentuk dari awal hingga proses pelaksanaannya yiatu pada 





1) Kajian Teori Kebijakan 
Dalam mengatur sebuah pemerintahan dibutuhkan peraturan yang 
berupa kebijakan-kebijakan yang diterapkan untuk menyelesaikan 
masalah atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Memaknai 
kebijakan, Sudiyono (2013: 1) mengatakan bahwa: 
“Kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan yang 
dilakukan atau tidak dilakukan oleh perorangan atau kelompok. 
Tindakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan yaitu dengan 
mengubah perilaku masyarakat melalui rekayasa sosial (social 
engineering).” 
Dengan demikian kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan 
dan tidak dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan 
melalui rekayasa sosial. Selanjutnya ia menambahkan beberapa 
pengertian mengenai kebijakan. Harold D. Lasswell mengartikan dan 
Abraham Kaplan mengartikan kebijakan merupakan sebuah program 
yang diarahkan pada tujuan, nilai, dan praktek. Carl Friedrick, kebijakan 
dimaknai sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan oleh perorangan, 
kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu, dengan 
memberikan gambaran tentang hambatan dan kesempatan dalam 
pelaksanaannya untuk mencapai tujuan. Sehingga dapat diketahui bahwa 
kebijakan disusun dan dilaksanakan untuk menyelesaikan suatu masalah 
atau untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, kebijakan dapat berasal 
dari perorangan, kelompok, maupun pemerintah. Thomas Dye dengan 
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tegas menyatakan kebijakan negara sebagai “apapun yang dilakukan 
atau yang tidak dilakukan  oleh pemerintah.” Aktor utama kebijakan 
dilakukan oleh pemerintah. (Sudiyono, 2013: 3-4). Berdasarkan 
beberapa pengertian di atas dapat ditegaskan bahwa kebijakan adalah 
suatu serangkaian tindakan yang dapat berupa program atau pelayanan 
guna mencapai tujuan atau untuk menyelesaikan suatu masalah yang 
diformulasikan berdasarkan latar belakang masalah yang mengalami 
evaluasi secara terus menerus dan berkesinambungan. Suatu 
permasalahan dapat dijadikan agenda kebijakan ketika masalah tersebut 
dianggap prioritas yang harus segera diselesaikan. Jika tidak, maka 
hasilnya semakin buruk atau bahkan mengalami kondisi dimana hal 
tersebut tidak bisa dilaksanakan lagi seperti kondisi cheos dalam sebuah 
perusahaan. Inilah kondisi dimana kebijakan mengalami penyusunan, 
atau sering disebut dengan formulasi kebijakan. 
Formulasi kebijakan di awali dengan adanya isu/masalah yang 
menjadi prioritas agenda kebijakan. Seperti yang dikemukan Sudiyono 
(2013: 47) yang mengatakan bahwa: “Setelah permasalahan pokok 
ditemukan, maka masalah tersebut kemudian dimasukkan dalam agenda 
pemerintah. Langkah berikutnya berupa perumusan usulan kebijakan.” 
Perumusan kebijakan adalah kegiatan menyusun/memformulasikan 
kebijakan ke dalam tataran yang lebih teknis yaitu pada 
implementasinya di lapangan. Implementasi tersebut dapat berupa 
proyek, program, ataupun kerja-kerja teknis yang lainnya. Dalam hal ini 
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Joan L. Herman, dkk (1987) yang menulis Evaluator’s Handbook dalam 
Farida Yusuf Tayibnansis (1989: 6) mengatakan bahwa: “program 
adalah segala sesuatu yang anda coba lakukan dengan harapan akan 
mendatangkan hasil atau pengaruh.” Tentu saja, program tersebut 
merupakan hasil dari musyawarah mufakat dalam perumusan kebijakan 
negara. 
Irfan Ilami dalam Sudiyono (2013: 48) mengatakan bahwa:  
“Perumusan kebijakan negara adalah kegiatan menyusun dan 
mengembangkan serangkaian kegiatan yang perlu diambil untuk 
memecahkan masalah yang termasuk diantaranya adalah 
mengidentifikasi alternatif penyelesaian, mendefinisikan dan 
merumuskan alternatif, menilai, dan yang terakhir adalah memilih 
alternatif yang paling mungkin untuk dilaksanakan. Dalam 
pelaksanan kebijakan, pemerintah dibantu oleh berbagai pihak 




Dengan demikian perumusan kebijakan negara adalah kegiatan 
menyusun dan mengembangkan kegiatan untuk menyelesaikan masalah, 
hal ini disebut dengan formulasi kebijakan. Selanjutnya, adalah 
pelaksanaan kebijakan. Dalam pelaksanaan kebijakan, pemerintah tidak 
berjalan sendiri, akan tetapi dibantu oleh berbagai pihak sebagai 
pendukung yang terdiri dari masyarakat dan kelompok kepentingan. 
Implementasi adalah hal yang paling penting dalam sebuah kebijakan, 
oleh karena itu, keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan dapat dilihat 
dan diukur melalui pencapaian keberhasilan dalam implementasi 
program yang dapat dicapai melalui proses monitoring dan evaluasi. 
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Evaluasi adalah penyelidikan suatu nilai. Seperti yang 
dikemukakan oleh Daniel L. Stufflebeam, dkk (1991: 13) yang 
mengatakan bahwa:  
“Definisi evaluasi adalah sebagai penyelidikan nilai yang 
sistematis dari obyek tertentu yang diukur melalui penentuan 
ukuran baku. Ukuran baku dikatakan sebagai prinsip-prinsip 
yang umumnya disetujui oleh orang-orang yang tergabung 
dalam praktek evaluasi profesional untuk pengukuran nilai atau 
kualitas suatu evaluasi, misalnya saja pada analsisis konteks 
dinyatakan sebagai berikut: konteks dimana program, proyek 
dan materi yang ada harus diperiksan cukup mendetail sehingga 
pengaruh-pengaruh konteks yang mungkin pada obyek bisa 
diidentifikasi. Evaluasi program yaitu evaluasi yang menaksir 
kegiatan pendidikan yang memberikan pelayanan pada suatu 
dasar yang kontinyu dan sering melibatkan tawaran-tawaran 
kulikuler.” 
 
Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa evaluasi 
adalah kegiatan penyelidikan suatu obyek yang diukur melalui ukuran 
baku. Ukuran baku adalah prinsip-prinsip umum yang disetujui oleh 
para aktor pelaksana kebijakan. Evaluasi program adalah evaluasi yang 
menilai kegiatan pendidikan yang memberikan pelayanan dan 
memberikan alternatif penyelesaian masalah berupa tawaran-tawaran 
kulikuler. 
Stufflebeam (1967) dan  Guba (1968) dalam David K. Cohen 
(1973: 97) mengatakan bahwa evaluasi memproduksi informasi pada 
akhirnya berkesinambungan dalam pembuatan keputusan.  Selanjutnya 
David (1973: 97) mengatakan bahwa “pembuatan keputusan, tentu saja 
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adalah ungkapan lembut dari alokasi pada sumber-sumber keuangan, 
posisi, kewenangan, dan sebagainya.”   
Dengan demikian, evaluasi digunakan untuk menilai sejauh 
mana perkembangan pelaksanaan kebijakan yang dapat dilihat dari 
beberapa faktor, salah satunya adalah pada sumber keuangan, posisi, 
jababat, kewenangan dan sebagainya. Dalam hal ini, Brian W. 
Hoogwood dan Lewis A. Gun dalam Sholihin (1997) mengatakan 
bahwa untuk mewujudkan implementasi yang sempurna diperlukan 
persyaratan tertentu, yaitu: 
a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh organisasi atau agen pelaksana 
tidak menimbulkan gangguan yang serius. 
b. Tersedianya waktu dan sumber-sumber yang memadai. 
c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia. 
d. Kebijakan yang diimplementasikan berdasarkan atas hubungan 
kausalitas yang dapat dihandalkan. 
e. Hubungan kausalitas sebagaimana dimaksud harus bersifat langsung 
dan hanya memiliki matarantai penghubung yang sedikit. 
f. Hubungan saling ketergantungan harus kecil. 
g. Pemahaman yang mendalam terhadap tujuan kebijkan dan 
kesepakatan terhadap tujuan tersebut. 
h. Tugas-tugas setiap organisasi pelaksana harus terperinci dan 
ditempatkan sesuai dengan urutan secara tepat.  
i. Terjadinya kooordinasi dan komunikasi yang sempurna di antara 
para pelaksana. 
j. Pihak yang berwenang memiliki kewenangan untuk menuntut dan 
mendapatkan kepatuhan yang sempurna dari para pelaksana 
termasuk para kelompok sasaran. (Sudiyono, 2013: 85-86) 
 
Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 
beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi, yang pertama, 
kondisi eksternal yang dihadapi oleh organisasi atau agen pelaksana 
tidak menimbulkan gangguan yang serius. Yang dimaksud dalam 
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pengertian ini adalah faktor-faktor eksternal yang terlibat dalam 
pelaksanaan kebijakan tidak terlalu mempengaruhi pelaksanaan 
kebijakan. Kedua, tersedianya waktu dan sumber-sumber yang 
memadai, misalnya saja alokasi waktu yang maksimal dalam proses 
kebijakan dan adanya sumber daya, baik sumber daya manusia dan 
sumber daya alam yang memadai. Ketiga, perpaduan sumber-sumber 
yang diperlukan benar-benar tersedia, artinya sumber-sumber tersebut 
telah tersedia sehingga dapat digunakan pada saat implementasi 
kebijakan. Keempat, kebijakan yang diimplementasikan berdasarkan 
atas hubungan kausalitas yang dapat dihandalkan, ini dilihat dari 
interaksi para aktor dalam kebijakan. Hubungan kausalitas sebagaimana 
dimaksud harus bersifat langsung dan hanya memiliki matarantai 
penghubung yang sedikit, sehingga tidak terdapat ketergantungan yang 
begitu besar pada masing-masing aktor dalam pelaksanaan kebijakan. 
Hubungan saling ketergantungan harus kecil. Kelima, pemahaman yang 
mendalam terhadap tujuan kebijkan dan kesepakatan terhadap tujuan 
tersebut oleh masing-masing aktor kebijakan. Keenam, tugas-tugas 
setiap organisasi pelaksana harus terperinci dan ditempatkan sesuai 
dengan urutan secara tepat. Ketujuh, terjadinya kooordinasi dan 
komunikasi yang sempurna di antara para pelaksana. 
Inilah faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan 
kebijakan yang dapat diukur guna melihat bagaimana ketercapaian 
kinerja pada suatu kebijakan, khususnya pada pelaksanaan kebijakan 
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program. Hal ini dapat diterapkan dalam berbagai program, salah 
satunya adalah pada kebijakan program ketrampilan dengan sistem 
rombingan belajar di SLB Pembina.  
Evaluasi dilakukan dengan melihat tujuh faktor yang 
mempengaruhi kebijakan program, yaitu: faktor-faktor eksternal yang 
terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tidak terlalu mempengaruhi 
pelaksanaan kebijakan, tersedianya waktu dan sumber-sumber yang 
memadai, misalnya saja alokasi waktu yang maksimal dalam proses 
kebijakan dan adanya sumber daya, baik sumber daya manusia dan 
sumber daya alam yang memadai, perpaduan sumber-sumber yang 
diperlukan benar-benar tersedia, kebijakan yang diimplementasikan 
berdasarkan atas hubungan kausalitas yang dapat dihandalkan, ini dilihat 
dari interaksi para aktor dalam kebijakan. Hubungan kausalitas 
sebagaimana dimaksud harus bersifat langsung dan hanya memiliki 
matarantai penghubung yang sedikit, sehingga tidak terdapat 
ketergantungan yang begitu besar pada masing-masing aktor dalam 
pelaksanaan kebijakan. Hubungan saling ketergantungan harus kecil. 
Kelima, pemahaman yang mendalam terhadap tujuan kebijkan dan 
kesepakatan terhadap tujuan tersebut oleh masing-masing aktor 
kebijakan. Keenam, tugas-tugas setiap organisasi pelaksana harus 
terperinci dan ditempatkan sesuai dengan urutan secara tepat dan 
terakhir, terjadinya kooordinasi dan komunikasi yang sempurna di 




Hal ini penting guna melihat sejauh mana ketercapaian kebijakan 
dan apa saja kendala di lapangan, sehingga dapat menjalankan kebijakan 
ini dengan optimal. 
2) Kajian Teori Kebijakan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di 
Indonesia 
Pendidikan adalah segala upaya untuk mencapai kematangan 
individu dan perilaku. George F. Kneller (1967: 63) mengatakan bahwa:  
“Pendidikan dapat dipandang dalam arti luas dan dalam arti 
teknis, atau dalam arti hasil dan arti proses. Dalam artinya yang 
luas, pendidikan menunjuk pada suatu tindakan atau 
pengalaman yang mempunyai pengaruh yang berhubungan 
dengan pertumbuhan atau perkembangan jiwa, watak, atau 
kemampuan fisik individu.”  
 
Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa pendidikan mengacu 
pada suatu tindakan atau pengalaman yang berpengaruh pada 
pertumbuhan jiwa, watak dan kemampuan fisik individu. Menurut UU 
Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan 
terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 
agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 
memiliki kekuatan spriritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 
kecerdasan, akhlaq mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 




Redja Mudyaharjo (2012: 201-202) mengatakan bahwa: 
 “Pendidikan sebagai usaha sadar merupakan kegiatan atau 
pekerjaan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang dengan 
cara menggerakkan kemampuan jiwa dan raganya, yang di dorong 
oleh niat baik ingin membantu pihal lain dalam mengembangkan 
kemampuan-kemampuan kognitif, afektif dan/atau psikomotorik 
yang ada dalam dirinya.”  
Dengan demikian pendidikan sebagai usaha sadar merupakan 
kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang 
dengan cara menggerakkan kemampuan jiwa dan raganya, yang di 
dorong oleh niat baik ingin membantu pihal lain dalam 
mengembangkan kemampuan-kemampuan kognitif, afektif dan/atau 
psikomotorik yang ada dalam dirinya. 
Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat ditegaskan bahwa 
pendidikan adalah pembinaan kepribadian, pengembangan kemampuan-
kemampuan atau potensi-potensi dalam diri setiap mansuia, transformasi 
nilai-nilai pembentuk watak, keterampilan dan pengetahuan sehingga 
manusia dapat menjadi manusia yang dapat bermanfaat bagi masyarakat, 
lingkungannya, bangsa dan negaranya yang berlangsung secara terus-
menerus sepanjang hayat dengan menerapkan prinsip-prinsip ilmu 
pengetahuan dan teknologi guna pembentukan manusia seutuhnya. Hal 
ini telah dimulai sejak sebelum Indonesia merdeka hingga saat ini yang 
disusun melalui formulasi kebijakan pendidikan yang terencana sesuai 
dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Akhirnya, dapat 
kita ketahui betapa pentingnya pendidikan yang mencakup nilai, 
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pengetahuan dan keterampilan yang digunakan dalam life span 
kehidupan setiap manusia. Dengan begitu, baik atau buruknya life span 
setiap manusia ditentukan oleh bagaimana pendidikan yang 
diperolehnya. 
 Kebijakan mengatur bagaimana cita-cita penyelenggaraan 
pendidikan dapat berjalan secara optimal sehingga setiap manusia dapat 
memperoleh kehidupan yang lebih bermakna dan mencapai tujuan yang 
diinginkan. Kebijakan pada umumnya dimaknai sebagai serangkaian 
tindakan  yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok. Tindakan 
tersebut dalam rangka mencapai tujuan, yaitu dengan mengubah 
perilaku masyarakat melalui rekayasa sosial. Menurut Harold D. 
Lasswell dan Abraham Kaplan dalam Sudiyono (2009: 3) mengatakan 
bahwa “kebijakan merupakan sebuah program yang diarahkan pada 
tujuan, nilai dan praktek.” (Sudiyono, 2009: 2-3). Sedangkan Arif 
Rohman (2009: 6-7) mengatakan bahwa : 
“Pada era reformasi ini telah dilakukan berbagai upaya perbaikan 
pendidikan, salah satu wujud terobosan kebijakan pendidikan 
yang lazim disebut banyak orang adalah perubahan manajemen 
pendidikan dari sentralisasi pendidikan, menjadi desentralisasi 
pendidikan. Tuntutan dan kebutuhan desentralisasi pendidikan 
muncul dan berkembang sebagai bagian dari agenda besar global  
tentang demokratisasi dan desentralisasi pemerintahan dalam 




Berdasarkan penngertian di atas dapat ketahui bahwa sebagai 
salah satu wujud terobosan kebijakan pendidikan arah kebijakan 
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pendidikan di Indonesia telah berubah dari awalnya sentralisasi 
pendidikan menjadi desentralisasi pendidikan. Hal ini tentu saja turut 
mengubah tata laksana implementasi yang pada awalnya berpusat 
berubah menjadi otonom. 
Darma Setyawan Salam (2001: 74) mengatakan bahwa: 
“Otonomi atau desentralisasi merupakan salah satu tema pokok 
reformasi politik Indonesia. Secara etimologis kata otonomi 
disebut dengan outonomy, yang berasal dari bahasa Yunani 
otonomia, outo berarti sendiri, nomos mempunyai arti hukum 
atau peraturan. Dalam kamus Bahasa Indonesia, otonomi 
diartikan sebagai pemerintahan sendiri, sedangkan desentralisasi 
secara etimologi, istilah ini berasal dari bahasa Latin, “de” 
berarti lepas, dan “contium” berarti pusat. Oleh karena itu 
desentralisasi diartikan melepaskan diri dari pusat.” 
 
 
Berdasarkan pengertian di atas, otonomi berarti melepaskan diri 
dari pusat. Artinya, sekolah memiliki kewenangan sendiri dalam 
mengatur tatalaksana sebuah kebijakan. Dalam hal ini manajemen 
pendidikan dilaksanakan dengan School Based Management atau sering 
disebut dengan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis 
Sekolah(MPMBS) artinya pengelolaan otonomi pendidikan tidak hanya 
berhenti dari pemerintah pusat sampai di pemerintah kodya/kabupaten, 
tetapi harus dilanjutkan pada sekolah yang menekankan keseimbangan 





Tilaar (2002: 20)  dalam Sam M. Chan dan Tuti T. Sam (2011: 
1) menyatakan bahwa desentralisasi pendidikan pendidikan merupakan 
keharusan. Menurutnya, ada tiga hal yang berkaitan dengan urgensi 
desentralisasi pendidikan, yaitu pembangunan masyarakat demokrasi, 
pengembangan social capital, dan peningkatan daya saing bangsa.  
Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat ditegaskan bahwa dalam 
MPMBS, pemerintah pusat memberikan kebebasan sekolah untuk 
mengembangkan sekolahnya (otonomi sekolah).  
Berangkat dari hal tersebut, hasil pendidikan dipandang bermutu 
jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakulikuler pada 
peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau 
menyelesaikan program pembelajaran tertentu. Seperti yang 
diungkapkan oleh Sudarwan Danim (2010: 146) bahwa: 
“Keunggulan akademik dicapai dinyatakan dengan nilai yang 
dicapai oleh peserta didik. Keunggulan ekstrakulikuler dinyatakan 
dengan aneka jenis keterampilan yang diperoleh oleh siswa 
selama mengikuti program-program ekstrakulikuler itu.” 
 
 
Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa hasil 
pendidikan dipandang bermutu jika mampu melahirkan keunggulan 
akademik dan ekstrakulikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus 
untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program 
pembelajaran tertentu. Keunggulan akademik dicapai dinyatakan dengan 
nilai yang dicapai oleh peserta didik. Keunggulan ekstrakulikuler 
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dinyatakan dengan aneka jenis keterampilan yang diperoleh oleh siswa 
selama mengikuti program-program ekstrakulikuler itu. 
 Titik tekannya di sini adalah pada pemberian keterampilan bagi 
siswa. Permasalahan sosial yang timbul di Indonesia, khususnya yang 
berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus dapat dengan baik 
diselesaikan dengan pendidikan, yaitu membentuk sikap/watak mandiri 
pada anak dengan memberikan keterampilan yang baik sehingga setelah 
lulus sehingga anak dapat berdiri sendiri. Berkaitan dengan itu, 
pelaksaan Kebijakan Program Pemberian Keterampilan didasarkan pada 
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang 
Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak 
mendapatkan pendidikan”, yang dijabarkan pada Pasal 1 Undang-
Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan yang 
mampu mewujudkan pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia, 
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan 
negara.  
Kebijakan ini diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah 
yaitu Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi 
Dikdasmen yang menekankan kurikulum program pemberian 
keterampilan yaitu kurikulum disusun secara tematik menyesuaikan 
jurusan dan program yang diambil, dimulai dari SMP hingga SMA. 
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Kebijakan Pemerintah yang mengacu pada pemberian keterampilan pada 
anak berkebutuhan khusus berdasarkan pada Permendiknas Nomor 22 
Tahun 2006 tentang Standar Isi Dikdasmen mempertimbangkan struktur 
kurikulum satuan Pendidikan Khusus dikembangkan dengan 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
1. Proporsi muatan isi kurikulum satuan pendidikan SMPLB A, B, D, E 
terdiri atas 60%-70% aspek akademik dan 40%-30% berisi aspek 
keterampilan vokasional. Muatan isi kurikulum satuan pendidikan 
SMALB A, B, D, E terdiri atas 40%–50% aspek akademik dan 
60%-50% aspek keterampilan vokasional. 
2. Kurikulum satuan pendidikan SDLB, SMPLB, SMALB C,C1,D1,G, 
dirancang sangat sederhana sesuai dengan batas-batas kemampuan 
peserta didik dan sifatnya lebih individual. 
3. Pembelajaran untuk satuan Pendidikan Khusus SDLB, SMPLB dan 
SMALB C,C1,D1,G menggunakan pendekatan tematik. 
4. Pengembangan SK dan KD untuk semua mata pelajaran pada SDLB, 
SMPLB dan SMALB C, C1, D1, G diserahkan kepada satuan 
Pendidikan Khusus yang bersangkutan dengan memperhatikan 
tingkat dan jenis satuan pendidikan. 
5.   Muatan isi pada setiap mata pelajaran diatur sebagai berikut . 
a. Muatan isi mata pelajaran Program Khusus disusun tersendiri 
oleh satuan pendidikan.  
b. Muatan isi mata pelajaran SMPLB A, B, D, E bidang akademik 
mengalami modifikasi dan penyesuaian dari SMP umum 
sehingga menjadi sekitar 60% – 70%. Sisanya sekitar 40% - 
30% muatan isi kurikulum ditekankan pada bidang 
keterampilan vokasional. 
c. Muatan isi mata pelajaran keterampilan vokasional meliputi 
tingkat dasar, tingkat terampil dan tingkat mahir. Jenis 
keterampilan yang akan dikembangkan, diserahkan kepada 
satuan pendidikan sesuai dengan minat, potensi, kemampuan 
dan kebutuhan peserta didik serta kondisi satuan pendidikan.  
d. Muatan isi mata pelajaran untuk SMALB A, B, D, E bidang 
akademik mengalami modifikasi dan penyesuaian dari SMA 
umum sehingga menjadi sekitar 40% – 50% bidang akademik, 
dan sekitar 60% – 50% bidang keterampilan vokasional. 
 
Berkaitan dengan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Sisdiknas 
Nomor 20 Tahun 2003 pelaksanaan pendidikan berkebutuhan khusus 
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di Indonesia dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Manajemen 
Pendidikan Dasar dan Menengah yang diatur oleh Dinas Pendidikan 
Provinsi secara langsung yaitu oleh Seksi Pendidikan Luar Biasa 
dalam Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan 
Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK). Bratanata dan Dedi 
Supriyadi (2003) dalam Edi Purwanta (2013: 2-4) mengatakan 
bahwa Pemerintah Indonesia mulai mengatur kebijakan pendidikan 
luar biasa secara formal pada tahun 1952 dengan mendirikan SGPLB 
Negeri di Bandung.  
Lembaga ini pada awalnya didirikan atas prakarsa 
perorangan, yakni Y.A. van der Beck pada tahun 1951 yang 
merupakan lembaga kursus bagi guru-guru yang akan menangani 
anak-anak bisu tuli hingga berkembang sampai saat ini. Dengan 
adanya Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 kebijakan pendidikan 
pada anak berkebutuhan khusus ini secara lebih rinci diatur dan 
dijabarkan dengan memberikan penekanan pada pelaksanaan 
program keterampilan bagi kemandirian mereka. 
Kebijakan inilah yang kemudian dikembangkan SLB 
Pembina sesuai dengan otonomi sekolah melalui kebijakan program 
sekolah yang diberi nama program keterampilan yang disampaikan 
dengan metode kolompok (rombongan belajar).  
 
Kebijakan ini diimplementasikan dalam pelaksanaan 
pendidikan di Sekolah Luar Biasa Pembina pada tingkatan Sekolah 
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Menengah Atas (SMALB) yang terdiri dari beberapa jurusan yang 
dapat dipilih oleh siswa berdasarkan kesepakatan berbagai pihak 
yang berkaitan, misalnya saja orang tua dan lingkungan. Aspek yang 
paling mendasar dan paling penting di sini adalah pada pemberian 
keterampilan dimana anak diberikan bekal secara maksimal bagi 
kehidupan mereka dimasa yang akan datang, karena aspek 
keterampilan begitu penting bagi peserta didik, khususnya bagi para 
tuna grahita. Bobbi De Porter dan Mike Hernacki (2003: 10) 
mengatakan bahwa “Keterampilan akademis dan keterampilan dalam 
hidup merupakan campuran yang menghasilkan perbedaan besar 
dalam kehidupan ribuan siswa selama bertahun-tahun”. Berdasarkan 
pengertian ini dapat diketahui bahwa ketrampilan penunjang hidup 
adalah sebuah bekal yang akan berdampak bagi kehidupan setiap 
peserta didik. 
 Inilah alasan pentingnya keterampilan bagi kehidupan anak-
anak berkebutuhan khusus, khususnya anak-anak tunagrahita yaitu 
memberikan keterampilan dengan sistem rombongan belajar. Efek 
atau dampak dari pemberian keterampilan tersebut memang tidak 
dapat dapat dilihat secara langsung, apalagi ketika obyek/peserta 
didiknya adalah anak tuna grahita dalam satu rombongan kelas 
pembejaran yang memiliki kemampuan berbeda-beda dan memiliki 
kekhususan tersendiri, seperti yang dikatakan Ariefa Efianingrum 
(2009: 9) bahwa: 
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“Masing-masing anak didik memiliki kekhususan tersendiri, 
memiliki kemampuan yang tidak sama, berbeda satu dengan 
yang lainnya. Memperlakukan anak didik sebagai obyek dan 




Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa 
pendidikan harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuan masing-
masing anak. Oleh karena itu dibutuhkan kekhususan tindakan atau 
perilaku yang dapat diterima oleh masing-masing peserta didik 
dalam sebuah rombongan belajar pada setiap kejuruan. Hal ini 
menuntut partisipasi lebih pada semua pihak yang bersangkutan, 
terutama guru dan orang tua agar mampu mengkondisikan anaknya 
agar dapat menerima pembelajaran pemberian keterampilan dengan 
sistem rombongan belajar dengan baik sehingga pemberian 
keterampilan dapat dilaksanakan dengan maksimal. 
 
3)  Kajian Teori Anak Berkebutuhan Khusus dengan Spesifikasi 
Tunagrahita 
Hurlock  (1991) dan Rice (2002) dalam Rita Eka Izzati (2008: 1) 
mengatakan bahwa: “perkembangan individu merupakan perubahan 
yang secara dinamis dimulai dari pembuahan dan sepanjang kehidupan 
manusia yang terjadi akibat dari kematangan dan pengalaman.” Dengan 
demikian perkembangan individu dimulai semenjak konsepsi hingga 
sepanjang kehidupan setiap manusia (life span) yang didapatkan dari 
kematangan dan pengalaman dari pembelajaran. 
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Selanjutnya Rita Eka Izzati  (2008: 1-9) mengatakan: 
“Perkembangan manusia merupakan proses yang kompleks 
yang dapat dibagi menjadi empat ranah utama, yaitu 
perkembangan fisik, intelektual yang termasuk kognitif dan 
bahasa, serta emosi dan sosial, yang di dalamnya juga termasuk 
perkembangan moral. Kondisi fisik dan kondisi psikis individu 
sangat berkaitan. Kondisi fisik yang tidak sempurna atau cacat 
juga berkaitan dengan persepsi individu terhadap kemampuan 
dirinya. Begitupun dengan kemapuan intelektual yang dapat 
disebabkan karena kerusakan sistem syaraf, kerusakan otak atau 
mengalami retardasi mental.” 
 
 
Berdasarkan pengertian di atas, perkembangan manusia 
merupakan proses yang kompleks yang dapat dibagi menjadi empat 
ranah utama, yaitu perkembangan fisik, intelektual yang termasuk 
kognitif dan bahasa, serta emosi dan sosial, yang di dalamnya juga 
termasuk perkembangan moral. Kondisi fisik dan kondisi psikis 
individu sangat berkaitan. Kondisi fisik yang tidak sempurna atau cacat 
juga berkaitan dengan persepsi individu terhadap kemampuan dirinya. 
Begitupun dengan kemapuan intelektual yang dapat disebabkan karena 
kerusakan sistem syaraf, kerusakan otak atau mengalami retardasi 
mental. Hal inilah yang kemudian terjadi pada anak berkebutuhan 
khusus, khususnya pada anak tunagrahita C, C1 dan autis yang 
mengalami hambatan mental/mental disorders atau sering disebut 
dengan retardasi mental. Mumpuniarti (2007: 5) mengatakan bahwa: 
“Istilah tunagrahita berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu tuna 
yang artinya rugi, kurang dan grahita yang artinya berpikir.  
Hilllard dan Kirman (2002: 43) mengatakan bahwa dahulu 
orang-orang menyebut retardasi mental dengan istilah dungu, 
bodoh, tidak masak, cacat, kurang sempurna, di bawah normal, 
tidak mampu, cacat, kurang mampu, kurang sempurna 
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(subnormal), tidak mampu dan tumpul. Istilah lainnya idiot, 
imbecile, moron, feebleminded digunakan untuk memberikan 
lebel kelompok penyandang cacat tersebut. Walaupun kata tolol 
(fool) menunjuk ke orang sakit mental, dan kata idiot mengarah 




Dengan demikian tunagrahita adalah kondisi dimana seseorang 
tidak sempurna dalam berpikir. Setia Rahman (1995: 21) dalam 
Suparlan (1958: 6) mengatakan bahwa Herderscee mendefinisikan 
tunagrahita sebagai: 
“Dalam perspektif ilmu sosial tunagrahita adalah orang yang 
lemah otak, jika ia karena tidak cukup daya pikirnya, tidak 
hidup dengan kekuatannya sendiri di tempat yang sederhana 
dalam masyarakat dan jika dapat juga hanyalah dalam keadaan 
yang sangat baik.” 
 
Berdasarkan pengertian di atas, tunagrahita dalam perspektif 
ilmu sosial adalah orang yang tidak cukup daya pikirnya sehingga tidak 
dapat mandiri dengan kekuatannya sendiri. Sedangkan dalam perspektif 
batasan The American Assosiation On Mental Deficiency/AAMR yang 
dikemukakan oleh Heber (Smith,dkk, 2002: 48) tunagrahita adalah: 
“Individu yang menunjukan fungsi kecerdasan umum di bawah 
rata-rata pada periode perkembangan, dan berhubungan dengan 
kerugian adaptasi tingkah laku. Fungsi kecerdasan di bawah 
rata-rata atas dasar kurang dari satu standar penyimpangan pada 
kurva normal standar tes kecerdasan skala Wecler. Perkiraan 
prevalensi hambatan belajar berdasarkan 2, 27% dari distribusi 
normal penduduk dijelaskan sebagai berikut: skor untuk anak-
anak yang kecerdasannya rata-rata ditunjukan dengan skor 100, 
secara teoritis 2, 27% dari populasi yang 2 minus dan 3 minus 
standar deviasi (berada di bawah IQ 70) atau di bawah normal 
rata-rata. Populasi 2, 27% inilah yang disebut dengan 
tunagrahita, sedangkan bagi lamban belajar berada di daerah 13, 
60% minus 1 SD yang pada rentangan IQ 70-80 di bawah 




Tunagrahita dalam pengertian di atas adalah individu yang 
menunjukan fungsi kecerdasan umum di bawah rata-rata pada periode 
perkembangan, dan berhubungan dengan kerugian adaptasi tingkah 
laku. Fungsi kecerdasan di bawah rata-rata atas dasar kurang dari satu 
standar penyimpangan pada kurva normal standar tes kecerdasan skala 
Wecler. Perkiraan prevalensi hambatan belajar berdasarkan 2, 27% dari 
distribusi normal penduduk dijelaskan sebagai berikut: skor untuk anak-
anak yang kecerdasannya rata-rata ditunjukan dengan skor 100, secara 
teoritis 2, 27% dari populasi yang 2 minus dan 3 minus standar deviasi 
(berada di bawah IQ 70) atau di bawah normal rata-rata. Populasi 2, 
27% inilah yang disebut dengan tunagrahita, sedangkan bagi lamban 
belajar berada di daerah 13, 60% minus 1 SD yang pada rentangan IQ 
70-80 di bawah normal yang dapat diketahui melalui diagnosis awal. 
Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat ditegaskan bahwa 
pengertian tunagrahita dikelompokkan dalam beberapa sudut pandang, 
termasuk di dalamnya adalah sosial dan pendidikan. Oleh karena itu, 
melihat pengertian tunagrahita dapat dimasukkan dalam kelompol-
kelompok. Millon (1991) dalam Stephani M. Woo dan Carolyn Ketinge 
(2008: 111) mengatakan bahwa: 
“Klasifikasi/pengelompokan adalah metode untuk menyusun 
kategori atau kelompok dan menentukan orang atau penyandang 
hambatan mental dalam kategori-kategori tersebut ke dalam 
dasar penghubungan bagian-bagian, dengan hasil pengumpulan 





Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa 
pengelompokan atau  klasifikasi digunakan melihat kemampuan yang 
nanti digunakan untuk memberikan layanan terbaik bagi tunagrahita. 
Mumpuniarti (2007: 11-14) mengatakan bahwa: 
“Perlu diperhatikan bahwa perbedaan individu (individual 
defferences) pada anak hambatan mental bervariasi dangat 
besar, demikian juga dalam pengklasifikasian terdapat cara yang 




Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa terdapat 
variasi yang sangat besar pada pengelompokan anak tunagrahita 
berdasarkan kemampuannya masing-masing. Selanjutnya Mumpuniarti 
(2007:11-14) mengemukakan berbagai klasifikasi/pengelompokkan 
tunagrahita, sebagai berikut: 
1. Klasifikasi dalam pandangan medis, yaitu memandang dari keadaan 
tipe klinis pada tanda anatomik dan fisiologik yang mengalami 
patologik atau penyimpangan, antara lain: downsyndrom (dahulu 
disebut Mongoloid), kretin, hydrocephalus, microcephalus, 
macrocephalus, brachicephalus, schaphocephalus, cerebral palsy 
(pengelompokan kelumpuhan pada otak), dan rusak otak. 
2. Klasifikasi yang berpandangan pendidikan, dalam hal ini Moh. 
Amin (1995:21) mengatakan bahwa American Education 
mengelompokanya menjadi: 
a. Educable Mentally Retarded (mampu didik), setingkat mild, 
boderline, marginally dependent, moron dan debil dengan IQ 
berkisar 50/55-70/75. 
b. Trainable Mentally Retarded (mampu latih), setingkat dengan 
morderate, semi dependent dan  imbesil dengan tingkat IQ 
20/25-50/55. 
c. Totally/constudial Dependent (perlu rawat), termasuk Totally 
dependent or profoundly mentally retarded severe dan idiot 
dengan tingkat kecerdasannya 0/5-20/25. 
 
d. Klasifikasi menurut kecerdasan (IQ), dikemukakan oleh 
Grosman (Hallahan&Kaufman, 1988:48)  
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1). Mild Mental Retardation (IQ 55-70 hingga rata-tara, 70) 
b) Moderate Mental Retardation (IQ 35-40 hingga 50-55) 
c) Severe MentalRetardation (IQ 20-25 hingga 35-40) 
d) Profound Mental Retardation (IQ di bawah 20 atau 25) 
Mumpuniarti (2007: 11-14) kembali mengemukakan bahwa: 
“Klasifikasi tersebut hanya berfokus bagi kategori 
tunagrahita, sedang klasifikasi yang menyertakan kategori 
lamban belajar dikemukakan oleh Triman Prasadio (Sri 
Rumini, 1987:4) adalah sebagai berikut: retardasi sekolah, 
boderline, ringan, sedang, berat, sangat berat.” 
 
Sehingga klasifikasi penyandang hambatan mental atau 
tunagrahita dari berbagai pandangan tersebut jika dipadukan menjadi 
sebagai berikut: 
















Lamban belajar 70-89 




Debil 55-70 hingga 
rata-rata 70 
Mampu latih Sedang, 
moderate, semi 
dependent 
Imbesil 35-40 hingga 
50-55 




Idiot 20-25 hingga 
35-40 di 
bawah 20 atau 
25 
(Mumpuniarti, 2007: 11-14) 
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Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat ditegaskan bahwa 
terdapat beberapa pengempokan dalam pengertian tunagrahita, sehingga 
dalam pelayanan pendidikan dapat dikelompokkan menjadi mampu 
didik dan mampu latih, sedangkan untuk tunagrahita dengan 
kemampuan mampu rawat tidak mendapatkan pendidikan, karena 
kemampuan mereka yang begitu terbatas. Pelayanan pendidikan bagi 
tunagrahita dengan klasifikasi mampu latih dan mampu didik dalam hal 
ini melihat mereka dari sudut pandang diagnosis pada kemampuan awal 
atau IQ, yang dapat dikategorikan menjadi hambatan mental ringan dan 
hambatan mental sedang.  
 
D. Kajian Teori Program Keterampilan bagi Tunagrahita  
Pendidikan sangat dibutuhkan bagi semua manusia sebagai 
bekal kemandirian untuk dapat terus menjalani kehidupan, tidak 
terkeculai pada tunagrahita atau hambatan mental. Dalam hal ini 
pendidikan bagi tunagrahita ditekankan pada keterampilan vokasional 
yang sederhana sesuai dengan kemampuan mereka. Mumpuniarti (2007: 
26) mengatakan bahwa: 
“Tiga kategori hambatan mental yang telah di bahas mendasari 
bentuk layanan pendidikan bagi mereka. Layanan pendidikan 
dibutuhkan merupakan bentuk usaha mengembangkan 
kemampuan penyandang hambatan mental seoptimal mungkin.” 
 
Berdasarkan pengertian di atas, tiga kategori hambatan mental 
mendasari bentuk layanan pendidikan bagi anak tunagrahita agar mampu 
mengembangkan kemampuannya semaksimal mungkin. Hallahan dan 
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Kauffman (1988: 70-73) dalam Mumpuniarti (2007: 27-29) mengatakan 
bahwa: 
“Program layanan pendidikan bagi penyandang retardasi/ 
hambatan mental dibedakan antara hambatan mental kategori 
ringan dan kategori sedang. Pada hambatan mental ringan 
program tersebut disusun terdiri atas prasekolah, tingkat sekolah 
dasar, tingkat sekolah lanjutan pertama, dan tingkat sekolah 
lanjutan atas, sedangkan pada hambatan mental sedang susunan 
program layanan pendidikan bagi anak hambatan mental disusun 
terdiri atas program prasekolah, program kelas dasar dan lanjutan, 
serta program orientasi pada dunia kerja. Pada anak hambatan 
mental ringan sekolah menengah atas mempersiapkan anak untuk 
memasuki dunia kerja dan keterampilan mengadakan perjalanan. 
Program itu menekankan Work-Study Program, yang termasuk 
bidang ini: vocational exploration, vocational evaluation, 
vocational training, vocational plascement dan follow up. 
Sedangkan pada hambatan mental sedang layanan program dunia 
kerja diperuntukkan penyandang hambatan mental yeng telah 
dicapai remaja akhir sampai menjelang dewasa. Program tersebut 
dalam rangka menyiapkan hambatan mental memiliki 
kemampuan di bidang vocational (kejuruan).” 
 
Dengan demikian, program layanan pendidikan bagi 
penyandang retardasi/ hambatan mental dibedakan antara hambatan 
mental kategori ringan dan kategori sedang. Pada hambatan mental 
ringan program tersebut disusun terdiri atas prasekolah, tingkat sekolah 
dasar, tingkat sekolah lanjutan pertama, dan tingkat sekolah lanjutan atas, 
sedangkan pada hambatan mental sedang susunan program layanan 
pendidikan bagi anak hambatan mental disusun terdiri atas program 
prasekolah, program kelas dasar dan lanjutan, serta program orientasi 
pada dunia kerja. Pada anak hambatan mental ringan sekolah menengah 
atas mempersiapkan anak untuk memasuki dunia kerja dan keterampilan 
mengadakan perjalanan. Program itu menekankan Work-Study Program, 
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yang termasuk bidang ini: vocational exploration, vocational evaluation, 
vocational training, vocational plascement dan follow up. Sedangkan 
pada hambatan mental sedang layanan program dunia kerja 
diperuntukkan penyandang hambatan mental yeng telah dicapai remaja 
akhir sampai menjelang dewasa. Program tersebut dalam rangka 
menyiapkan hambatan mental memiliki kemampuan di bidang vocational 
(kejuruan)Pengertian mengenai sekolah menengah kejuruan terdapat 
pada Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 pasal 1 ayat 21 seperti 
yang dikemukakan oleh R. Abdul (2002: 9-10) bahwa: 
“Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK 
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang 
menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang Pendidikan 
Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTS, atau bentuk lain yang 
sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau 
setara SMP atau MTs. Sekolah menengah kejuruan melakukan 
proses belajar mengajar baik teori maupun praktik yang 
berlangsung di sekolah maupun di industri diharapkan dapat 
menghasilkan lulusan yang berkualitas. Sekolah menengah 
kejuruan mengutamakan pada penyiapan siswa untuk berlomba 
memasuki lapangan kerja.”  
 
Berangkat dari pengertian di atas, pengertian Sekolah Menengah 
Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk 
satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan 
pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTS, 
atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang 
diakui sama atau setara SMP atau MTs. Sekolah menengah kejuruan 
melakukan proses belajar mengajar baik teori maupun praktik yang 
berlangsung di sekolah maupun di industri diharapkan dapat 
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menghasilkan lulusan yang berkualitas. Sekolah menengah kejuruan 
mengutamakan pada penyiapan siswa untuk berlomba memasuki 
lapangan kerja.” Sekolah Menengah Kejuruan seharusnya mampu 
menyiapkan peserta didik untuk mampu/siap memasuki dunia kerja 
setelah sekolah. Hal ini pula yang terimplementasikan bagi para 
hambatan mental bagi hambatan mental ringan mapuan sedang yang 
berbentuk layanan dunia kerja seperti yang dikemukakan oleh 
Mumpuniarti (2007: 29-31) 
“Layanan dunia kerja merupakan salah satu merupakan salah satu 
program dari lembaga khusus hambatan mental yang bersifat 
program peralihan (transition). Program itu menekankan 
peralihan masa sekolah menuju masyarakat dan dunia kerja, 
keberhasilan program ini diperlukan untuk perencanaan yang 
menyeluruh, karena penyesuaian di masyarakat membutuhkan 
berbagai dukungan maupun komponen keterampilan. Seperti 
yang dikemukakan Smith, Ittenbach, dan Patton (2002: 417) yang 
mengatakan bahwa tujuan perencanaan program peralihan 
merupakan jaminan bahwa suatu perencanan untuk adanya 
penyesuaian pasca sekolah termasuk pembelajaran dan 
keterampilan yang dipersyaratkan dan diadakan suatu jaringan 
kerja sebelum siswa keluar sekolah, hal ini bergantung pada 
aktifias program yang tersedia, yaitu kerja sama antara personil 
pendidikan setempat. Konselor rehabilitas vokasional, staf 
pendidikan pasca sekolah, penyedia layanan orang dewasa, dan 
berbagai lembaga di masyarakat yang mendukung proses 
transisi/peralihan.”  
 
Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa layanan 
dunia kerja merupakan salah satu merupakan salah satu program dari 
lembaga khusus hambatan mental yang bersifat program peralihan 
(transition). Program itu menekankan peralihan masa sekolah menuju 
masyarakat dan dunia kerja, keberhasilan program ini diperlukan untuk 
perencanaan yang menyeluruh, karena penyesuaian di masyarakat 
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membutuhkan berbagai dukungan maupun komponen keterampilan. 
Tujuan perencanaan program peralihan merupakan jaminan bahwa suatu 
perencanan untuk adanya penyesuaian pasca sekolah termasuk 
pembelajaran dan keterampilan yang dipersyaratkan dan diadakan suatu 
jaringan kerja sebelum siswa keluar sekolah, hal ini bergantung pada 
aktifias program yang tersedia, yaitu kerja sama antara personil 
pendidikan setempat. Proses transisi di dukung oleh kerjasama konselor 
rehabilitas vokasional, staf pendidikan pasca sekolah, penyedia layanan 
orang dewasa, dan berbagai lembaga di masyarakat. 
Proses transisi inilah yang kemudian menekankan adanya sistem 
sekolah vokasi/kejuruan yang dapat dilakukan dengan berbagai model, salah 
satunya dengan sistem rombongan belajar. Hal yang sama dikemukakan 
oleh Joan Harwell (2001: 343) yang mengatakan bahwa: 
“Pelayanan pengembangan pekerjaan pada anak berkebutuhan 
khusus melibatkan kombinasi pelayanan dari: buku-buku dan  
anggaran dari sekolah atau universitas, transportasi, pelatihan 
kerja, pembaca, penerjemah/penafsir, atau pelayanan 
pengambilan catatan, perlengkapan atau segala keperluan yang 
diperlukan untuk sebuah pekerjaan, pemrakarsa stok atau 
penyedia dalam bisnis yang kecil, pelayanan pengobatan yang 
dibutuhkan, pelatihan pencarian pekerjaan, penempatan kerja, 
pelatih kerja pada tempat bekerja untuk menolong para siswa 
belajar melakukan pekerjaan, pembinaan pada pekerjaan untuk 
memantau pekerja dan kepuasaan induk kerja/pemilik 
perusahaan.” 
 
Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa layanan 
pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus melibatkan berbagai 
pihak yang saling mendukung, salah satunya adalah keterlibatan atau 
peranserta masyarakat.  
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Pendidikan dan pelatihan kerja ini contohnya adalah dengan 
memberikan pelatihan pada siswa bermacam-macam keterampilan 
kehidupan yang diperlukan, contohnya saja keterampilan menjahit, 
keterampilan mesin/kendaraan ringan, keterampilan teknik informatika, 
keterampilan kecantikan, keterampilan boga, keterampilan kriya/kayu 
dan sebagainya.  
Tentu saja, sekali lagi hal ini digunakan untuk memberikan bekal 
pada anak tunagrahita pasca sekolah agar mereka dapat layak hidup di 
masyarakat. Selanjutnya dalam sistem sekolah kejuruan ini diterapkan 
strategi pembelajaran yang dipilih dan dirancang baik demi tercapainya 
proses belajar mengajar yang efektif dan efisien, seperti yang disebutkan 
Tri Mulyani (2000: 15): “Dikarenakan ada beberapa jenis strategi 
pembelajaran maka seorang guru haruslah menentukan dengan 
pertimbangan yang masak strategi mana yang akan dipilih dalam suatu 
kegiatan belajar  mengajar”. Dengan demikian, dari beberapa strategi 
pembelajaran, dipilih yang terbaik sehingga anak tunagrahita dapat 
belajar dengan baik dan optimal. 
Selajutnya Tri Mulyani (2000: 15-20) mengatakan bahwa “ada 
beberapa kriteria pemilihan strategi pengajaran misalnya: keterlibatan 
siswa, efisiensi dan efektifitas adalah satu metode yang bisa digunakan 
adalah dengan kerja kelompok.” Moejiono (1993: 60) dalam Tri Mulyani 
(2000: 20) mengatakan bahwa: 
“Istilah kerja kelompok dapat diartikan sebagai bekerjanya 
sejumlah siswa, baik sebagai anggota kelas maupun terbagi 
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menjadi kelompok-kelompok kecil untuk mencapai tujuan 
tertentu secara bersama. Kerja kelompok ditandai oleh adanya 
tugas bersama, pembagian tugas, dan adanya kerja sama antara 
anggota kelompok dalam penyelesaian tugas kelompok.” 
 
Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat ditegaskan bahwa 
pelayanan pendidikan bagi hambatan mental ringan dan sedang yang 
mampu didik dapat menggunakan berbagai metode agar layanan dunia 
kerja dapat berjalan secara efektif dan efisien, salah satunya adalah 
dengan metode kelompok atau rombongan belajar. Metode 
kelompok/rombongangan belajar terbagi dalam pada setiap jurusan yang 
telah ditentukan oleh sekolah. Misalnya saja di SLB Pembina, kelompok 
atau rombongan belajar ini terdiri dari rombongan belajar busana 
(menjahit), rombongan belajar boga (memasak), rombongan belajar kriya 
keramik, rombongan belajar kriya kayu, rombongan belajar keterampilan 
tekstil, rombongan belajar teknik informatika, rombongan belajar 
kecantikan, rombongan belajar tanaman hias (pertanian) yang masing-
masing memberikan bekal skill bagi tunagrahita. 
 
E. Penelitian yang Relevan 
Dalam penelitian ini peneliti menuliskan beberapa penelitian 
yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, diantaranya: 
1. Penelitian oleh Endang Supartini, Tin Suharmini, Purwandari dari 
Universitas Negeri Yogyakarta yang berjudul “Pengembangan 
Model Pendidikan Kecakapan Hidup bagi Anak Tunagrahita di 
Sekolah Luar Biasa Daerah Istimewa Yogyakarta”. Tujuan utama 
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penelitian ini untuk mengembangkan model substansi/materi 
pendidikan kecakapan hidup bagi anak tunagrahita ringan di SLB 
tingkat sekolah dasar, dihasilkannya modul pegangan guru, serta 
tersosialisasikannya modul tersebut di SLB. Penelitian dilaksanakan 
di SLBN I Yogyakarta dan SLB Marsudi Putra II Bantul. Hasil 
penelitian menemukan bahwa untuk pengembangan model substansi 
pendidikan kecakapan hidup bagi anak tunagrahita dilakukan 
melalui: (a) mengkaji teori tentang kecakapan hidup bagi anak 
tunagrahita, (b) mengkaji GBPP Binadiribagi anak tunagrahita, (c) 
mengidentifikasi visi, misi dan lingkungan sekolah, (d) 
mengidentifikasi harapan orang tua, dan (e) mengidentifikasi 
kemampuan dan potensi siswa. 
2. Penelitian oleh Chandra Eka Bhakti yang berjudul “Peningkatan 
Keterampilan Vokasional Anak Tunagrahita Melalui Metode Drill 
dalam Membuat tempe di Kelas XI SMALB TPA Jember” dari 
Universitas Negeri Surabaya. Pengelolaan pembelajaran 
keterampilan vokasional bagi anak tunagrahita ini tidak mudah, 
karena harus dikaitkan dengan potensi masing-masing anak yang 
bervariasi dan bersifat individual. Mereka memerlukan bimbingan 
atau layanan secara khusus untuk membantunya mempelajari segala 
sesuatu, baik dalam hal pendidikan maupun kegiatan hidup sehari-
hari (Activity Of Daily Living), namun bukan harapan yang terlalu 
muluk jika anak tunagrahita dapat memiliki keterampilan hidup (life 
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skill) sehingga anak lebih mandiri dan tidak bergantung pada orang 
lain. Penelitian ini difokuskan pada pembuatan tempe, karena 
pembuatan tempe merupakan salah satu bentuk keterampilan 
vokasional bagi tunagrahita. Hasil penelitian tersebut antara lain (1) 
Minat siswa terhadap kegiatan membuat tempe sangat baik. (2) 
Kemampuan keterampilan vokasional tunagrahita, khususnya dalam 
membuat tempe mengalami peningkatan jika dilatih sungguh-
sungguh. (3) kendala dalam pelaksanaan kegiatan membuat tempe 
adalah mengemas. 
3. Penelitian oleh Djaja Raharja dari Universitas Pendidikan Indonesia 
yang berjudul “Pendidikan Luar Biasa dalam Perspektif Dewasa 
Ini”. Hasil penelitian berupa sejarah pendidikan luar biasa yang 
mengungkapkan bahwa sikap masyarakat dunia terhadap individu 
berkebutuhan pendidikan khusus sekarang ini tidak lepas dari 
berbagai upaya yang telah dilakukan oleh para philosof, aktivis, dan 
humanitarian Eropa pada akhir abad 18 atau awal abad 19. Di 
Indonesia, sejarah perkembangan pendidikan luar biasa dimulai 
ketika Belanda masuk ke Indonesia (1596-1942), dengan membuka 
lembaga-lembaga khusus untuk anak-anak berkebutuhan pendidikan 
khusus. Sejak Indonesia merdeka, seluruh warganegara tanpa 
terkecuali apakah dia mempunyai kelainan atau tidak, mempunyai 
hak yang sama untuk memperoleh pendidikan dan hal ini dijamin 
oleh UUD 1945. Kecenderungan yang secara signifikan 
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mempengaruhi pendidikan luar biasa dewasa ini adalah pendidikan 
inklusif, akuntabilitas dan aksesibilitas pembelajaran, dukungan 
perilaku yang positif, serta kolaborasi. Apapun bentuk layanan 
pendidikan dan dimanapun layanan pendidikan itu diberikan kepada 
anak berkebutuhan pendidikan khusus, pemerintah seyogyanya 
menyediakan berbagai alternatif layanan pendidikan sebagai 
pilihan. 
4. Penelitian oleh Muslimah yang berjudul “Manajemen Kurikulum 
Pendidikan Keterampilan bagi Anak Berkebutuhan Khusus 
(Tunarungu) di SLB Maarif Muntilan”. Penelitian ini bertujuan 
untuk mendeskripsikan dan menganalisis manajemen kurikulum 
pendidikan keterampilan bagi anak berkebutuhan khusus 
(tunarungu) di SLB Ma’arif Muntilan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa (a) Perencanaan kurikulum pendidikan 
keterampilan dimulai dari identifikasi kebutuhan, perumusan tujuan 
kurikulum, perumusan isi kurikulum dan penentuan evaluasi (b) 
Pengorganisasian kurikulum pendidikan keterampilan meliputi 
pengorganisasian sumber daya manusia dan sarana prasarana, 
pengaturan materi pelajaran serta pengaturan waktu (c) Pelaksanaan 
kurikulum pendidikan keterampilan dimulai dengan pembuatan 
silabus, program tahunan, program semesteran dan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran serta evaluasi 
pelaksanaan pembelajaran (d) Evaluasi terhadap kurikulum 
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pendidikan keterampilan bagi anak berkebutuhan khusus meliputi 
tujuan, fungsi dan bentuk atau cara evaluasi. 
5. Penelitian oleh N. Praptiningrum dari Universitas Negeri 
Yogyakarta yang berjudul “Fenomena Penyelenggaraan Pendidikan 
Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus. Hasil penelitian ini 
adalah tentang kajian kebijakan pendidikan inklusif yang 
berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan, pasal 4 ayat 1 yang mendorong 
terwujudnya pendidikan inklusi. Dari penelitian ini ditemukan 
kenyataan di lapangan bahwa dalam karakteristik anak 
berkebutuhan kshusu yang diterima belum sesuai dengan kebijakan 
(undang-undang). Berdasarkan kenyataan lapangan tersebut 
penyelenggaraan pendidikan inklusi masih menjadi fenomena. 
Pendidikan inklusif masih perlu mendapatkan perhatian khusus 
dalam pelaksanaan agar ke depan pelayanan pendidikan bagi anak-
anak berkebutuhan khusus dapat berjalan dengan maksimal sesuai 
dengan kondisi dan dapat menghormati realitas keberagaman dalam 
kehidupan masyarakat. 
Berdasarkan kelima hasil penelitian terdahulu seperti pemaparan 
di atas, terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 
penulis, yaitu pada kebijakan dan keterampilan. Akan tetapi dari kelima 
penelitian tersebut tidak ada yang benar-benar sama dengan masalah 
yang akan diteliti. Untuk hasil penelitian yang pertama dan kedua, 
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persamaannya terletak pada keterampilan yang ditekankan bagi siswa 
tunagrahita. Pada penelitian ketiga, keempat dan kelima, persamaannya 
terletak pada telaah kebijakan yang bersumber pada landasan peraturan 
yang menngatur kebijakan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada 
cakupan kebijakan program vokasional yang peneliti lakukan di SLB 
Pembina sebagai SLB Percontohan terbaik di Indonesia dengan telaah 
landasan kebijakan pada Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang 
Standar Isi Dikdasmen bagi anak berkebutuhan khusus. 
Dari pemaparan di atas telah jelas mengenai perbedaan dan 
persamaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan hasil 
penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Oleh karena itu penelitian 
yang berjudul “Kebijakan Program Keterampilan bagi Tunagrahita 
dengan Sistem Rombongan belajar di SLB Pembina Yogyakarta” dapat 
dilakukan karena masalah yang akan diteliti bukan duplikasi dari 
penelitian–penelitian yang sebelumnya. 
F. Kerangka Pikir 
Kebijakan mengatur bagaimana cita-cita penyelenggaraan 
pendidikan dapat berjalan secara optimal. Desentralisasi pendidikan 
sebagai upaya pengembangan manejemen yang otonominya diserahkan 
oleh sekolah, yang dalam hal ini mengatur berbagai kebijakan, termasuk 
di dalamnya adalah berkaitan dengan kebijakan bagi anak berkebutuhan 
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khusus dengan spesifikasi tunagrahita di Indonesia. Tunagrahita dalam 
hal ini adalah anak dengan kemapuan mampu latih dan mampu didik. 
Di Indonesia, kebijakan penyelenggaraan pendidikan untuk anak 
berkebutuhan khusus diatur dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 
yang menekankan adanya keterampilan vokasinal bagi tunagrahita. 
Permasalahan yang terjadi adalah meski kebijakan tersebut telah 
dilaksanakan, akan tetapi belum dapat efektif dan efisien karena metode 
yang digunakan masih belum tepat. Melalui program rombongan belajar 
diharapkan kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Oleh 
karena itu dibutuhkan penelitian berkaitan dengan formulasi kebijakan, 
implementasi kebijakan, hingga pada evaluasi kebijakan, sehingga dapat 
diketahi apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam 
pelaksanaan kebijakan.  
 
G. Pertanyaan Penelitian 
1. Bagaimanakah kebijakan pemerintah berkaitan dengan Anak 
Berkebutuhan Khusus di Indonesia menurut perundang-undangan 
yang berlaku? 
2. Bagaimanakah kebijakan pemerintah terkait dengan program 
keterampilan untuk SMPLB dan SMALB  dengan Spesifikasi C di 




3. Sejak kapan pelaksananaan program tersebut dan bagaimana proses 
monitoringnya? 
4. Dimana sajakah pelaksanaan program tersebut (alasan dan latar 
belakang apa yang menjadi kunci kenapa tempat tersebut dijadikan 
pilihan)? 
5. Siapa sajakah yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut? 
6. Bagaimanakah evaluasi kebijakan tersebut di SLB Pembina? 
7. Apa saja faktor yang mendukung pelaksanaan program tersebut, baik 
faktor internal maupun faktor eksternal? 
8. Apa saja faktor yang menghambat pelaksanaan program tersebut, 

















A. Pendekatan Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif 
kualitatif. Penelitian ini bersifat fenomenologis yang memandang 
realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik penuh makna dan 
hubungan gejala bersifat interaktif. Penelitian dilakukan pada obyek 
yang alamiah, berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh 
peneliti, kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika 
pada obyek tersebut. (Sugiyono, 2006: 14-15). Dengan demikian 
penelitian ini bersifat natural dalam memandang fenomena. 
Penelitian ini berfokus pada kebijakan program keterampilan 
di SLB Pembina Yogyakarta dengan metode pembelajaran 
rombongan belajar dengan melihat bagaimana perumusan kebijakan 
tersebut, pelaksanaan, hingga pada proses evaluasi sehingga dapat 
ditemukan apa saja faktor yang mendukung dan faktor yang 
menghambat pelaksanaan kebijakan program. 
B. Subyek Penelitian 
Subyek penelitian adalah hal-hal yang menjadi fokus 
penelitian. Subyek dari penelitian ini adalah anak tunagrahita, 
dengan infoman para pembuat kebijakan/pemerintah yang mengatur 
Pendidikan Luar Biasa di Yogyakarta pada khususnya dan 
pengambil kebijakan pada tataran sekolah yaitu dalam hal ini adalah 
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Kepala Seksi Dinas Pendidikan Provinsi di Bidang Sekolah Luar 
Biasa dan Kepala Sekolah SLB Pembina. Untuk memperkuat data 
triangulasi dilaksanakan pada guru (kelas dan guru pendamping) 
masing-masing dipilih sesuai dengan jumlah jurusan yang ada di 
SLB Pembina, yaitu sejumlah 9 orang guru dari masing-masing 
jurusan, para siswa yang sedang menjalani kelas keterampilan 
sejumlah 3 siswa dan alumni SLB yang telah bekerja di sentra 
kerajinan sebanyak 5 alumni. Selanjutnya Penelitian tentang 
kebijakan program yang di laksanakan di SLB pembina Yogyakarta 
melihat peran dan partisipasi orang tua dalam pelaksanaan 
Manajemen Berbasis Sekolah, sehingga dipilih 5 orang tua siswa 
sebagai pihak yang paling berperan dalam pelaksanaan program 
keterampilan di sekolah. 
C. Lokasi, Waktu dan Setting Penelitian 
Penelitian ini mengambil lokasi di Sekolah Luar Biasa (SLB) 
Pembina Yogyakarta, yang dilaksanakan pada bulan November 
tahun 2013 hingga bulan Januari 2014. Dengan setting utama adalah 
lingkup SLB Pembina Yogyakarta, yaitu berkaitan dengan 
pembelajaran dengan Sistem Rombongan Belajar di dalam kelas 
rombongan belajar, implementasinya di lingkungan kerja, orang tua, 
guru, serta penerapannya di masyarakat luas serta mengambil data 
tambahan di Dinas Pendidikan Provinsi DIY sebagai pengambil 
kebijakan utama dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah di 
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wilayah DIY untuk SLB Pembina Yogyakarta. SLB Pembina 
Yogyakarta dipilih sebagai lokasi penelitian karena sekolah tersebut 
merupakan SLB terbaik di Indonesia yang telah menerapkan 
kebijakan program keterampilan yang bagi tunagrahita menurut 
Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006. 
D. Sumber Data 
Menurut Lofland dan Loftland (1984: 47) dalam Lexi 
Moleong (1994: 112) sumber data utama dalam penelitian kualitatif 
adalah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan 
seperti dokumen. Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut:  
1. Kata-kata dan tindakan dari informan  
Lexi Moleong (1994: 113) mengatakan bahwa kata-kata atau 
tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai 
merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat 
melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio 
tapes, pengambilan foto atau film. Informan sebagai sumber data 
adalah orang-orang yang terlibat atau mengalami proses 
pelaksanaan dan perumusan program dilokasi penelitian. 
Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Kepala 
Bidang SLB Dinas Pendidikan DIY, Kepala Sekolah sebagai 
pengambil kebijakan utama di sekolah kemudian di singkronkan 
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dengan guru, orang tua dan siswa yang dibimbing dalam Sistem 
Rombongan Belajar. 
2.  Sumber tertulis atau dokumen 
Sumber tertulis atau dokumen sebagai sumber data adalah 
berbagai arsip, agenda atau berkas-berkas yang sesuai dengan 
permasalahan dalam penelitian ini dan sifatnya memberikan 
tambahan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam 
hal ini dokumen-dokumen baik yang didapat secara lisan 
maupun tulisan diharapkan dapat mendukung realibitas 
penelitian dalam tianguasi data. Lexi Moleong (1994: 113) 
mengatakan bahwa dilihat dari sumber data, bahan tambahan 
yang berasala dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku 
dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan 
dokumen resmi, yang dalam hal ini adalah arsip yang dapat 
ditemukan di Dinas Pendidikan Provinsi DIY sebagai pembuat 
kebijakan dan arsip sekolah di SLB Pembina Yogyakarta. 
3. Foto 
Bodgan dan Biklen (1982: 102) dalam Lexi Moleong (1994: 114-
115) mengatakan bahwa foto menghasilkan data deskriptif yang 
cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi-segi 
subyektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif. Sesudah 
foto di proses dan diperlihatkan kepada kepada subyek, saat 
mereka memperhatikan foto diri mereka merupakan momen yang 
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tepat pula untuk mengamati subyek. (Lexi Moleong, 1994: 114-
115). Foto yang diambil sebagai pendukung data adalah foto 
yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan kebijakan 
pendidikan di SLB Pembina Yogyakarta. 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 
strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 
mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
Observasi partisipatif(participant observation), wawancara 
terstruktur (strucktured interview), dan analisis dokumen. Susan 
Stainback (1988) dalam Sugiyono (2006: 310) mengatakan bahwa 
dalam observasi partisipatif, peneliti mengamati apa yang dikerjakan 
orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi 
dalam aktifitas mereka. Dalam penelitian ini peneliti melakukan 
pertisipasi pasif. Peneliti mengamati proses formulasi kebijakan, 
implementasi kebijakan hingga pada evaluasinya di sekolah. 
Selanjutnya peneliti melakukan wawancara terstruktur kepada para 
pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan. Analsis dokumen 
dilakukan untuk mengetahui catatan secara tertulis dan sistematis 
berkaitan dengan pelaksanaan program. Selain itu peneliti juga 
menambah instrumen dengan catatan lapangan. Catatan lapangan, 
Bodgan dan Biklen (1982: 74) dalam Lexi Moleong (1994: 153) 
mengatakan bahwa catatan lapangan adalah catatan tertulis tentang 
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apa yang didengar, dilihat, dialami, dipikirkan, dalam rangka 
pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian 
kualitatif. 
F. Instrumen Penelitian 
Hal utama yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian 
yaitu, kualitas instrumen penelitian, dan kualitas pengumpulan data. 
Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat 
penelitian adalah peneliti itu sendiri. Guba dan Lincoln (1981: 128-
150) dalam Lexi Moleong (1994: 121) mengatakan bahwa manusia 
sebagai instrumen mencakup ciri-ciri umum, kualitas yang 
diharapkan, dan kemungkinan peningkatan manusia sebagai 
instrumen. 
Pada penelitian ini, peneliti berfungsi juga sebagai instrumen 
penelitian, hal ini agar lebih mudah melakukan penyesuaian dengan 
kenyataan dilapangan. Peneliti sebagai instrumen dapat berhubungan 
dengan responden dan mampu memahami dan bentuk interaksi pada 
subyek di lapangan, yang dalam hal ini adalah warga sekolah SLB 
Pembina Yogyakarta. (Sapto Dewi, 1999: 50). Peneliti juga 
menggunakan instrumen penelitian lainnya sebagai pendukung 
penelitian, yaitu buku catatan, recorder (perekam), kamera, 
handycame (Sugiyono, 2006: 23). Instrumen pendukung yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman observasi dan 
pedoman wawancara. Instrumen dikembangkan dengan pemahaman 
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mendalam berkaitan dengan kesenjangan yang terjadi antara teori 
dan cita-cita kebijakan dan kenyataannya dipangan sesuai dengan 
fokus masalah yaitu pada kebijakan program keterampilan. 
G. Teknik Analisis Data 
Langkah selanjutnya adalah analisis data. Dalam menganalsis 
data, diperlukan teknik khusus, seperti yang dikemukakan oleh 
Sugiyono (2012: 89): 
“...analisis data adalah menyusun data yang 
diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 
dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke 
dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 
melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih 
mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan 
membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 
diri sendiri maupun orang lain.” 
 
Dengan demikian analisis data adalah proses menyusun data 
dari temuan dilapangan ke dalam kategori tertentu yang memilahnya 
ke dalam kategori-kategori sehingga mudah dipahami. Teknik 
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 
kualitatif, yang meliputi: 
1. Reduksi data (Data Reduction) 
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, 
untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu 
segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi 
data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 
memfokuskan pada hal-hal yang penting, membuat kategorisasi 




2. Penyajian data (Data Display) 
Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah 
mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data 
bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan 
antar kategori dan sebagainya. Dalam hal ini Miles dan 
Huberman (1984) menyatakan “the most frequent display data 
for qualitative research research data in past has been narative 
text” . Bila setelah lama memasuki lapangan ternyata hipotesis 
yang dirumuskan selalu didukung data pada saat data 
dikumpulkan dilapangan, maka hipotesis tersebut terbukti, dan 
akan berkembang menjadi teori yang grounded. Dalam display 
penelitian ini, peneliti menjelaskan dan mendeskripsikan hasil 
termuan dengan uraian singkat, bagan dan hubungan antar 
kategori. 
3. Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification) 
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles 
dan Huberman adalah penarikan kesimpulan data dan 
verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 
sementara, yang akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti 
yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 
berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada 
tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten 
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saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 
kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 
kredibel. (Sugiyono, 2012: 92-99) 
H. Pengujian Keabsahan Data 
Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan 
pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif kriteria 
utama terhadap data hasil penelitian adalah valid, reliabel, dan obyektif. 
Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada 
obyek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Dengan 
demikian data yang valid adalah “yang tidak berbeda” antara data yang 
dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada 
obyek penelitian. Bila peneliti membuat laporan tidak sesuai dengan 
apa yang terjadi pada obyek, maka dapat dinyatakan tidak valid. 
(Sugiyono: 2012: 117). 
Uji keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi 
uji kredibilitas data yang dilakukan dengan uji kredibilitas, 
meningkatkan ketekuan, triangulasi data. Uji kredibilitas dilakukan 
dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam 
penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus 
negatif, dan member check. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan 
pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara 
tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam 
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secara pasti dan sitematis. Sedangkan triangulasi adalah pengecekan 
data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.  
Triangulasi yaitu teknik pengecekan data dari berbagai sumber 
dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi dengan 
menggunakan sumber adalah memeriksa keabsahan suatu kebenaran 
informasi melalui sumber yang berbeda. Triangulasi data dilakukan 
dengan cara mengecek apakah data yang diberikan oleh para pengambil 
kebijakan benar-benar valid dan kredibel melalui para pelaksana 
kebijakan, yaitu para guru di SLB Pembina Yogyakarta, Komite Siswa 
dan orang tua wali siswa yang dalam hal ini terlibat secara langsung 
dalam pembelajaran di sekolah, serta para siswa dan alumni 
(tunagrahita) baik yang masih magang maupun yang sudah bekerja 
sebagai obyek kebijakan yang telah mendapatkan pelatihan kerja sesuai 
dengan bidang kejuruan masing-masing untuk memperkuat data. 
Selain melakukan triangulasi data, selanjutnya peneliti 
melakukan perpanjangan  keikutsertaan, pemeriksaan teman sejawat 
melalui diskusi, dan melakukan auditing, seperti yang dikatakan Lexi 
Moleong (1994: 175-183). Hal ini sekali lagi dilakukan peneliti untuk 








HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
1. Deskripsi Lokasi Penelitian 
SLB Negeri Pembina merupakan sekolah yang 
menyelenggarakan pendidikan meliputi jenjang Taman Kanak-
Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), 
Sekolah Menengah Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas 
atau Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMALB/SMKLB), 
Kelas Khusus (day care) dan Kelas Autis Gotong Royong. Selain itu 
juga memberikan layanan khusus bagi alumni atau 
pendidikan/latihan lanjutan setelah anak tamat SMALB/SMKLB 
berupa: pendalaman latihan keterampilan, magang kerja, membentuk 
kelompok kerja, serta penyaluran dan pendampingan kerja 
(pendidikan setelah sekolah). 
SLB Negeri Pembina merupakan lembaga pendidikan yang 
pada awalnya menyelenggarakan pendidikan untuk anak-anak yang 
mengalami cacat mental, baik yang mampu didik maupun mampu 
latih. SLB Negeri Pembina didirikan  melalui  keputusan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 051/O/1083 
tentang organisasi dan tata kerja sekolah luar biasa Pembina Tingkat 
Propinsi dengan nama SLB-C Pembina Tingkat Propinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Dalam perkembangannya, sejalan dengan 
berlakunya Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang 
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Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 
tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang telah 
ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah 25 tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai 
Daerah Otonom, SLB Negeri Pembina Yogyakarta menjadi 
Kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  
SLB Negeri Pembina menyelenggarakan pendidikan meliputi 
jenjang TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB/SMKLB, Kelas Khusus 
(day care) dan Kelas Autis Gotong Royong. Selain itu juga 
memberikan layanan khusus bagi alumni atau pendidikan/latihan 
lanjutan setelah anak tamat SMALB/SMKLB berupa:  Pendalaman 
latihan keterampilan, magang kerja, membentuk kelompok kerja, 
serta penyaluran dan pendampingan kerja. 
SLB Negeri Pembina merupakan lembaga pendidikan yang 
pada awalnya menyelenggarakan pendidikan untuk anak-anak yang 
mengalami cacat mental, baik yang mampu didik maupun mampu 
latih. SLB Negeri Pembina didirikan  melalui  keputusan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 051/O/1083 
tentang organisasi dan tata kerja sekolah luar biasa Pembina Tingkat 
Propinsi dengan nama SLB-C Pembina Tingkat Propinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta.  
Dalam perkembangannya, sejalan dengan berlakunya 
Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan 
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Undang-undang No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan 
Pusat dan Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan PP. 25 tahun 
2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan 
Propinsi sebagai Daerah Otonom, SLB Negeri Pembina Yogyakarta 
menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Daerah 
Istimewa Yogyakarta No.126/tahun 2003 tentang struktur Organinasi 
dan Tata kerja SLB, SLB-C Pembina Tingkat Propinsi berubah 
menjadi SLB Negeri Pembina Yogyakarta, dengan berubahnya nama 
tersebut memiliki implikasi yang sangat luas. Khususnya terhadap 
penerimaan peserta didik, yang sebelumnya hanya menerima siswa 
tunagrahita, sekarang menerima dari berbagai jenis kekhususan. 
Sejak tahun 2006 SLB Negeri Pembina menjadi salah satu 
Sentra Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (Sentra 
PK-PLK). Sentra PK-PLK adalah salah satu program dari Direktorat 
Pembinaan Sekolah Luar Biasa dengan program utamanya 
pengembangan keterampilan anak berkebutuhan khusus dalam 
rangka menyiapkan anak berkebutuhan khusus untuk dapat kembali 
ke masyarakat dengan penerimaan yang wajar. SLB Negeri Pembina 
Yogyakarta mempunyai fungsi menyelenggarakan, mengkaji, 
mengembangkan pendidikan luar biasa, dan pelatihan penyegaran 
bagi pendidik dan tenaga kependidikan.  
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Sekolah ini memiliki visi: “Terwujudnya lulusan anak 
berkebutuhan khusus yang mandiri, beriman dan bertaqwa”. Sekolah 
ini membangun misi yang mendukung tercapainya visinya, yaitu 
mewujudkan lulusan anak berkebutuhan khusus yang mandiri, 
beriman dan bertaqwa. Dalam penyelenggaraan pendidikannya, 
sekolah ini membagi kelas/jenjang pendidikan sesuai dengan 
kemampuan dan minat bakat yang dimiliki oleh anak yang 
diselenggarakan berdasarkan kesepakatan berbagai pihak termasuk 
guru dan orang tua.  
Jenjang Pendidikan yang diselenggarakan yang dilaksanakan 
antara lain adalah: pendidikan regular, Kelas Keterampilan/Sanggar 
Kerja, dengan keterampilan pilihan (tata boga, tata busana, tat 
arias/salon, tekstil, otomotif, keramik, Teknologi Informasi dan 
Komunikasi,  pertanian/tanaman hias, dan pertukangan kayu), Kelas 
Khusus (day care) atau kegiatan keterampilan menolong dan 
merawat diri, Kelas Autis Gotong Royong (GO-RO), kelas autis 
yang diselenggarakan secara gotong royong oleh orangtua murid, 
dalam binaan SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Sekolah ini 
menerapkan sistem manajemen berbasis sekolah dengan pengelolaan 
secara komprehensif melalui tata kerja dan struktur organisasi yang 
dikelola dengan baik oleh pemimpin yang mampu memimpin 
dengan melihat kekurangan di setiap sisi sehingga dapat melakukan 
perbaikan dari waktu ke waktu.  
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Berkaitan dengan sarana dan prasarana SLB Negeri Pembina 
memiliki sarana dan prasarana yang dibangun di atas tanah seluas 
2,5 hektar sehingga sangat memadai dan  mendukung proses 
pendidikan, diantaranya: 27 Ruang kelas untuk KBM, 1 Ruang TU, 
1 Ruang Kepala sekolah, 1 Ruang Guru, 1 Perpustakaan, 1 
laboratorium IPA, 1 Ruang ICT (dilengkapi dengan 20 unit computer 
dan ber AC), 1 Ruang Seni tari, 1 Ruang Musik (dilengkapi alat 
musik band dan gamelan serta drumband), 10 unit Asrama (masing-
masing unit memiliki ruang tamu dan ruang makan), 6 Unit wisma 
(setiap wisma dapat menampung 10 orang), 6 Unit Rumah dinas, 1 
Mushola, 1 Ruang  Resource Center, 1 Ruang UKS, 1 Ruang 
BP/Bimbingan Konseling, 1 Ruang Pengajaran / Wa.Ka.Ur., 2 
Ruang Pertemuan, 1 Ruang aula, 9 Ruang Keterampilan meliputi 
busana, tekstil/ batik, kayu, otomotif, keramik, boga, 
Salon/kecantikan, IT dan Tanaman Hias/Pertanian. 
Selain gedung yang cukup memadai tersebut, di lengkapi 
juga dengan berbagai alat bantu pendidikan dan peralatan 
keterampilan yang lengkap. Fasilitas Layanan di sekolah ini juga 
dapat dikategorikan termasuk baik, yaitu terdiri dari berbagai 
fasilitas pendukung pendidikan, diantaranya: Klinik Rehabilitasi, 
Center Workshop yang disebut juga Shelter Workshop, sebagai pusat 
latihan kerja bagi siswa /tamatan SLB dari berbagai jenis ketunaan 
dan lain-lain, dari SLB Pembina maupun dari SLB lain. Center 
62 
 
Workshop ini meliputi: Keterampilan Kayu, Keterampilan Keramik, 
Keterampilan Tanaman hias, Keterampilan Tata Boga, Keterampilan 
Tata Busana, Keterampilan Tekstil, Keterampilan Otomotif dan 
Keterampilan Tata Rias yang dikelompokan menurut diagnosis awal, 
kemampuan dan perkembangan siswa serta keterlibatan orang tu. 
Setiap rombongan belajar pegang oleh guru keterampilan dan guru 
pendidikan luar biasa dengan spesialisasi tunagrahita. Berikut data 
guru pengampu yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan program 
keterampilan: 
Tabel 2. Daftar Guru SLB Pembina Tahun 2013/2014 
NO NAMA JURUSAN 
1 REJOKIRONO, M.Pd S2-Manajemen Pend 
  19651109 199103 1 014   
2 Dra.RETNO. HW S1 - PK,   1980 
  19511031 197603 2 002   
3 Dra.El.RETNANINGSIH S1-PKH, 1982 
  19510915 198503 2 001   
4 DJAWARIAH,S.Pd S1-PGPLB, 1999 
  130879562   
5 Drs. HERIYANTA S1-PKH, 1985 
  19580322 198603 1 005   
6 Drs. ARIF SUJILAN S1-PLB, 1989 
  131221120   
7 Drs.EDY DWIYANTA S1-PLB, 1986 
  19621110 199203 1 006   
8 Dra.ENDANG R S1 - PKH,1982 
  19560125 199303 2 001   
9 SUMARDIYAH,S.Pd S1-BK, 1999 
  19511005 198602 2 003   
10 Drs.UNTUNG S1-PLB, 1990 
  19640506 199303 1 008   
11 JAMHARI SGPLB-A, 1981 
  19540423 198603 1  002   
12 SUHARYATI SGPLB-D, 1984 
  19620909 198602 2 004   




Lanjutan Tabel 2. Daftar Guru SLB Pembina Tahun 2013/2014 
NO NAMA JURUSAN 
14 SUKARDI, S.Pd S1- PBS,1997 
  19590711 199412 1 001   
15 SRI WIDODO,S.Pd S1-PLB, 2007 
  19521007 198203 1 011   
16 NANIK RUZINI,S.Pd S1-PLB,2000 
  131472564   
17 SRI ANDARINI EP,S.Pd S1- PGPLB, 1999 
  19690630 199203 2 007   
18 NURHASANAH SGPLB-C, 1980 
  19570610 199403 2 003   
19 DAHNIAR AGUSTINI SGPLB-C, 1983 
  19610814 199403 2 001   
20 HIFNA SUPRIHATI SGPLB-C, 1992 
  19680715 199412 2 003   
21 Drs.MUHANDIS M S1 -PLB, 1992 
  19680316 200012 1 001   
22 AGUS PRIYANTO,S.Pd S1-PPKN-2004 
  19590421 198103 1 014   
23 SUDARMI SGPLB-C, 1987 
  19640412 199412 2 002   
24 WARILAH SGPLB-C, 1980 
  19580413 198403 2 002   
25 HARTANTO,S.Psi S1-Psi, 1995 
  19650423 200501 1 002   
26 WIDADA,S.Ag S1-BPAI, 1991 
  19650518 200501 1 004   
27 WIDIYANTI,S.Pd S1-Musik, 2000 
  19681226 200501 2 004   
28 SAHIDIN,S.Pd S1-Ketramp, 1997 
  19700105 200501 1 010   
29 SRI SAJIDAH,S.Pd S1-PLB, 1994 
  19700117 200501 2 006   
30 PURWANTI,S.Pd S1- PLB, 1993 
  19680119 200701 2 012   
31 ENY KUSUMAWATI,S.Pd S1-Kria, 1993 
  19710328 200701 2 003   
32 SUPRAPTIWI,S.Pd S1-PBhs.Ingg, 1997 
  19630528 200701 2 002   
33 ISTIANA WIDIYATI,S.Pd S1- PLB, 2001 
  19760620 200801 2 004   
34 YAYUK SUGIATI,S.Pd S1-PLB, 1996 
  19700818 200801 2 014   
35 SUPADI,S.Pd S1- PLB, 1997 
  19711223 200801 1 007   
36 NUR KHASANAH,S.Pd S1-Seni Musik, 1996 
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Lanjutan Tabel 2. Daftar Guru SLB Pembina Tahun 2013/2014 
NO NAMA JURUSAN 
37 SUPINGAH, S. Pd S1-PLB, 2003 
  19790910 200801 2 013   
38 RUSIYAM TRI S,S.Pd S1-PLB, 1998 
  19711110 200801 2 007   
39 SRI SUHARTI R,S.Pd S1-PLB, 1993 
  19690207 200801 2 012   
40 KHOZIMAH SGPLB-C, 1992 
  19680417 200701 2 015   
41 SUGINO SGPLB-C, 1985 
  19640302 200701 1 009   
42 PARJINAH SGPLB-E,1985 
  19630825 200701 2 002   
43 SUKIJAN SGPLB-C 
  19630615 200701 1 012   
44 TUPARMAN SGPLB-C, 1986 
  19620729 200701 1 001   
45 SUGIYANTA SGPLB-C, 1994 
  19620515 200701 1  010   
46 KHAMIM NUR , S.Pd S1-PKH-1998 
  19750914 200501 2 008   
47 NOVIANTI EKA P S1-Pend Seni Kerajinan 
  19861215 201001 2 017   
48 SITI SOFIAH, S.Pd.T S1-PKK 
  19780724 201001 2 005   
49 NI NYOMAN FEFI S S1-Pend.Tata Rias 
  19800216 201001 2 008   
50 HEDWIGIS DIAN P, S.Pd S1-Pend Theologia 
  19871106 201001 2 012   
51 MARLINDA ALIS S S1-Pend Tehnik Budaya 
  19850305 201001 2 020   
52 WAHYU TRIWIBOWO S1-Sosek Pertanian A 
  19790627 201001 1 011   
53 NURVITA S, S.Pd S!-Pend Seni Tari 
  19850815 201001 2  016   
54 SURATI SMU-IPS 
  19781211 201001 2 008   
55 IMAM KUNANTORO SMU –IPS 
  19851218 201001 1 014   
56 ADITYA HERMAWAN SMA Paket C 
  19880211 201001 1 003   
57 ACHMAD MASIH SMK-Seni Lukis,1971 
58 NYOTO UTOYO D3-Musik, 1995 
59 EKA PRILA P, A.Md D3-PBI, 2005 
60 EKO MUDJIONO, S,Sn S1-Kriya Keramik,2006 
(Dokumen Sekolah Luar Biasa Pembina 2013/2014) 
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Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa ada kombinasi dan 
perpaduan pada guru-guru yang terlibat dalam kebijkan program 
keterampilan di SLB Pembina, yaitu perpaduan antara guru-guru 
keterampilan dan guru-guru PLB. Selanjutnya, berikut data siswa-
siswa SMP/SMALB yang dikelompokkan berdasarkan rombongan 
belajarnya. 
Tabel 3. Data Siswa SMP/SMA SLB Pembina Tahun 2013/2014 
Berdasarkan Kelas Rombongan Belajar 
 
No. Rombongan Belajar Nama Siswa 
1. Keterampilan Boga Mira Asmal  
Ria Rosalia  
Anggita Rahmawati  
Dicna  
Shinta A. D  
Naela Karima  
Desi Yuliawati  
Noven  
2. Keterampilan TI A. D. Kristiadi  
Daru  
Yogatama  
Abraham Ardi  
Bobi Gunarsodianto  
Nimas Ayu Kenanga  
R. Hanuntasono. D. S 
Rosyidiq 
Yopa I. P 
Muhammad Fauzi 
M. Rahdianto S. 
3. Keterampilan Pertanian Ariella Batara Randa 
Deswantoro P. 
Bondan Mulyojati 
Arventi Vandan S. 
Vissa Puspitasari 






Lanjutan Tabel 3. Data Siswa SMP/SMA SLB Pembina Tahun 
2013/2014 Berdasarkan Kelas Rombongan Belajar 
 
No. Rombongan Belajar Nama Siswa 
4.  Keterampilan Busana Anita Hana Pratiwi 
Olipvia Pradana 
Gabriel G. C. Wijanarka 
Raudzatuzzahra 
Nida Husniah Husna 
Siti Ruqoyah 
Bertilla Nauli H. W 
Dewi Prianingsih  
Mahendra Y. A 
5.  Keterampilan Keramik Budi 
Cosmas Dian Artha 
Winda Lestari 
Sri Aditya E. L. Nugroho 
Fredi Antoro 
Sulaiman 
Alexander Aditya Suryalaksana 
A. Hilmi Shohibi 
Ryan Rama Dhana 
Dhimas Surya Pratama 
Antonius Sebastian  
Ibnu Afifudin 




Agatha Laksita W. 
6. Keterampilan Kecantikan Puji Rahayu 





Failassofa Intan M. 










Lanjutan Tabel 3. Data Siswa SMP/SMA SLB Pembina Tahun 
2013/2014 Berdasarkan Kelas Rombongan Belajar 
 
No. Rombongan Belajar Nama Siswa 




N. Isa Alatif 
Septian Tri Putro 
Amiruddin 
Andreas Seikunderry Adi P. 
Al Faril Akbar Ismail 
Raditya Baskoro 
Dhimas Prasetya 
Rizky Dzaki G. 
Yudha Erfan P. 
8. Keterampilan Kayu Arfan Syahid 
Ahmad Nur Fatahuddin 














Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 
berbedaan jumlah siswa pada masing-masing kelas. Hal ini 
menimbulkan permasalahan pada implementasi berbeda dari kelas 
satu dengan kelas lainnya. Hal ini harus diantisipasi dan diselesaikan 
dengan segera mengingat tujuan dari Kelas Rombongan belajar 




2. Kebijakan Pemerintah Berkaitan dengan Anak Berkebutuhan 
Khusus di Indonesia Menurut Perundang-undangan  
Kebijakan Program Keterampilan bagi Tunagrahita dengan 
sistem Rombongan Belajar  adalah sebuah kebijakan yang 
menekankan adanya pembelajaran yang efektif dan efisien dalam 
membentuk kemandirian anak dengan proses pembelajaran yang 
melibatkan peran serta berbagai pihak. Hal ini menekankan pada 
proses belajar mengajar yang sepenuhnya melibatkan peserta didik 
untuk belajar agar menjadi tahu (learning to know), belajar untuk 
melakukan sesuatu (learning to do), belajar untuk menjadi seorang 
yang trampil (learning to be), serta belajar untuk menjalani 
kehidupan bersama (learning to live together).  
Belajar menjadi tahu adalah memberikan pemberlajaran 
dengan muatan unsur kognitif di dalamnya, misalnya saja pelajaran 
matematika, Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Sosial, Ilmu 
Pengetahuan Alam. Belajar untuk dapat melakukan sesuatu adalah 
menuntut kerja konkrit pada tindakan, yaitu bagaimana belajar dapat 
menghasilkan sebuah karya yang dapat berguna bagi masyarakat. 
Belajar untuk menjadi seseorang yang terampil adalah belajar yang 
mampu membentuk diri mampu jauh lebih menguasai pada 
keterampilan atau keahlian yang dimilikinya. Hal ini menuntut setiap 
individu agar dapat berpikir lebih daripada yang sebelumnya. Belajar 
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untuk menjalani kehidupan bersama diharuskan agar masyarakat 
dengan segala kemajemukan dan perbedaanya dapat hidup bersama 
selaras, serasi dan seimbang untuk saling bergotong royong. Tentu 
saja, hal ini menekankan adanya penanaman nilai-nilai keagamaan, 
nasionalisme, patriotisme dan nilai-nilai kebudayaan yang ada pada 
setiap daerah di Indonesia. Muatan-muatan inilah yang menjadi 
dasar pelaksanaan Kebijakan Program Keterampilan dengan Sistem 
Rombongan Belajar di SLB Pembina Yogyakarta. 
Kebijakan ini diimplementasikan dalam pelaksanaan Sekolah 
Menengah Atas (SMALB), yang telah diawali juga di Sekolah 
Menengah Pertama (SMPLB) yang terdiri dari beberapa jurusan 
yang dapat dipilih oleh siswa berdasarkan kesepakatan berbagai 
pihak yang berkaitan, berdasarkan Pasal 130 Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan yang berbunyi: 
a. Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelaian dapat 
diselenggarakan pada semua jalur pendidika dasar dan 
menengah. 
b. Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui 
satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan 
pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan. 
c. Ketentuan lebih lanjut mengenai progam pendidikan khusus pada 
satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan 
pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan 
Menteri. 
 
Pendidikan dengan kelas keterampilan dirancang sesuai 
dengan perundang-undangan yang berlaku, yaitu  kebijakan 
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pemerintah yang mengacu pada pemberian keterampilan pada anak 
berkebutuhan khusus berdasarkan pada Peraturan Menteri 
Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22 Tahun 2006 
Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah 
mempertimbangkan struktur kurikulum satuan Pendidikan Khusus 
dikembangkan dengan memperhatikan muatan kurikulum satuan 
pendidikan SDLB A, B, D, E relatif sama dengan kurikulum SD 
umum. Pada satuan pendidikan SMPLB A, B, D, E dan SMALB A, 
B ,D, E dirancang untuk peserta didik yang tidak memungkinkan 
dan/atau tidak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan sampai 
ke jenjang pendidikan tinggi. Proporsi muatan isi kurikulum satuan 
pendidikan SMPLB A, B, D, E terdiri atas 60%-70% aspek 
akademik dan 40%-30% berisi aspek keterampilan vokasional. 
Muatan isi kurikulum satuan pendidikan SMALB A, B, D, E terdiri 
atas 40%–50% aspek akademik dan 60%-50% aspek keterampilan 
vokasional. Muatan isi mata pelajaran untuk SMALB A, B, D, E 
bidang akademik mengalami modifikasi dan penyesuaian dari SMA 
umum sehingga menjadi sekitar 40% – 50% bidang akademik, dan 
sekitar 60% – 50% bidang keterampilan vokasional.  
Kelas pada kelompok belajar SMP dan SMA (LB) 
dikelompokkan menjadi satu sehingga para siswa dapat belajar 
bersama dengan kurun waktu yang cukup lama. Aspek yang paling 
mendasar dan paling penting di sini adalah pada pemberian 
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keterampilan dimana anak diberikan bekal secara maksimal bagi 
kehidupan mereka dimasa yang akan datang, karena aspek 
keterampilan begitu penting bagi peserta didik, khususnya bagi para 
tuna grahita.  
Berkaitan dengan hal ini Kepala Dinas Seksi SLB Dinas 
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY mengemukakan 
bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan di SLB Pembina 
Yogyakarta, berpedoman pada Pedoman Penyelenggaraan 
Pendidikan Layanan Khusus (PLK) dari Departemen Pendidikan 
Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah 
Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa Tahun 2007 dengan dasar 
pemikiran amanat Undang-Undang Dasar 1945 guna mencerdaskan 
kehidupan bangsa. Upaya tersebut dilakukan melalui 
penyelenggaraan pendidikan yang sistematis, berkelanjutan dan 
berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dalam kerangka 
meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat.  Amanat 
tersebut selanjutnya dijabarkan dalam bentuk penyusunan kebijakan 
dan pengembangan program-program layanan pendidikan yang 
tertuang dalam perumusan kebijakan program Pendidikan Layanan 
Khusus (PLK) berdasarkan: 
a. Deklarasi Dakar 2000 (Dakar Commitment) 
b. UUD 1945 pasal 31 ayat (1) setiap warga negara berhak 
mendapat pendidikan, ayat (2) setiap warga negara wajib 




c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 
78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 
d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 41, Tamhana  Lembaran Negara Nomor 
4496); 
e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 
tentang Kedudukan Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
KeMenterian Negara Republik Indonesia sebagai mana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005; 
f. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2005 
tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I KeMenterian 
Negara Republik Indonesia; 
g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2005 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral 
Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen 
Pendidikan Nasional. Dengan tujuan antara lain adalah: 
1) Meningkatkan keterampilan dan kecerdasan peserta didik 
dari miskin/ marjinal secara integratif sesuai dengan 
potensi dan keunggulan daerah. 
2) Mengoptimalkan sarana dan prasarana di pusat 
keterampilan dan laboratorium kerja di sekolah pendidikan 
luar biasa dan satuan pendidikan lainnya untuk 
pemberdayaan masyarakat marjinal. 
3) Mengembangkan peserta didik agar menjadi tenaga trampil 
atau membuka usaha mandiri, sehingga mampu 
meningkatkan kualitas hidupnya. 
4) Membangun sinergi antar lembaga terkait dan kemitraan 
mengembangkan pendidikan layanan khusus dan atau 
perintisan usaha bagi peserta didik pasca program. 
 
Konsepsi PLK ini harus dilakukan oleh lembaga dan atau 
satuan pendidikan yang mampu memberikan layanan pendidikan 
secara integratif, dan ini memerlukan kemitraan dengan instansi 
yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan kebutuhan peserta 
didik. Pelaksanaan pembelajaran yang mengacu pada sistem layanan 
pendidikan “one stop service” menjadi pilihan yang tepat.  
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Sistem ini memberikan layanan dimana dalam satu satuan 
pendidikan peserta didik mendapat ijazah, pendidikan formalnya dan 
keterampilan hidup serta kemampuan untuk mengolah potensi alam 
lingkungannnya, untuk meningkatkan kemampuan kualitas 
kehidupannya bagi peserta didik yang usia sekolah. Pengelolaan 
PLK harus dilakukan  secara komprehensif yang merupakan sistem 
manajemen layanan pendidikan satu atap, artinya seluruh kebutuhan 
pendidikan peserta didik dapat dilayani dalam satu lingkup kegiatan 
yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang menyelenggarakan. 
Untuk itu, manajemen PLK mempunyai fleksibilitas sesuai dengan 
kebutuhan dan kondisi yang dialami oleh peserta didik.  
Direktorat Pendidikan SLB menunjuk SLB Pembina untuk 
melakukan program layanan khusus kepada masyarakat miskin atau 
terpencil dengan melakukan pendidikan keterampilan sesuai dengan 
sarana prasarana yang dimiliki. Hal ini memerlukan pengembangan 
yang dilakukan untuk memperluas layanan pendidikan di daerah 
lainnya, peningkatan mutu pendidikan peserta didik, serta 
peningkatan sarana prasarana yang dimiliki oleh peserta didik untuk 
memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kecerdasan yang dilandasi 
oleh nilai-nilai serta jiwa mandiri, kreatif, dan mempunyai daya 
saing/nilai kompetitif yang tinggi. (Pedoman Penyelenggaraan 
Pendidikan Layanan Khusus Dokumen Seksi PLB Dinas DIKPORA 
DIY 2013, 2007: 1-23). Pendidikan Layanan Khusus berkaitan 
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dengan tunagrahita dilaksanakan berdasarkan pada Permendiknas 
Nomor 22 tahun 2006 yang mengatur tatalaksana/implementasi 
kebijakan program keterampilan atau vokasi secara terperinci. 
Inilah dasar dari pelaksanaan program keterampilan yang 
ditujukan pada anak-anak tunagrahita di SLB Pembina Yogyakarta 
yang memiliki visi “Terwujudnya lulusan anak berkebutuhan khusus 
yang mandiri, beriman dan bertaqwa”  tersebut. Berkaitan dengan 
pengambilan kebijakan program ini Kepala Seksi SLB Pembina 
DIKPORA DIY, Bapak Purwadi, mengemukakan beberapa jawaban 
atas pertanyaan-pertanyaan yang mendasari peyelenggaraan PLK di 
SLB Pembina Yogyakarta. 
“Kami itu, Dispora DIY kaitannya dengan ABK semua telah 
terakomodir, semua telah bisa dilaksanakan dari sekolah yang 
utama, yaitu SLB Pembina sebagai contoh untuk semua SLB. 
Untuk yang terbaru yaitu SLB Muhammadiyah Gamping 
yang baru berdiri 1 tahun saja, jika kaitannya dengan life skill 
semuanya sudah. Semua kebijakan dari pusat kami sudah bisa 
melaksanakannya. Bahkan Jogja, sebagai pusat study banding 
Pusat yang paling berhasil.” 
(Wwncr/Pwd/30 November 2013/10:30WIB) 
 
 Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa Dinas 
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta 
telah sepenuhnya melaksanakan tugasnya, yaitu melaksanakan 
dengan baik Permendiknas 22/2006 yang berkaitan dengan 
kebijakan program pemberian keterampilan. Semua program life 
skill/pemberian keterampilan telah dapat diakomodir dengan baik, 
mulai dari sekolah yang utama (sebagai percontohan) SLB Pembina, 
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hingga sekolah yang baru didirikan, yaitu SLB Muhammadiyah 
Gamping sesuai amanat kebijakan dari pusat, bahkan Yogyakarta 
adalah dijadikan sebagai pusat studi banding. Hal ini membuktikan 
bahwa kebijakan pemberian keterampilan bagi para siswa 
tunagrahita telah mampu dijadikan sebagai percontohan. 
Sebagai sekolah percontohan, SLB Pembina telah berhasil 
menerapkan Permendiknas 22/2006 dengan baik, sehingga tujuan 
dari kebijakan tersebut dapat dicapai dengan baik. Peraturan ini, 
menekankan pada pemberian keterampilan/vokasi sehingga anak-
anak dapat mandiri meskipun dengan berbagai keterbatasan yang 
mereka miliki. Program ini mulai dilaksanakan semenjak sekolah 
berdiri, sedangkan untuk monitoring programnya dilakukan oleh 
Direktorat Jendral Pendidikan Menengah dan Direktorat Jendral 
Pendidikan Dasar. Semua unsur dilibatkan dalam proses pelaksanaan 
kebijakan. Untuk penyelenggaraan pendidikan keterampilan 
dilakukan di sekolah yaitu dilaksanakan langsung pada bengkel-
bengkel keterampilan, kemudian Dinas DISPORA DIY pada Seksi 
SLB sebagai seksi yang menangani sekolah PLPK (sekolah untuk 
anak-anak berkebutuhan khusus) dari tingkatan TK hingga SMA. 
Berkaitan dengan implementasi kebijakan program 
pemberian keterampilan ini, terdapat faktor-faktor yang mendukung 
dan menghambat pelaksanaan program. Faktor pendukung 
pelaksanaan program adalah pembinaan yang dilakukan secara terus 
76 
 
menerus oleh Dinas Pendidikan Provinsi Yogyakarta kepada sekolah 
agar pengelolaan dan manajemen dapat dilaksanakan dengan baik, 
selain itu, secara terus menerus Seksi SLB Dinas Pendidikan 
Provinsi juga memprogramkan sosialisasi PKLK kepada masyarakat. 
Hal ini bertujuan agar para orang tua yang memiliki anak-anak 
berkebutuhan khusus dapat memasukkan anak-anak mereka ke SLB 
Pembina untuk diberikan pelatihan kerja dengan sistem rombongan 
belajar ini. Sedangkan untuk faktor yang masih menghambat 
pelaksanaan program tersebut adalah belum meratanya 
pendidikan(sekolah), hal ini berkaitan dengan sulitnya sekolah 
dijangkau oleh masyarakat, seperti yang dikatakan Kepala Seksi 
SLB Dinas Provinsi Yogyakarta: 
“Kita itu bisa dikatakan belum meratanya sekolah. 
Hambatanya ya itu, masih sulitnya tranfer. Misalnya yang 
ada di Rongkop sudah didirikan, tetapi masih jauh untuk 
transportnya. Sementara asramanya belum ada. Kalau 
mungkin kedepannya, kalau ada asrama, anak bisa tinggal di 
situ.” 
(Wwcr/Pwd/30 November 2013/10:30WIB) 
 
Berdasarkan wawancara di atas dapat di ketahui bahwa 
masalah yang dihadapi oleh DISPORA DIY berkaitan dengan 
pelaksanaan kebijakan pada anak berkebutuhan khusus di 
Yogyakarta adalah masih belum meratanya sekolah. Akibatnya 
pendidikan layanan khusus masih sulit dijangkau oleh masyarakat. 
Sampai di sini dapat kita ketahui bahwa SLB Pembina 
sebagai sekolah percontohan bagi sekolah-sekolah SLB yang ada di 
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Indonesia merupakan lembaga yang memiliki program unggulan 
dalam hal pemberian keterampilan bagi para siswa tunagrahita di 
seluruh Indonesia serta Yogyakarta pada khususnya.  
Permasalahan yang masih menjadi pembahasan adalah masih 
banyaknya masyarakat yang belum peduli pada pendidikan anak 
tuna grahita, sehingga pemerataan pendidikan untuk anak 
berkebutuhan khusus diberbagai tempat, karena masyarakat belum 
mampu menjangkau keberadaan sekolah ini. Hal ini seharusnya 
menjadi tantangan dalam praktik dunia pendidikan agar mampu 
menyelesaikannya dengan segera sehingga layanan pendidikan bagi 
anak berkebutuhan khusus dapat berjalan dengan baik. 
 
3. Implementasi Kebijakan Program Keterampilan untuk SMPLB 
dan SMALB  di SLB Pembina Yogyakarta 
Kebijakan yang telah dirumuskan dalam agenda kebijakan 
selanjutnya diimplentasikan melalui kerja-kerja teknis di lapangan. 
Berkaitan dengan hal itu, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan 
yang mendasari pelaksanaan kebijakan pendidikan melalui program 
pemberian keterampilan di SLB Pembina Yogyakarta kepada Kepala 
Sekolah, yaitu Bapak Rejokirono, yaitu mengenai implementasi 
kebijakan program pemberian keterampilan di SLB Pembina yang 
sebelumnya diawali dengan formulasi kebijakan terlebih dahulu 
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karena suatu kebijakan memiliki landasan filosifis yang 
melatarrbelakanginya.  
“Kebijakan kami sebenarnya berasal dari evaluasi bahwa 
lulusan SLB itu masih nol. Tingkat kemandiriannya itu masih 
rendah sekali. Sementara kita sepakat bahwa anak-anak 
tunagrahita ketuntasan belajarnya tidak diukur dari indikator 
akademik di sekolah saja, tetapi diukur dari kemandiriannya di 
masyarakat. Sehingga kami membuat kebijakan yang 
fundamental, tetapi ini sangat mendasar, jadi ini tetap ‘nyantol’ 
dengan aturan-aturan sesuai dengan Permendiknas No. 22 
tahun 2006, itu jelas di sana bahwa struktur kurikulum itu anak 
SMPLB dan SMALB untuk anak C1 20 JPL dan 24 JPL itu 
sekitar 60-70% itu tidak ada alasan lain harus segera 
diimplementasikan bahwa dalam pembelajaran itu harus lebih 
banya keterampilannya vokasional sehingga anak-anak setelah 
lulus bisa mandiri.” 
(Wwcr/RK/24 November 2013/13:58) 
 
Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa 
kebijakan sekolah terkait dengan program keterampilan untuk 
SMPLB, SMALB dan Kelas Khusus  pada siswa tunagrahita 
dilatarbelakangi oleh evaluasi out put/lulusan SLB itu masih sangat 
kecil mengenai kemandirian/kemampuan alumni dalam hidup layak 
dimasyarakat.  
Evaluasi yang selama ini dilakukakan mengacu pada evaluasi 
kognitif yang menekankan prestasi (di dalam sekolah saja) dan 
mengesampingkan evaluasi psikomotorik yang menekankan adanya 
keterampilan yang diberikan untuk membekali anak-anak 
berkebutuhan khusus (tunagrahita) dalam kehidupannya selanjutnya. 
Sementara indikator keberhasilan/ketuntasan anak tunagrahita tidak 
diukur dari akademiknya saja, tetapi diukur dari kemandiriannya di 
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masyarakat sehingga kebijakan ini digulirkan. Kebijakan ini diambil 
berdasarkan Permendiknas No. 22 tahun 2006 yang mengatur 
struktur kurikulum anak SMPLB dan SMALB C1 sekitar 60-70% 
dalam keterampilan vokasional sehingga anak-anak dapat mandiri 
setelah lulus. Itulah mengapa kebijakan ini diambil dan diterapkan 
dalam sekolah percontohan ini. Beliau menambahkan: 
“Anak-anak tunagrahita itu memiliki keterbatasan dalam hal 
mentransfer ilmu di sekolah di bawa ke tengah-tengah 
masyarakat itu sulit. Kemudian juga anak-anak kesulitan, 
dianggap sukses/berhasil di sekolah belum tentu bisa 
membawa hal itu ke tengah-tengah masyarakat sehingga 
kami bentuk pola-pola pembelajaran yang harus sudah 
bersentuhan dengan kehidupan masyarakat. Jadi dalam 
pembelajaran kami tidak hanya sekedar pembelajaran 
keterampilan tetapi bagaimana keterampilan itu keterampilan 
yang mempunyai nilai jual. Produk itu memang menjadi 
kebutuhan masyarakat. Baru itu kami bawa ke ranah 
pembelajaran kami. Dan di dalam proses itu kami sudah 
melibatkan banyak pihak termasuk masyarakat dalam rangka 
menanamkan bahwa di dalam pendidikan anak tunagrahita 
harus ada yang konkret dan riil. Dan itu diharapkan itulah 
masyarakat yang sebenarnya. Di situ anak-anak nanti jangan 
kesannya ini di sekolah lalu nanti masuk ke kotak lain, kotak 
masyarakat yang berbeda. Jadi bagaimana sekolah itu 
menjadi miniatur sederhana.” 
(Wwcr/RK/24 November 2013/13:58) 
 
Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa anak 
tunagrahita memiliki keterbatasan dalam hal mentransfer ilmu di 
sekolah untuk diterapkan di masyarakat. Persepsi yang berkembang 
di masyarakat anak berkebutuhan khusus dianggap sukses/berhasil 
dengan prestasinya di sekolah, padahal ketika di prestasi tersebut di 
bawa ke tengah-tengah mayarakat masih nol. Berangkat dari hal 
tersebut Kepala Sekolah membentuk pola-pola pembelajaran baru 
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yang harus sudah bersentuhan dengan kehidupan masyarakat yaitu 
dengan memberikan bekal keterampilan bagi anak tunagrahita. 
Keterampilan yang diberikan merupakan keterampilan yang 
memiliki nilai jual berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat, yang 
kemudian diterapkan dalam sistem pembelajaran. Dalam proses itu 
sekolah sudah melibatkan banyak pihak termasuk masyarakat dalam 
rangka menanamkan bahwa di dalam pendidikan anak tunagrahita 
harus ada yang konkret dan riil.  
 
4. Pelaksanaan dan Aktor-Aktor yang terlibat dalam Kebijakan 
Program Keterampilan bagi Tunagrahita di SLB Pembina 
Dengan Kebijakan Program Keterampilan anak tunagrahita 
mampu memahami dan mempersiapkan dirinya untuk menghadapi 
kehidupan di masyarakat. Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa 
landasan filosifis atas pengambilan kebijakan itu adalah melihat 
kenyataan bahwa kemampuan anak-anak tunagrahita sangat terbatas 
dalam mentransfer ilmunya ke tengah-tengah masyarakat, sehingga 
sekolah membentuk pola-pola pembelajaran yang sudah harus 
bersentuhan dengan kehidupan masyarakat. Pembelajaran 
keterampilan yang diberikan tidak hanya pendidikan keterampilan 
biasa saja, akan tetapi keterampilan memiliki nilai jual.  
Hal ini akhirnya berorientasi pada produk yang dibutuhkan 
oleh masyarakat, hingga atas dasar analisis kebutuhan itu, sekolah 
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memberikan pembelajaran keterampilan. Dalam proses pemberian 
keterampilan tersebut sekolah melibatkan berbagai pihak termasuk 
masyarakat dalam rangka menanamkan pendidikan anak tunagrahita 
yang konkret dan riil. Diharapkan dengan program ini anak-anak 
dapat berada pada masyarakat yang sebenarnya, dan melihat sekolah 
sebagai miniatur sederhana masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan 
yang termuat dalam visi dan misi sekolah, yaitu membuat anak 
tunagrahita dapat mandiri meskipun istilah mandiri di sini, sesuai 
dengan kemampuan anak. 
“Poin-poin penting kami menanamkan skill anak-anak tadi 
bisa menjadi trampil tapi tidak sekedar trampil. 
Keterampilannya itu nyambung dengan kebutuhan 
masyarakat. Selama ini tidak. Selama ini anak-anak hanya 
asik, hanya dinilai pinter, hanya dinilai sukses di dalam 
sekolahnya saja, tetapi kami harus bongkar pada sekolah 
kita supaya anak-anak dibawa ke tengah-tengah masyarakat. 
Disitulah masyarakat banyak kita libatkan di lingkungan 
sekolah kita untuk proses pembelajaran.” 
(Wwcr/RK/24 November 2013/13:58) 
 
Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa 
tujuan pengambilan kebijakan tersebut adalah menanamkan 
skill/keterampilan pada anak-anak agar dapat menjadi trampil 
sehingga dapat menghasilkan produk yang dapat dijual di 
masyarakat, sehingga anak-anak dapat sukses di sekolah dan sukses 
di mata masyarakat. Oleh karena itu, peran masyarakat banyak 
dilibatkan di lingkungan sekolah untuk proses pembelajaran.  
Tujuan yang mendasar inilah yang kemudian menjadi acuan 
para pelaksana kebijakan yang terlibat dilapangan, yang terdiri dari 
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para guru, baik guru pendamping (yang memiliki pengetahuan 
tentang PLB), maupun guru keterampilan yang ditugaskan pada 
masing-masing keterampilan, hal ini memberikan peluang anak 
dapat belajar lebih banyak sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai 
dengan optimal. Berkaitan dengan para pelaksana kebijakan serta 
peran masing-masing dilapangan, Bapak Rejokirono sebagai kepala 
sekolah SLB Pembina  mengemukakan jawabannya sebagai berikut: 
“Yang jelas Kepala Sekolah sebagai pengambil kebijakan 
pasti bertangung jawab penuh. Kemudian Kepala Sekolah 
tidak akan bisa berjalan tanpa keterlibatan orang lain. Nah, 
orang lain itu yang pokok, karena ini sudah wilayah 
keterampilan maka kami memberdayakan guru-guru 
keterampilan yang di sana nanti di bawah Ibu Eny 
Kusumawati selaku manajer sentra ataupun Wakil Kepala 
Sekolah(WKS) Wilayah Bengkel Kerja. WKS kita ada lima 
selain pengajaran, kesiswaaan, sarpras, humas, karena 
keterampilan dianggap penting maka ada WKS Bengkel 
Kerja atau Urusan Keterampilan. Kemudian selain itu orang 
tua jelas pasti karena anak-anak itu pulangnya kepada orang 
tua. Jadi, kita itu ada sekolah ada yayasan. Nah pada 
kesempatan ini kita berdayakan yayasan bersama sekolah 
untuk menyiasati atau untuk strategi pengembangan usaha ini 
supaya tidak keliru: sekolah kok menjadi bisnis. Maka 
yayasan dan sekolah itu membentuk sebuah wadah dalam 
rangka mengembangkan unit produksi anak-anak ini. Pernah 
kami cetuskan waktu itu koprasi wirausaha untuk anak-anak 
tunagrahita. Sekarang yang kita rintis adalah Rumah Usaha 
Tunagrahita.” 
     (WwncrRK/24 November 2013/13:58) 
 
 
 Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa 
aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan program 
tersebut adalah Kepala Sekolah sebagai pengambil kebijakan 
bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan program, kemudian 
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guru-guru keterampilan di bawah koordinator bengkel kerja atau 
Wakil Kepala Sekolah Urusan Keterampilan, orang tua, dan 
masyarakat luas yang sementara difokuskan pada pengusaha karena 
hal ini berkaitan dengan produk. Selain itu, sekolah melibatkan 
yayasan untuk mengembangkan unit produksi. Oleh pelaksanaaan 
program pemberian keterampilan ini dilakukan pada berbagai 
tempat, terutama sekolah sebagai lokasi utama, masyarakat sebagai 
lokasi induk yang paling penting untuk menanamkan kepada anak 
bagaimana hidup ditengah-tengah masyarakat. 
Kebijakan Program Pemberian Keterampilan bagi anak 
berkebutuhan khusus, sekali lagi adalah program berkelanjutan yang 
ditujukan bagi anak-anak tunagrahita agar anak-anak dapat mandiri 
berkarya di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu sekolah 
mencetuskan sebuah wadah untuk memberdayakan anak-anak 
tunagrahita tersebut untuk dapat berkarya  dengan ‘wadah’ Rumah 
Usaha Tunagrahita, dimana peran sekolah adalah sebagai konsultan, 
dibantu pihak yayasan yang terdiri dari aktifis-aktifis dan relawan, 
serta melibatkan peranserta dan dukungan masyarakat yang berfokus 
pada pengusaha yang berkembang dari tahun-tahun, bermula dari 
bulan Desember 2009 dengan dikemas sebagai program lanjutan 
yang bisa digunakan untuk mengevaluasi program pembelajaran 
yang selama ini banyak dilakukan di kelas, karena pada dasarnya 
kebutuhan anak-anak tidak hanya di kelas, akan tetapi anak-anak  
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harus belajar bekerja langsung dengan praktek, bila perlu magang di 
perusahaan, dimana satu minggu dihabiskan di sana.  
Materi-materi yang bermuatan unsur kognitif disampaikan 
dengan tematik disesuaikan dengan kelas keterampilan SMP-SMA 
masing-masing. Jadi dengan sistem ini fokus pada satu titik, yaitu 
keterampilan, walaupun ada materi-materi lain yang mendukung 
keterampilan tersebut. Materi-materi ini dikembangkan  sesuai 
dengan kebutuhan siswa yang masing-masing berbeda berdasarkan 
kelas rombongan belajarnya, walaupun pengembangannya tetap 
mengacu pada Permendiknas No 22/2006. Berkaitan dengan 
penyusunan kurikulum Kepala Sekolah SLB Pembina, Bapak 
Rejokirono, mengatakan bahwa: 
“Kalau Saya tetap bermain di tengah. Jadi antara lapangan 
dan aturan kami ambil dua-duanya. Di aturan juga 
sebenarnya juga sudah berpihak, saya sebut tadi di Permen 22 
tahun 2006 itu jelas disana bahwa pembelajaran untuk anak 
tunagrahita itu sifatnya individual. Jadi kurikulumnya tidak 
distandarkan, (kurikulumnya) berangkat dari anak itu sendiri. 
Anak itu di assesment, dari hasil assesment kebutuhannya 
apa, baru ditentukan tujuannya.  Setelah tujuannya jelas baru 
ditentukan proses. Dalam proses ini kan butuh materi, butuh 
kurikulum. Nah, baru di sini guru menyusun. Kurikulum 
tunagrahita adalah sangat individual. Jikapun ada dokumen 
yang dikeluarkan pemerintah itu hanya sebagai acuan.” 
(Wwncr/RK/24 November 2013/13:58) 
 
Berdasarakan wawancara di atas dapat diketahui bahwa 
penyusunan kurikulum dan perangkat pembelajaran dalam kelas 
rombongan belajar dilaksanakan di ‘tengah’. Artinya, sekolah tetap 
mengacu pada need assesment yang telah dilakukan sebagai bentuk 
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diagnosis pada anak berkebutuhan khusus dengan spesifikasi 
tunagrahita berlandaskan aturan Permendiknas No. 22 tahun 2006 
yang menyatakan dengan jelas bahwa kurikulum untuk anak 
tunagrahita disusun secara individual sesuai dengan kemampuan 
masing-masing anak yang berbeda-beda, sehingga tidak ada standar 
kurikulum bagi mereka. Proses penyusunannya dari need assesment 
dirumuskan tujuan. Setelah tujuannya jelas, baru ditentukan proses. 
Dari sinilah guru menyusun kurikulum dan materi masing-masing 
anak tunagrahita sesuai dengan kelas rombongan belajarnya. 
Dokumen dan aturan yang dikeluarkan pemerintah digunakan 
sebagai acuan. Berikut dokumentasi pembelajaran anak ketika 
mengikuti kelas rombongan belajar: 
 
Gambar 1. Siswa Tunagrahita Belajar Sesuai dengan 
Kemampuannya Masing-Masing di Kelas Rombongan Belajar 
Busana Bersama dengan Guru Pendamping 
 
Kurikulum tanpa standar yang telah telah ditetapkan sebagai 
kebijakan sekolah untuk program pemberian keterampilan 
86 
 
menjadikan perubahan pengajaran dan sistem evaluasi yang 
diberlakukan bagi masing-masing siswa. Seperti yang dikatakan oleh 
Bapak Muhandis (WKS Bidang Pengajaran), beliau mengatakan 
bahwa: 
“Kurikulum sangat individual disesuaikan kemampuan anak, 
jadi setiap pembelajaran dikembangkan secara berbeda.  
Evaluasinya yang bersifat akademik ditematikkan dengan 
materi vokasionalnya. Materi-materi yang memiliki unsur 
kognitif dimasukkan ke dalam materi keterampilan, jadi 
dengan satu pembelajaran terdapat berbagai mata pelajaran 
sehingga ujiannyapun berbentuk tematik vokasional” 
(Wwcr/MH/02 Desember 2013/10.00) 
Berdasarkan wawancara ini dapat diketahui bahwa kurikulum 
bagi anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya anak tunagrahita di 
susun sesuai dengan diagnosis awal dan tujuan yang telah ditetapkan 
untuk mengarahkan anak sesuai dengan kemampuan dan 
keterbatasan yang dimilikinya, sehingga pembelajaran bagi masing-
masing siswa dikembangkan secara berbeda, pembelajaran 





Gambar 2. Suasana Pembelajaran Tematik (Mengitung) pada 
Kelas 
Rombongan Belajar Kecantikan SLB Pembina Yogyakarta 
 
Hal ini berpengaruh pada sistem evaluasi yang tidak bisa 
distrandarkan pada setiap siswa. Evaluasi yang bersifat akademik 
ditematikkan dengan materi vokasionalnya sehingga materi-materi 
yang bersifat kognitif masuk di dalamnya. Berikut adalah contoh 
evaluasi semester yang dilakukan ketika peneliti melakukan 
penelitian ke lapangan: 
 
Gambar 3. Foto Ujian Tematik Rombongan Belajar 
Otomotif 
 
Tentu saja, dalam pelaksanaanya melibatkan peran banyak 
pihak, beliau menambahkan bahwa peran orang tua sangat besar bagi 
pelaksanaan kebijakan program pemberian keterampilan dengan 
sistem rombongan belajar ini, karena pada dasarnya kepada orang 
tua anak lebih banyak menghabiskan waktunya sehari-hari. Orang 
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tua sebagai guru pertama dalam keluarga memiliki peran yang 
sangat penting untuk mengarahkan anak menguasai keterampilan 
yang menjadi bidangnya. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu 
orang tua siswa tunagrahita yang telah berhasil menjadikan anaknya 
mandiri berprestasi baik di sekolah maupun di masyarakat. Inilah 
yang dikemukakan oleh Ketua Komite Siswa, Ibu Hari: 
“Modal pertama agar anak bisa sukses dalam kelas 
keterampilan adalah suami istri harus satu paket, dalam artian 
satu kata, satu tindakan. Itu memudahkan kita dalam mencari 
solusi untuk mendidik anak supaya anak betul-betul memiliki 
keterampilan dan bisa mandiri, bisa menghasilkan, syukur 
bisa berguna bagi orang lain. Peran orang tua dalam 
mendukung anak dalam mendukung anak adalah orang tua 
harus memiliki pikiran yang positif, intesitas, komunikasi dan 
semangat.” 
   (Wwcr/IH/03 Desember 2013/09.30) 
 Berdasarkan wawancara ini dapat diketahui bahwa modal 
pertama agar anak mampu meraih kesuksesan dalam kelas 
keterampilan adalah dukungan kedua orang tua yang mampu satu 
pendapat untuk memberikan dukungan penuh bagi anaknya agar 
mampu mandiri. Untuk itu orang tua harus memiliki pikiran yang 
positif dalam bertindak, intesitas pertemuan, komunikasi dengan 
guru dan memiliki semangat agar mampu membawa anak 
mengetahui ‘dunia luar’/masyarakat sehingga mampu bersosialisasi, 





5. Evaluasi Kebijakan Program Keterampilan bagi Tunagrahita 
dengan Sistem Rombongan Belajar di SLB Pembina  
Evaluasi dilakukan guna menilai keberhasilan sebuah 
program. Penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran sebelum 
adanya kebijakan program pemberian keterampilan dengan sistem 
rombongan belajar berbasis pada pedoman penyelenggaraan 
berdasarkan atas Model Manajemen Pendidikan Tunagrahita yang 
mengatur Kegiatan Belajar Mengajar yang mengacu pada 
kurikulum dari Dinas Pendidikan. Model tersebut adalah sebagai 
berikut: 
 
Gambar 4. Model Manajemen Pendidikan Tunagrahita (Tahap 1) 
SLB Pembina Yogyakarta 
(Dokumen Sekolah Luar Biasa Pembina Yogyakarta: 2013) 
 
Dapat dilihat pada Model Manajemen Pendidikan Tunagrahita 
(Tahap 1) tersebut bahwa arahan input yang diawali dari diagnosis 
(assesment) menuju output berbeda arah dengan outcome yang 
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dihasilkan, sehingga terdapat kesenjangan (descripancy) yang 
signifikan terhadap pendidikan dan lulusan yang dihasilkan. 
Meskipun visi yang telah canangkan oleh sekolah adalah membuat 
anak-anak tunagrahita mandiri, beriman, dan bertaqwa, akan tetapi 
pada kenyataanya visi ini tidak bisa terimplementasikan dengan baik 
ketika anak sudah harus terjun di masyarakat. Pertanyaan  yang 
paling mendasar adalah: bagaimana hal ini bisa terjadi, padahal visi 
dan misi telah dirumuskan dengan baik? Inilah yang kemudian 
dianalisis dengan baik oleh Kepala Sekolah (Rejokirono, M. Pd) 
yang saat ini baru saja dipindah tugaskan ke SLB Pembina. Melihat 
permasalahan yang terjadi berbagai analsis dan penelitian dilakukan 
guna mengatasi masalah tersebut. 
Tentu hal ini bukan perkara yang mudah untuk diselesaikan 
mengingat ada banyaknya faktor dan kemungkinan yang bisa terjadi 
di lapangan. Salah satu diantaranya adalah kinerja guru, prestasi 
siswa, partisipasi orang tua serta kebijkan yang diambil oleh para 
stakeholder dan pelaksanaan kebijakan yang lama sehingga analisis 
tidak dapat dilaksanakan dengan segera. Dilihat dari berbagai 
kemungkinan yang bisa terjadi di lapangan, faktor yang paling 
mendasar adalah pada kebijakan sekolah yang telah diambil dan 
kemungkinan perbaikan yang bisa dilaksanakan oleh sekolah 
menurut aturan yang berlaku.  
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Pertanyaan selajutnya: bagaimana sekolah merancang/ 
memformulasikan kebijakan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, 
sehingga dengan proses belajar mengajar yang begitu singkat 
(menurut ukuran tunagrahita) mereka dapat mengoptimalkan 
kemampuannya sebagai manusia untuk hidup layak di masyarakat? 
Hal inilah yang kemudian dijadikan landasan berpikir untuk 
memecahkan/mencari solusi dari permasalahan yang timbul 
dilapangan. 
Analisis mendalam dilakukan oleh Kepala Sekolah 
berdasarkan keprihatinan terhadap permasalahan yang terjadi. Pada 
bagan di atas dapat dievaluasi bagaimana kebijakan awal diambil 
serta bagaimana dampak dari evalusi kebijakan dapat diterapkan 
selanjutnya melalui sistem kepemimpinan yang baik. Pada dasarnya 
inti dari permasalahan ini adalah implementasi dari kurikulum yang 
menyatakan bahwa kertampilan sudah harus diberikan pada anak 
yang berada di SMP (60% ) dan SMA (70%).  
Seperti yang telah di sebutkan seperti bagan di atas, bahwa 
prosentase pemberian keterampilan untuk SMPLB adalah 60% 
sedangkan untuk SMALB adalah 70%, seperti yang tertera dalam 
Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 yang menyatakan bahwa 
kurikulum satuan pendidikan SDLB, SMPLB, SMALB C, C1, D1, 
G dirancang sangat sederhana sesuai dengan batas-batas kemampuan 
peserta didik dan sifatnya lebih individual, pembelajaran satuan 
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pendidikan khusus menggunakan pendekatan tematik dengan 
pengembangan kurikulum untuk semua mata pelajaran diserahkan 
kepada satuan pendidikan khusus yang bersangkutan dengan 
memperhatikan tingkat dan jenis satuan pendidikannya. Muatan isi 
mata pelajaran keterampilan vokasional meliputi tingkat dasar, 
tingkat terampil dan tingkat mahir. Jenis keterampilan yang akan 
dikembangkan, diserahkan kepada sekolah sesuai dengan minat, 
kemampuan, kebutuhan peserta didik serta kondisi sekolah. Muatan 
kurikulum SDLB, SMPLB, SMALB C, C1, D1, G lebih ditekankan 
pada kemampuan menolong diri sendiri dan keterampilan sederhana 
yang memungkinkan untuk menunjang kemandirian peserta didik. 
Oleh karena itu proporsi muatan keterampilan vokasional lebih 
diutamakan. (Dokumen Sekolah Luar Biasa Pembina Yogyakarta: 
2013) 
Idealnya di lapangan, dengan kebijakan ini, sekolah telah 
mampu menjadikan peserta didik menjadi mandiri dengan bekal 
keterampilan yang diberikan sekolah. Namun pada kenyataanya 
dilapangan tidak demikian. Rata-rata anak tunagrahita yang lulus 
dari SLB Pembina setelah lulus dan diserahkan kembali kepada 
orang tua tidak bisa berdayaguna. Anak-anak belum mampu 
mandiri, bahkan, ada yang terlunta-lunta dijalanan. Kondisi ini tentu 
saja merupakan keprihatinan bersama, bahwa tidak hanya akibat dari 
kesalahan satu orang saja, akan tetapi hal ini merupakan kesalahan 
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berbagai pihak yang terlibat dalam proses belajar mengajar itu 
sendiri, terutama para pengambil kebijakan dan stakeholder sekolah. 
Manajemen pendidikan dalam hal ini mutak diperlukan, yaitu 
pengelolaan yang baik untuk efektifitas kenerja serta penanaman 
nilai-nilai mendasar yang ada dalam kehidupan bagi sekolah pada 
umumnya. Hal ini merupakan tugas dan fungsi pokok dari peranan 
kepala sekolah di organisasi sekolah. Kepala sekolah menjadi unsur 
pokok dalam pelaksanaan perumusan dan pengambilan kebijakan di 
sekolah. Lebih ditekankan di sini adalah pada kata nilai/karakter itu 
sendiri pada pribadi pemimpin (kepala sekolah).  
Dalam hal ini kepala sekolah dituntut untuk senantiasa peka 
terhadap masalah dan peka terhadap perubahan yang kemungkinan 
bisa dilakukan untuk membawa sekolah kedalam kemajuan dan 
perbaikan. Oleh karena itu diperlukan manajemen perubahan agar 
kepala sekolah dapat membawa sekolah ke arah yang lebih baik 
melalui kebijakan-kebijakan yang diambil. Sekolah sebagai 
organisasi harus mampu berubah menyesuaikan perkembangan 
zaman dan kebutuhan masyarakat sehingga tidak tertinggal. Oleh 
karena itu pembahasan yang berkaitan dengan pelaksanan progam 
adalah hal pokok yang mendasar dan utama bagi sebuah sekolah, hal 
ini tentu sangat signifikan hubungannya dengan kemampuan Kepala 
Sekolah untuk menganalisis kebutuhan (need assesment), 
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mengevaluasi program, serta merumuskan kebijakan untuk 
perubahan yang lebih baik bagi sekolah.  
Pada awalnya banyak sekali teori yang di datangkan dari luar 
negeri yang diberikan kepada anak-anak yang bersekolah di sini, 
pengetahuan-pengetahuan baru yang bermunculan dan anak-anak 
mendapatkanya dengan baik, akan tetapi itu semua tidak ada 
gunanya bagi kehidupan mereka, karena setelah lulus, semua 
pengetahuan dan teori itu tidak dapat diterapkan bagi kehidupan 
keseharian anak-anak di sekolah ini. Akhirnya yang terjadi adalah 
kenyataan bahwa sekolah yang pada awalnya sebagai tempat 
mencari “bekal” ternyata tidak bisa memberikan apapun bagi si anak 
tersebut. Memang tumbuh dengan subur pengetahuan dan penerapan 
ilmu serta teori yang diberikan sekolah, namun pada akhirnya semua 
itu hanya mengakibatkan kemandulan tindakan saja bagi si anak, hal 
ini tidak berguna sama sekali.  
Pertanyaan yang sangat menggugah naluri adalah ketika suatu 
saat ada seorang wali siswa yang bertanya kepada Kepala Sekolah: 
“Pak, kalau misalnya saya sudah meninggal, anak saya ini dengan 
siapa?”. Tentu hal ini merupakan sebuah pukulan besar tentang 
bagaimana sekolah bisa dipercaya untuk mendidik anak 
berkebutuhan khusus tersebut agar bisa benar-benar mandiri setelah 
orang tuanya pergi. Mereka bertanya seperti itu bukan tanpa alasan, 
sering kali, orang ketika melihat ‘anak cacat’ seperti itu timbul 
95 
 
enggan tidak mau peduli. Itulah yang membuat orang tua anak-anak 
berkebutuhan khusus tidak memiliki kepercayaan kepada orang lain, 
bahkan keluarga terdekat untuk menanggung anaknya kelak. Rasa 
empati pada orang lain adalah landasan utama bagaimana kebijakan 
disusun, tutur Kepala Sekolah SLB Pembina, Bapak Rejokirono 
selain landasan aturan Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang 
Standar Isi Dikdasmen yang telah mengatur bagaimana pendidikan 
untuk anak berkebutuhan khusus yang ada di Yogyakarta pada 
khususnya. Selain itu, ada satu alasan religius yang benar-benar 
diyakininya, bahwa setiap manusia adalah milik Tuhan, sehingga 
anak-anak, seperti apapun itu adalah titipan-Nya, sudah barang tentu 
menjadi tanggung jawab kita sebagai orang yang ‘mampu merawat’ 
untuk berusaha menumbuh kembangkan mereka seoptimal potensi 
mereka. Begitulah Kepala Sekolah bercerita pada saat perumusan 
kebijakan tersebut akan digulirkan di SLB Pembina Yogyakarta. 
Itulah sebabnya landasan religius ini yang menjadi kunci tindakan 
kebijakan program ini, sehingga bagan di atas, berubah menjadi 




Gambar 5. Model Manajemen Berbasis Sekolah dengan 
Menerapkan Kebijakan Program Pemberian Keterampilan 
Menggunakan Sistem Rombongan Belajar di SLB Pembina 
Yogyakarta (Tahap 2) 
(Dokumen Sekolah Luar Biasa Pembina: 2013) 
Dapat dilihat pada Model Manajemen Berbasis Sekolah 
dengan Menerapkan Kebijakan Program Pemberian Keterampilan 
Menggunakan Sistem Rombongan Belajar (Tahap 2) mampu 
mengarahkan siswa (input) menuju lulusan yang mampu mandiri 
hidup layak di masyarakat sesuai dengan visi sekolah, yaitu: 
tunagrahita mandiri, beriman, dan bertakwa. Berdasarkan pada 
paparan di atas dapat diketahui bahwa proses formulasi kebijakan 
disusun melalui evaluasi manajemen pada tahap pertama menuju 
perubahan manajemen pada tahap kedua dengan menekankan pada 
pemberian keterampilan(vokasi) sesuai dengan Permendiknas No.22 
tahun 2003 yang mengatur tentang penyelenggaraan MPMBS yang 
menekankan pada vokasional pada tunagrahita. 
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Kebijakan Pemberian Keterampilan dengan Sistem 
Rombongan Belajar ini menggabungkan antara kelas SMP dan 
SMA pada satu bidang jurusan dijalankan berdasarkan pada 
permasalahan yang terjadi di lapangan pada anak-anak 
berkebutuhan khusus yaitu belum adanya kemandirian pada anak-
anak yang terlah lulus dari sekolah menuju tahap kehidupan mereka 
di masyarakat. Hal ini disebabkan karena tidak adanya keterampilan 
yang ada pada anak karena pembelajaran yang selama ini diberikan 
masih cenderung bersifat kognitif. Padahal anak-anak tungrahita 
membutuhkan kemampuan yang lebih dari sekedar kognitif untuk 
dapat hidup dalam masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakan ini, 
Kepala Sekolah sebagai pengambil kebijakan bertanggung jawab 
penuh dalam proses pelaksanaan kebijakan, dibantu oleh aktor-aktor 
pelaksana kebijakan, yaitu guru SLB, guru keterampilan, orang tua, 
yayasan dan peran aktif masyarakat, khususnya pengusaha yang 
ikut berpartisipasi dalam memberdayakan anak-anak tunagrahita di 
masyarakat. 
Terdapat point penting yang menjadi titik tekan dalam 
pelaksanaan kebijakan yang telah tertera dalam bagan di atas, yaitu 
perubahan alur yang menjadi perjalaan pemberian pengalaman 
belajar bagi anak tunagrahita. Sekolah memberikan sebuah 
kebijakan penekanan pemberian keterampilan agar anak lebih bisa 
fokus mulai sejak dini pada bekal yang yang akan gunakan dalam 
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menjalani kehidupan riil di masyarakat. Hal ini dikenal dengan 
sebutan: Konsep Layanan Berorientasi Tujuan, yaitu menggunakan 
tujuan sebagai dasar pembelajaran yang akan dilakukan pada anak 
selama anak bersekolah di SLB Pembina Yogyakarta. Atau disebut 
juga Goal Oriented: 
 
Gambar 6. Bagan Konsep layanan Berorientasi Tujuan 
(Dokumen Sekolah Luar Biasa Pembina Yogyakarta: 2013) 
 
Dapat dilihat pada bagan proses pelaksanaan kebijakan di 
awali dari penempatannya yang disesuaikan dengan kemampuan 
anak malalui need assesment dan diagnosis. Terlebih dahulu anak 
menjalani tahapan observasi pada 3 bulan awal, sehingga guru  dapat 
mengetahui bagaimana kemampuan anak terhadap kegiatan 
keterampilan yang ditawarkan sekolah, pada tahapan itu, anak 
diberikan kesempatan untuk memilih apa kegiatan keterampilan 
yang ia minati, pun dengan proses proyeksi lapangan dan 
‘pembacaan pasar’/kebutuhan masyarakat di lingkungan ia berada 
disesuaikan dengan kemampuan/kondisi orang tua. Sehingga 
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pendidikan yang dilaksanakan benar-benar bisa seimbang, 
komprehensif  dan berguna bagi anak. 
Selanjutnya proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan 
adalah pembelajaran kontektual (Contekstual Learning), yaitu 
pembelajaran yang menerapkan prinsip learning by doing, proses 
pembelajaran di kelas semuanya berkaitan dengan keterampilan 
yang akan ia kuasai. Hal ini memerlukan adanya pengembangan 
kurikulum. Pengembnagan kurikulum adalah proses perencanaan 
kurikulum agar menghasilkan rencana kurikulum yang luas dan 
spesifik. Proses ini berhubungan dengan seleksi dan 
pengorganisasian berbagai komponen siatuasi belajar mengajar. 
(Oemar hamalik: 2009, hal 183-184). Kurikulum pembelajaran yang 
digunakan dikelas menggunakan kurikulum individual yang 
ditematikkan dengan jurusan/rombongan belajarnya masing-masing. 
Kerangka tujuan menjadi pondasi gerak guru dalam 
memberikan keterampilan bagi anak. Misalnya saja, ketika pelajaran 
matematika, anak keterampilan busana diberikan keterampilan 
mengukur panjang kain dan mengukur ukuran baju seorang. 
Kebijakan ini kemudian berjalan secara kontinyu dan bertahap 
mengalami perkembangan, yang pada awalnya keterampilan hanya 
dijadikan tambahan dalam pelajaran, di sekolah, kemudian menjadi 
poin utama dalam penyelenggaraan proses belajarnya sesuai dengan 
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tujuan yang telah dicetuskan bersama yaitu menjadikan anak mandiri 
hidup di masyarakat.  
 
Gambar 7. Upaya Untuk Menjadikan Trampil dan 
Berwirausaha 
(Dokumen Sekolah Luar Biasa Pembina Yogyakarta: 2013) 
 
Sekolah dalam menjadikan siswa mampu trampil dan 
mandiri menempatkan anak tunagrahita dalam satu kelas 
pemberlajaran sejak SMP hingga SMA. Pembelajaran dilakukan 
melalui pendekatan tematik keterampilan sesuai dengan jurusan 
masing-masing dihubungkan dengan materi akademik yang 
fungsional dengan keterampilannya, sehingga anak dengan mudah 
mampu mempelajarinya. Kebijakan program pemberian 
keterampilan dengan sistem rombongan belajar mulai dikembangkan 
di sekolah ini agar anak jauh dapat lebih fokus dalam belajar tentang 
bidang/jurusan yang diambilnya. Monitoring dilakukan dari berbagai 
pihak, terutama pada wakil kepala sekolah di bidang pengajaran. 
Poin utamanya adalah mengembangkan kurikulum pendidikan 
vokasional. Untuk mencapai hal ini dibutuhkan kerja sama semua 
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pihak demi menjadikan anak benar-benar bisa mandiri, berikut 
adalah struktur dan pola monitoring yang dijalankan oleh sekolah 
ini: 
 
Gambar 8. Konsep Kerjasama Sekolah dan Lembaga SLB Pembina 
Yogyakarta 
(Dokumen Sekolah Luar Biasa Pembina Yogyakarta: 2013) 
 
Dapat dicermati dalm bagan kerjasama tersebut bahwa 
sekolah (SLBN Pembina) bekerja sama dengan Lembaga (LS-
PPAG) sehingga mampu menerapkan MPMBS dengan baik yaitu 
dengan melibatkan masyarakat khususnya Kelompok Usaha, 
Kelompok Usaha Rumahan. Permasalahan yang timbul seiring 
dengan pelaksanaan kebijakan ini adalah pada pembiayaan. Pada 
awalnya berbagai masalah terjadi dalam pembiayaan karena tiadanya 
kerjasama antara sekolah dengan lembaga yang mengani kebutuhan 
dan alumni, ketidaksinkronan ini memberikan kerugian bagi kedua 
belah pihak karena tidak adanya rasa kepercayan antara sekolah dan 
lembaga pengelola (dalam hal ini adalah yayasan). Sehingga Kepala 
Sekolah mulai memutuskan untuk membuat kebijakan baru, yaitu 
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menyatukan keduanya menjadi satu komponen yang akan berjuang 
bersama dalam menjadikan anak menjadi mandiri yaitu melalui 
koprasi yang kemudian berkembang menjadi Rumah Usaha 
Tunagrahita. Hal ini menjadikan sekolah mampu mendayagunakan 
seluruh  modal sosialnya untuk penyelenggraan pendidikan 
pemberian keterampilan secara baik melaui partisipasi dan 
kerjasama berbagai pihak.  
Berdasarkan evaluasi tersebut kepala sekolah mencoba 
membangun sekolah ini menjadi sekolah yang dapat dipercaya orang 
tua siswa untuk menjadikan anak mampu mandiri dan diterima 
masyarakat. Pelaksanaan kebijakan program pemberian keterampilan 
dengan sistem rombongan belajar pada mulanya diawali dengan 
memberikan keterampilan kepada anak melalui sistem klasikal, yang 
diberikan masing-masing keterampilan di setiap kelas. Akan tetapi, 
sistem tersebut dipandang kurang efisien, sehingga sistem di balik. 
Kelas keterampilan yang semula diberikan kepada masing-masing 
kelas, menjadi sistem rombongan belajar. Yaitu pembagian minat 
dan bakat siswa yang disesuaikan dengan potensi/kemampuan siswa 
untuk menjalani sekolah dari SMP hingga SMA-Pelatihan. Sehingga 
bukan guru keterampilan lagi yang mendatangi kelas, melainkan 
siswa yang mendatangi ruang keterampilan sesuai dengan 
rombongan belajarnya. Akhirnya dasar pembelajaran yang 
diterapkan kepada para siswa adalah pemberian keterampilan, bukan 
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pembelajaran dengan muatan pengetahuan, seperti matematika, 
bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau pengetahuan-pengetahuan 
lain. Muatan pelajaran yang mengandung unsur-unsur teori seperti 
itu diajarkan melalui kegiatan pembelajaran kontekstual di setiap 
rombongan belajar. Misalnya belajar matematika di kelas boga, 
maka matematika yang digunakan adalah matematika terapan/sehari-
hari (kontekstual), semisal penerapan penghitungan harga, 
pengeloaan usaha, simpan pinjam, dan sebagainya. Tanggapan dari 
beberapa orang tua terhadap program ini adalah sangat senang ketika 
anaknya yang semula benar-benar ‘tidak bisa apa-apa’ menjadi 
berprestasi dan mandiri.  
6. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan 
Program Keterampilan di SLB Pembina 
 Berkaitan dengan pelaksanaannya dilapangan beliau 
menambahkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendukung dan 
menghambat pelaksanaannya, baik secara internal, maupun 
eksternal. 
“Kalau dalam pelaksanaannya wajar ya kalau banyak 
kendala, contohnya dalam hal pelaksanaan. Contohnya dalam 
pengkelasan, yang biasanya dalam kelas sekarang setiap hari 
berada di ruang keterampilan. Penyesuaian ke guru-guru, 
kemudian penilaian. Tetapi tahun kedua kami mulai tegas 
bahwa arahnya kesitu, tapi guru biar merasakan dulu. Tapi 
sekarang sudah kecil sekali permasalahan yang timbul bahwa 
guru-guru, orang tua juga menyatakan bahwa, dengan 
program ini lebih nyaman, lebih pas. Mendekati kebutuhan. 
Apalagi sudah ada titik terang, beberapa siswa sudah bekerja 
di bursa batik. Dan anak-anak yang berada di tempat-tempat 
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kerja itu tidak kita lepas begitu saja. Tetapi tetap dalam 
kontrol sekolah dalam memonitoring kita, dan melalui tadi, 
Rumah Usaha Tunagrahita. Kalau kendala di masyarakat, 
bukan masalah setuju atau tidak setuju. Tetapi ini proses. 
Karena masyarakat selama ini belum banyak dilibatkan 
dalam proses pembelajaran, sehingga masyarakat tidak tahu. 
Bukan salahnya masyarakat, tetapi sekolah yang belum 
banyak berbuat untuk masyarakat.. Banyak kendala yang 
dihadapi, contoh riil kita sudah susah payah membuat anak 
menjadi trampil, tetapi orang tua belum menghargai. Dari 
luar juga, masih memandang sebelah mata dari anak-anak 
kita itu, karena belum paham saja. tetapi kami sedang 
mencari peluang melalui pengusaha. Juga diharapkan 
peraturan pemerintah yang 1% pekerja adalah ABK itu 
benar-benar diterapkan oleh perusahaan. Titik pusatnya 
adalah pada budaya masyarakat. Misalnya dengan adanya 
sekolah inklusi, dirasakan kehadiran anak ini masih 
mengganggu. Secara riil pada dasarnya sudah terjadi 
perubahan, bisa membawa anak menuju kemandirian. 
Kemandirian di sini tentu dalam tanda petik, kemandirian 
yang masih didampingi orang lain.” 
(Wwcr/RK/24 November 2013/13:58) 
 
 
Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa 
implementasi kebijakan program rombongan belajar di lapangan 
masih terdapat kendala. Misalnya saja berkaitan dengan pembagian 
kelas (pengkelasan) juga untuk membiasakan guru-guru  kelas 
reguler untuk digabungkan dengan kelas keterampilan membutuhkan 
waktu yang tidak sebentar. Permasalahan selajutnya adalah ada 
penilaian. Penilaian dalam kelas keterampilan tidak dapat 
distandarkan karena pembelajaran yang diberikan kepada masing-
masing anak tidaklah sama. Standar ujian yang digunakan selama ini 
masih berbasis pada teori dengan jumlah soal yang banyak, 
sementara anak justru lebih banyak praktek kerja secara langsung, 
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sehingga hal itu membutuhkan waktu untuk membiasakan 
perubahan.  
Pada tahun pertama pelaksanaan program ini, Kepala Sekolah 
selaku pengambil kebijakan masih memberikan kelonggaran bagi 
guru yang mau melaksanakannya atau yang tidak, setelah memasuki 
tahun kedua kebijakan ini diberlakukan secara tegas. Akhirnya, 
setelah implementasi program ini, guru-guru dan orang tua 
menyatakan bahwa program ini dirasakan lebih nyaman dan tepat 
bagi anak-anak tunagrahita, yaitu sesuai dengan kebutuhan mereka. 
Apalagi melihat kenyataan bahwa beberapa siswa sudah mampu 
bekerja di masyarakat. 
Kendala pelaksanaan kebijakan program ini di masyarakat 
adalah belum banyaknya masyarakat yang dilibatkan dalam proses 
pembelajaran, sehingga masyarakat tidak tahu. Sedangkan, 
pembelajaran  itu tidak dilaksanakan di sekolah saja, akan tetapi juga 
dilakukan ditengah-tengah masyarakat, contohnya adalah bengkel 
kerja kayu di Wiyoro. Sehingga, harapan sekolah ke depan, anak-
anak ini menjadi bagian masyarakat yang selama ini belum dapat 
dicapai oleh sekolah. Masyarakat harus memiliki tanggung jawab 
atas anak-anak tunagrahita yang merupakan amanah Tuhan Yang 
Maha Esa, diberikan kepada manusia yang diciptakan lebih 
sempurna sebagai ujian dan amanah, karena Allah menciptakan 
anak-anak tunagrahita bukan tanpa tujuan. Allah mengajarkan bahwa 
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manusia memiliki ukurannya sendiri-sendiri dan harus mampu 
memperlakukan mereka sesuai dengan ukurannya, serta mampu 
bersama-sama hidup bersama da saling memahami. Harapannya 
masyarakat mampu memahami bahwa ada anak-anak berkebutuhan 
khusus yang perlu diperhatikan.   
Kendala lain yang harus dihadapi adalah belum mampu 
orang tua untuk menghargai kemampuan anak-anak yang  telah 
dilatih secara terampil dalam kelas rombongan belajar. Masyarakat 
masih cenderung memandang sebelah mata terhadap kemampuan 
anak-anak berkebutuhan khusus. Hal ini disebabkan karena 
masyarakat belum paham dengan adanya keterampilan yang 
dibekalkan pada anak-anak tungrahita. Untuk mengatasi kendala 
tersebut, sekolah mencoba peluang untuk memberdayakan anak-
anak tunagrahita ini dengan jejaring Rumah Usaha Tunagrahita yang 
difokuskan pada pengusaha, serta diharapkan pemerintah benar-
benar mengimplementasikan aturan perundang-undangan yang 
mewajibkan setiap perusahaan menerima 1% karyawan dari anak 
berkebutuhan khusus.  
Selain beberapa kendala di atas terdapat beberapa kendala 
yang dikemukakan oleh para guru yang melaksanakan kebijakan ini 
dilapangan, seperti yang dikemukakan oleh salah satu guru 
keterampilan bahwa masih terdapat kendala pelaksanaan program 
berupa kurangnya tenaga pendidik di kelas keterampilan. 
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Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan 
pemberian keterampilan dengan kelas rombongatn berhasil 
menjadikan anak-anak mandiri sesuai dengan kemampuan dan 
keterbatasan yang dimilikinya, sehingga tujuan dari kebijakan dapat 
tercapai dengan baik.  
B. Pembahasan 
Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dikemukakan bahwa 
kebijakan program keterampilan dengan sistem rombongan belajar 
dilaksanakan berdasarkan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang 
Standar Isi Dikdasmen yang menekankan adanya keterampilan 
vokasional bagi anak berkebutuhan khusus, khususnya di sini adalah 
bagi anak tunagrahita. 
1. Kebijakan Pemerintah Tentang Anak Berkebutuhan Khusus di 
Indonesia menurut Undang-Undang 
Kebijakan dilakukan dilakukan untuk mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan, seperti yang dikemukakan oleh Sudiyono (2013: 3-
4) mengatakan bahwa kebijakan adalah suatu serangkaian tindakan 
yang dapat berupa program atau pelayanan guna mencapai tujuan 
atau untuk menyelesaikan suatu masalah yang diformulasikan 
berdasarkan latar belakang masalah yang mengalami evaluasi secara 
terus menerus dan berkesinambungan. Dengan demikian dapat kita 
ketahui bahwa termasuk dalam hal ini adalah pada penyelenggaraan 
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kebijakan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dengan 
spesifikasi tunagrahita. Kebijakan ini diterapkan oleh sekolah 
berdasarkan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar 
Isi Dikdasmen yang menekankan adanya keterampilan vokasional 
dalam pendidikan anak tunagrahita, yaitu antara lain: 
a. Proporsi muatan isi kurikulum satuan pendidikan SMPLB A, B, 
D, E terdiri atas 60%-70% aspek akademik dan 40%-30% berisi 
aspek keterampilan vokasional. Muatan isi kurikulum satuan 
pendidikan SMALB A, B, D, E terdiri atas 40%–50% aspek 
akademik dan 60%-50% aspek keterampilan vokasional. 
b. Kurikulum satuan pendidikan SDLB, SMPLB, SMALB 
C,C1,D1,G, dirancang sangat sederhana sesuai dengan batas-
batas kemampuan peserta didik dan sifatnya lebih individual. 
c. Pembelajaran untuk satuan Pendidikan Khusus SDLB, SMPLB 
dan SMALB C,C1,D1,G menggunakan pendekatan tematik. 
d. Pengembangan SK dan KD untuk semua mata pelajaran pada 
SDLB, SMPLB dan SMALB C, C1, D1, G diserahkan kepada 
satuan Pendidikan Khusus yang bersangkutan dengan 
memperhatikan tingkat dan jenis satuan pendidikan. 
e. Muatan isi pada setiap mata pelajaran diatur sebagai berikut . 
1) Muatan isi mata pelajaran Program Khusus disusun tersendiri 
oleh satuan pendidikan.  
2) Muatan isi mata pelajaran SMPLB A, B, D, E bidang 
akademik mengalami modifikasi dan penyesuaian dari SMP 
umum sehingga menjadi sekitar 60% – 70%. Sisanya sekitar 
40% - 30% muatan isi kurikulum ditekankan pada bidang 
keterampilan vokasional. 
3) Muatan isi mata pelajaran keterampilan vokasional meliputi 
tingkat dasar, tingkat terampil dan tingkat mahir. Jenis 
keterampilan yang akan dikembangkan, diserahkan kepada 
satuan pendidikan sesuai dengan minat, potensi, kemampuan 
dan kebutuhan peserta didik serta kondisi satuan pendidikan.  
4) Muatan isi mata pelajaran untuk SMALB A, B, D, E bidang 
akademik mengalami modifikasi dan penyesuaian dari SMA 
umum sehingga menjadi sekitar 40% – 50% bidang akademik, 




Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dilihat bahwa kebijakan 
program keterampilan dengan sistem rombongan belajar telah 
diterapkan sesuai dengan aturan tersebut yaitu muatan isi kurikulum 
satuan pendidikan SMALB A, B, D, E terdiri atas 40%–50% aspek 
akademik dan 60%-50% aspek keterampilan vokasional. Muatan isi 
mata pelajaran untuk SMALB A, B, D, E bidang akademik 
mengalami modifikasi dan penyesuaian dari SMA umum sehingga 
menjadi sekitar 40% – 50% bidang akademik, dan sekitar 60% – 
50% bidang keterampilan vokasional. Hal ini pada kenyataanya 
sudah diterapkan oleh SLB di Yogyakarta, meskipun program 
keterampilan belum sepenuhnya dilaksanakan sama baiknya dengan 
SLB Pembina sebagai SLB perintis program keterampilan. Hal ini 
dapat dilihat dalam kelas ketika keterampilan dijadikan sebagai 
prioritas utama dalam pembelajaran bagi anak tunagrahita setiap 
harinya. 
2. Implementasi Kebijakan Program Keterampilan dengan Sistem 
Rombongan Belajar di SLB Pembina Yogyakarta 
Kebijakan Program Keterampilan dengan Sistem 
Rombongan Belajar di SLB Pembina dilakukan agar anak 
tunagrahita mampu mandiri setalh lulus dari sekolah. Anak 
tunagrahita adalah kondisi dimana anak mengalami hambatan dalam 
daya pikirnya sehingga tidak dapat mandiri dengan kekuatannya 
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sendiri.  Sedangkan dalam perspektif batasan The American 
Assosiation On Mental Deficiency/AAMR yang dikemukakan oleh 
Heber (Smith,dkk, 2002: 48) tunagrahita adalah: 
“Individu yang menunjukan fungsi kecerdasan umum di 
bawah rata-rata pada periode perkembangan, dan 
berhubungan dengan kerugian adaptasi tingkah laku. Fungsi 
kecerdasan di bawah rata-rata atas dasar kurang dari satu 
standar penyimpangan pada kurva normal standar tes 
kecerdasan skala Wecler. Perkiraan prevalensi hambatan 
belajar berdasarkan 2, 27% dari distribusi normal penduduk 
dijelaskan sebagai berikut: skor untuk anak-anak yang 
kecerdasannya rata-rata ditunjukan dengan skor 100, secara 
teoritis 2, 27% dari populasi yang 2 minus dan 3 minus 
standar deviasi (berada di bawah IQ 70) atau di bawah 
normal rata-rata. Populasi 2, 27% inilah yang disebut dengan 
tunagrahita, sedangkan bagi lamban belajar berada di daerah 
13, 60% minus 1 SD yang pada rentangan IQ 70-80 di bawah 
normal yang dapat diketahui melalui diagnosis awal.” 
 
 
Dengan demikian dapat diketahui bahwa tunagrahita adalah 
anak yang menunjukan fungsi kecerdasan umum di bawah rata-rata 
pada periode perkembangan, dan berhubungan dengan kerugian 
adaptasi tingkah laku. Fungsi kecerdasan di bawah rata-rata atas 
dasar kurang dari satu standar penyimpangan pada kurva normal 
standar tes kecerdasan skala Wecler. Perkiraan prevalensi hambatan 
belajar berdasarkan 2, 27% dari distribusi normal penduduk 
dijelaskan sebagai berikut: skor untuk anak-anak yang 
kecerdasannya rata-rata ditunjukan dengan skor 100, secara teoritis 
2, 27% dari populasi yang 2 minus dan 3 minus standar deviasi 
(berada di bawah IQ 70) atau di bawah normal rata-rata. Populasi 2, 
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27% inilah yang disebut dengan tunagrahita, sedangkan bagi lamban 
belajar berada di daerah 13, 60% minus 1 SD yang pada rentangan 
IQ 70-80 di bawah normal yang dapat diketahui melalui diagnosis 
awal. 
Diagnosis awal digunakan untuk mengetahui kemampuan 
akademik anak untuk mengukur IQ anak melalui ilmu kedokteran. 
Hal ini dimaksudkan untuk mengelompokan atau diistilahkan dengan 
klasifikasi. Klasifikasi dilakukan untuk memberikan layanan yang 
paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak tunagrahita. 
Perpaduan klasifikasi tunagrahita dapat dilihat pada tabel berikut 

















Mampu didik Ringan, mild, 
marginally, 
dependent, moron 
Debil 55-70 hingga 
rata-rata 70 
Mampu latih Sedang, moderate, 
semi dependent 
Imbesil 35-40 hingga 
50-55 
Perlu rawat Berat, severe, totally 
dependent, profound 




(Mumpuniarti, 2007: 11-14) 
112 
 
Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat ditegaskan 
bahwa terdapat beberapa pengempokan dalam pengertian 
tunagrahita, sehingga dalam pelayanan pendidikan dapat 
dikelompokkan menjadi mampu didik dan mampu latih. Untuk 
tunagrahita dengan kemampuan mampu rawat tidak mendapatkan 
pendidikan, karena kemampuan mereka yang begitu terbatas. 
Pelayanan pendidikan bagi tunagrahita dengan klasifikasi mampu 
latih dan mampu didik dalam hal ini melihat mereka dari sudut 
pandang diagnosis pada kemampuan awal atau IQ, yang dapat 
dikategorikan menjadi hambatan mental ringan dan hambatan mental 
sedang.  
Pelayanan pendidikan layanan khusus yang diterapkan oleh 
SLB Pembina Yogyakarta menggunakan pengelompokkan/ 
klasifikasi hambatan mental ringan (tunagrahita ringan/TGR) dan 
hambatan mental sedang (tunagrahita sedang/TGS) dalam pemberian 
keterampilan anak tunagrahita. Namun ada anak-anak dengan 
klasifikasi tunagrahita yang memiliki kelainan yang juga 
dimasukkan ke dalam kelas, misalnya saja tunagrahita yang memiliki 
kelainan berupa hiperaktif, tunagrahita dengan disertai cacat fisik, 
tunagrahita disertai dengan autisme, dan sebagainya, sehingga dalam 
satu kelas terdapat berbagai macam klasifikasi tunagrahita yang 
harus di awasi oleh beberapa guru keterampilan dalam satu waktu. 
Hal inilah yang nanti akan menjadi kendala yang signifikan terhadap 
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pelaksanaan kebijakan program dalam rombongan belajar pada kelas 
tertentu. 
3. Pelaksanaan Program dan Aktor-Aktor yang terlibat dalam 
Kebijakan Program Keterampilan di SLB Pembina 
Kebijakan Program ini telah diterapkan secara riil dilapangan 
oleh SLB Pembina dengan rombongan belajar sebagai bentuk 
penyelenggaran kebijakan program keterampilan bagi tunagrahita. 
Kebijakan ini dilaksanakan di sekolah sebagai lokasi utama 
penyelenggaraan kebijakan, yaitu pada kelas keterampila/bengkel 
kerja serta di masyarakat dengan melibatkan peran serta para 
pengusaha, yaitu dengan bekerja sama membentuk Rumah Usaha 
Tunagrahita yang selama ini telah melatih secara langsung anak 
tunagrahita dan mengkaryakan mereka setelah lulus. 
 Modifikasi atau pengembangan  ini dilaksanakan sejak 
tahun 2009 berdasarkan evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh 
Kepala Sekolah sebagai pengambil kebijakan tertinggi di sekolah 
yang melihat terjadinya kesenjangan antara cita-cita pelaksanaan 
kebijakan dengan kenyataan dilapangan. Pada mulanya, anak-anak 
tunagrahita diberikan banyak sekali teori akademik seperti pada 
sekolah untuk anak yang memiliki IQ normal. Tujuannya agar anak 
tunagrahita mampu membangun konsep akan kehidupan, sehingga 
mereka siap untuk menghadapi dunia riil setelah sekolah. Akan 
tetapi dilihat outcome/lulusan yang dihasilkan dalam beberapa tahun 
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pasca pelaksanaan kebijakan, tidak sesuai dengan tujuan. Bahkan 
anak-anak tunagrahita mengalami kemunduran yang pada akhirnya 
membuat diri mereka terasing dan berakhir di jalan sebagai peminta-
minta. 
Melihat kondisi ini, Kepala Sekolah SLB Pembina, 
Rejokirono, M. Pd, membuat kebijakan baru yang disesuaikan 
dengan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 yang menekankan 
keterampilan vokasional dalam pendidikan anak-anak tunagrahita  
berbentuk kebijakan program rombongan belajar sebagai alternatif 
kebijakan untuk membentuk anak tunagrahita agar mampu mandiri 
setelah sekolah yang dilaksanakan sebagai pilot project pendidikan 
pada tahun pertama (2009). Kebijakan ini mulai diterapkan secara 
tegas pada tahun 2010 hingga sekarang.  
Kebijakan ini dilaksanakan oleh peranserta berbagai pihak. 
Yaitu DISPORA DIY sebagai pihak yang mengatur kebijakan, 
Kepala Sekolah, stakeholder, orang tua, serta melibatkan seluruh 
masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh 






4. Evaluasi Kebijakan Program serta Faktor Pendukung dan 
Faktor Penghambat Implementasi 
Dalam perkembangannya kebijakan ini mengalami 
perubahan dan evaluasi yang dilakukan secara terus menerus 
disesuaikan dengan penilaian/monitoring program dari Dikdas dan 
Dikmen melalui penilaian kuantatif (angket) dan penilaian kualitatif 
(observasi oleh pengawas) dengan melihat beberapa faktor penting 
yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan program 
yaitu: kondisi eksternal yang dihadapi oleh organisasi atau agen 
pelaksana tidak menimbulkan gangguan yang serius, tersedianya 
waktu dan sumber-sumber yang memadai, perpaduan sumber-
sumber yang diperlukan benar-benar tersedia, kebijakan yang 
diimplementasikan berdasarkan atas hubungan kausalitas yang dapat 
dihandalkan, hubungan kausalitas sebagaimana dimaksud harus 
bersifat langsung dan hanya memiliki matarantai penghubung yang 
sedikit, hubungan saling ketergantungan harus kecil, pemahaman 
yang mendalam terhadap tujuan kebijkan dan kesepakatan terhadap 
tujuan tersebut, tugas-tugas setiap organisasi pelaksana harus 
terperinci dan ditempatkan sesuai dengan urutan secara tepat, 




Evaluasi dilakukan dengan melihat kesembilan faktor dalam 
implementasi kebijakan program yang dapat peneliti uraikan sebagai 
berikut: 
a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh organisasi atau agen pelaksana 
tidak menimbulkan gangguan yang serius. Mengenai hal ini, secara 
umum permasalahan yang timbul dari luar (eksternal) seperti 
pandangan negatif masyarakat dan kurangnya penghargaan karya 
terhadap terhadap SLB Pembina tidak banyak berpengaruh pada 
proses implementasi kebijakan program, sehingga kebijakan dapat 
dilaksanakan dengan baik dalam kelas rombongan belajar. 
b. Tersedianya waktu dan sumber-sumber yang memadai. Berkenaan 
dengan sumber-sumber atau fasilitas, SLB Pembina saat ini dalam 
upaya perbaikan secara terus menerus untuk mampu memfasilitasi 
para siswa dan masyarakat yang ikut tergabung dalam Rumah Usaha 
Tunagrahita agar dapat mampu berkarya maksimal dengan 
kemampuan yang serba terbatas, khususnya dalam mendampingi 
tunagrahita agar mampu terlibat di masyarakat. Upaya swadana juga 
dilakukan agar semua pihak dapat saling gotong royong membantu 
dalam implementasi kebijakan program.  
c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia. 
Selama ini, SLB Pembina memiliki bengkel kerja dan lingkungan 
yang cukup representatif dan didukung oleh staf pengajar yang 
memang dari bidangnya, sehingga pembelajaran dapat berjalan, yaitu 
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terdapat kolaborasi antara guru keterampilan dan guru pendidikan 
luar biasa yang secara bergantian membimbing anak tunagrahita 
untuk dapat belajar mandiri (dengan pendampingan) dalam kelas 
rombongan belajar. 
d. Kebijakan yang diimplementasikan berdasarkan atas hubungan 
kausalitas yang dapat dihandalkan. Melalui pengamatan, peneliti 
dapat melihat bahwa hubungan yang dijalin antara satu pihak dengan 
pihak yang lain dalam implementasi kebijakan (antar aktor) saling 
bisa memamhami arah tujuan kebijakan, sehingga ketika kepahaman 
telah terjadi maka semua aktor berpartisipasi aktif dalam mendukung 
kebijakan program. Hal ini dapat dilihat dari interaksi antar aktor 
yang saling mendukung, terutama pada stakeholder, yaitu Seksi PLB 
DISPORA DIY. 
e. Hubungan kausalitas sebagaimana dimaksud harus bersifat langsung 
dan hanya memiliki matarantai penghubung yang sedikit. Sesuai 
dengan yang telah diutarakan di atas dapat kita diketahui bahwa 
hungan kausalitas bersifat langsung dan dihubungkan dengan mata 
rantai yang begitu sedikit, sehingga keterpautan antara keduanya  
sangat minim. 
f. Hubungan saling ketergantungan harus kecil. Hal ini jelas dapat 
dilihat ketika pelaksanaan sistem di kelas. 
g. Pemahaman yang mendalam terhadap tujuan kebijakan dan 
kesepakatan terhadap tujuan tersebut. Dalam implementasi kebijakan 
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program di SLB Pembina setiap aktor mampu memahami dengan 
baik adanya tujuan baru yang telah dirumuskan oleh evaluasi 
program sebelumnya. Tujuan ini menjadi titik pokok pelaksanaan 
pembelajaran di kelas, yaitu agar siswa mampu melakukan praktik 
langsung kerja keterampilan. 
h. Tugas-tugas setiap organisasi pelaksana harus terperinci dan 
ditempatkan sesuai dengan urutan secara tepat. Hal ini secara luas 
dijabarkan dalam dokumen tahunan SLB Pembina yang dokumennya 
telah di analisis dengan baik oleh peneliti. Hasil analisis dokumen 
tersebut dapat diketahui bahwa SLB Pembina memiliki catatan yang 
urut dan sistematis dalam pembagian kerja yang begitu berbeda 
dengan sekolah lain, yaitu dengan adanya Wakil Kepala Sekolah 
Bagian Bengkel Kerja dan Wakil Kepala Sekolah bagian Alumni. 
i. Terjadinya kooordinasi dan komunikasi yang sempurna di antara para 
pelaksana. Hal ini telah mampu dilaksanakan, karena terjalinnya 
komunikasi secara integral pada seluruh aktor dalam implementasi 
kebijakan program, yaitu dari DISPORA DIY kepada sekolah, 
sekolah siswa, dan sekolah kepada seluruh masyarakat melalui 
MPMBS. 
Berdasarkan analisis di atas dapat diketahui bahwa pelaksananaan 
kebijakan program keterampilan dengan sistem rombongan belajar telah 
mencapai tujuan yang telah ditentukan yaitu untuk membentuk 
tunagrahita mandiri (dengan pendampingan) berbagai pihak seperti yang 
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telah dikemukakan Tri Mulyani (2000: 15-20) mengatakan bahwa “ada 
beberapa kriteria pemilihan strategi pengajaran misalnya: keterlibatan 
siswa, efisiensi dan efektifitas adalah satu metode yang bisa digunakan 
adalah dengan kerja kelompok.”  
Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa kerja kelompok adalah 
pembagian siswa ke dalam kelompok-kelompok kerja agar pekerjaan 
lebih efektif dan efisiesn. Dalam penelitian ini, peneliti melihat bahwa 
tujuan pelaksanaan kebijakan program keterampilan dengan sistem 
rombongan belajar ini telah dapat berjalan efektif dan efisien meskipun 
masih ditemukan kendala yang menjadi akar permasalahan kebijakan, 
yaitu pada pengelompokan anak tunagrahita yang mampu didik dan 
hanya mampu rawat. Pada kenyataanya dalam beberapa kelas ditemukan 
anak tunagrahita (berat) yang memiliki kelainan ganda 
(hiperaktif/ADHD, autis serta kelainan fisik) sehingga hal ini 
mengganggu proses pembelajaran dalam kelas, misalnya guru 
(keterampilan) kesulitan dalam menanganinya karena terbatasnya 
pengetahuan ke-PLB-an. Kendala inilah yang masih menjadi ‘PR’ 
bersama untuk diselesaikan sekolah bersama stakeholder dan masyarakat 
sehingga kebijakan program keterampilan dengan sistem rombongan 




KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 
dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  
1. Kebijakan pemerintah berkaitan dengan anak berkebutuhan 
khusus di Indonesia menurut perundang-undangan yang berlaku 
diatur dalam Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5,  
kemudian dijabarkan dalam Permendiknas Nomo 22 Tahun 2006 
yang menekankan adanya kebijakan program keterampilan/ 
vokasional. 
2. Kebijakan pemerintah terkait dengan program keterampilan 
untuk SMPLB dan SMALB  dengan Spesifikasi C di Indonesia, 
khususnya di Yogyakakarta yaitu di SLB Pembina Yogyakarta 
telah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Program 
tersebut dilaksanakan sejak tahun 2009 sebagai pilot project 
kebijakan program keterampilan di Indonesia dan telah berubah 
menjadi program sekolah rintisan vokasional bagi tunagrahita 
sejak tahun 2010. Implementasi kebijakan ini difokuskan pada 
SLB Pembina dengan alasan adanya fasilitas yang mendukung 
dan memadai, yaitu dengan adanya bengkel kerja dan asrama 




3. Aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut 
antara lain adalah pihak DISPORA DIY selaku pengambil 
kebijakan tertinggi dan sekolah sebagai pelaksana kebijakakan 
antara lain: Kepala Sekolah, guru keterampilan, guru 
pendamping siswa dari PLB, orang tua, relawan, serta 
masyarakat, khususnya pengusaha yang tergabung dalam sebuah 
perserikatan kerja sama yang bernama Rumah Usaha 
Tunagrahita.  
4. Kebijakan dilaksanakan sejak tahun 2009 sebagai uji coba dan 
mulai ditetapkan sebagai program wajib bagi anak tunagrahita 
pada tahun 2010 di SLB Pembina Yogyakarta. 
5. Implementasi program tersebut di SLB Pembina telah berjalan 
secara efektif dan efisien dilihat dari berbagai faktor antara lain 
hubungan kausalitas antar aktor yang berjalan baik, ketersediaan 
bengkel kerja yang representatif, dan adanya partisipasi yang 
sangat besar dari pemerintah, LSM dan masyarakat luas. 
6. Evaluasi kebijakan tersebut di antaranya adalah pada 
pengelompokan anak tunagrahita yang mampu didik dan hanya 
mampu rawat. SLB Pembina mengikut sertakan keduanya dalam 
kelas keterampilan sehingga terkadang pembelajaran menjadi 
terganggu. Selain itu, pandangan masyarakat yang belum 
menerima hasil kerja/produk tunagrahita dan orang tua yang 
masih menyerahkan pendidikan sepenuhnya kepada sekolah. 
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Selain itu pada kelas yang terlampau besar dibutuhkan tambahan 
tenaga pendidik. Faktor yang mendukung pelaksanaan program 
tersebut adalah adalah partisipasi berbagai pihak, terutama 
masyarakat (pengusaha) yang mau peduli memberikan 
keterampilan bagi para siswa tunagrahita sehingga kebijakan 
pemberian keterampilan dapat berjalan dengan baik. Selain itu 
SLB Pembina memiliki bengkel kerja yang representatif guna 
menyelenggarakan program pemberian keterampilan. Faktor 
penghambat pelaksanaan program adalah kendala-kendala teknis 
dilapangan seperti minimnya kepahaman orang tua dalam 
memahami kemampuan anak sehingga tidak mampu menguasai 
keterampilan yang diberikannya. Hal kedua yang menjadi 
kendala adalah kurangnya tenaga pendidik dalam beberapa 
rombongan belajar yang mengakibatkan pemberian keterampilan  
kurang dapat berjalan secara efektif dan efisien. 
A. Saran  
Kebijakan Pemberian Keterampilan Bagi Siswa 
Berkebutuhan Khusus di SLB Pembina masih memiliki berbagai 
kendala yang akan berdampak sangat signifikan terhadap 
pelaksanaan penyelenggaraan kebijakannya antara lain adalah masih 
kurangnya pemahaman orang tua siswa tentang kemampuan dan 
keterbatasan yang dimiliki oleh siswa sehingga dalam pelaksanaan 
kebijakan ini anak-anak belum mampu optimal belajar karena 
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berbagai keterbatasan yang dimilikinya, akibatnya anak-anak tidak 
mampu secara optimal belajar memperdalam keterampilan (sesuai 
dengan jurusan) yang diambilnya sehingga saran peneliti: 
1. Bagi Kepala Sekolah 
Diharapkan Kepala Sekolah mampu melihat kembali 
permasalahan teknis implementasi kebijakan di kelas yaitu pada 
pengkelasan yang berawal dari diagnosis awal anak. Diharapkan 
diagnosis menjadi kunci utama bagi penempatan anak pada kelas 
rombongan belajar sehingga kendala-kendala berkaitan dengan 
kelainan ganda dapat di atasi dengan baik sehingga pembelajaran 
dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Saran peneliti, perlu 
ditinjau kembali hasil diagnosis anak tunagrahita (berat) dengan 
kelainan ganda pada beberapa kelas, sehingga tidak terdapat 
kesalahan yang berimbas pada seluruh kelas keterampilan dalam 
rombongan belajar terkait.  
2. Bagi guru keterampilan 
Guru diharapkan mampu lebih sabar dalam mendampingi siswa 
dengan keterbatas sumber daya manusia yang belum mencukupi. 
Selain itu diharapkan guru mampu melakukan pembagian kerja 
yang efektif dan efisien sehingga tidak terjadi ketimpangan jam 
kerja dalam sistem rombongan belajar. Selain itu, guru 
keterampilan diharapkan mampu belajar mengenai anak 
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tunagrahita dengan kelainan ganda sehingga guru mampu 
mengatasi anak ketika kelainan tersebut mengganggu aktivitas di 
kelas. 
3. Bagi orang tua 
Diharapkan orang tua mampu mengubah persepsi dan mau ikut 
peduli sepenuhnya dalam pendidikan anak tunagrahita, karena 
tanpa keterlibatan orang tua yang mampu mendukung anak 
sepenuhnya, maka hasil yang akan diraih anak dalam program 
keterampilan akan sangat kecil dan tidak efisien yang nantinya 
anak tidak mampu memahami dengan baik pembelajaran sehingga 
mereka tidak mencapai kemandirian yang diharapkan dari adanya 
tujuan kebijakan. 
4. Bagi masyarakat 
Diharapkan masyarakat mampu memahami keberagaman 
kehidupan bermasyarakat dan turut aktif peduli dalam membina 
anak berkebutuhan khusus, khususnya adalah tunagrahita, selain 
itu dukungan moril materiil sangat diharapkan demi tercapainya 
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PEDOMAN OBSERVASI TERHADAP FORMULASI, 
IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM 
PEMBERIAN KETERAMPILAN DENGAN SISTEM ROMBONGAN 
BELAJAR BAGI SISWA TUNAGRAHITA DI SEKOLAH LUAR 
BIASA PEMBINA YOGYAKARTA 
Pedoman Penggunaan: Deskripsi dan Cheklist 
 
NO ASPEK KETERANGAN 
1. Formulasi Kebijakan 
• Melihat bagaimana kebijakan disusun/ 
dirumuskan oleh pembuat kebijakan yaitu 
Kepala Seksi SLB Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olahraha DIY 
• Melihat bagaimana kebijakan disusun/ 
dirumuskan oleh pembuat kebijakan pada 
tataran sekolah, yaitu pada Kepala Sekolah 
untuk mengetahui sejak kapan pelaksanaan 
kebijakan tersebut, siapa saja aktor 
kebijakan yang terlibat dan bagaimana 
dinamika proses perumusannya 
 




• SLB Pembina 
Yogyakarta 
2. Pelaksanaan/Implemetasi Kebijakan 
Program 
• Melihat bagaimana kurikulum disusun dan 
dikembangkan dengan sistem MPMBS 
berdasarkan Permendiknas No. 22 Tahun 
2006 oleh para guru  
• Melihat bagaimana proses kegiatan belajar 
mengajar yang dilaksanakan pada bengkel 
kerja SLB Pembina Yogyakarta  
• Melihat faktor-faktor yang mempengaruhi 
pelaksanaan kebijakan program pemberian 
keterampilan di masing-masing rombel 
 
 
• Bengkel kerja SLB 
Pembina Yogyakarta  
3. Proses Evaluasi: 
• Melihat bagaimana evaluasi dilakukan serta 
monitoring pelaksanaanya 
• DISPORA 
• SLB Pembina 
4. Struktur dan Manajemen Sekolah 
• Profil Sekolah 
• Struktur organisasi 
• Tujuan/visi dan misi sekolah 
• Sarana dan prasarana 
 
• SLB Pembina 
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PEDOMAN WAWANCARA TERHADAP FORMULASI, 
IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM 
PEMBERIAN KETERAMPILAN DENGAN SISTEM ROMBONGAN 
BELAJAR BAGI SISWA TUNAGRAHITA DI SEKOLAH LUAR 
BIASA PEMBINA YOGYAKARTA 
 
Key Informan : Kepala Seksi SLB DISPORA DIY 
Hari, Tanggal :  
Identitas Responden 
a. Nama   : ___________________________________ 
b. Tempat tanggal lahir : ___________________________________ 
c. Alamat   : ___________________________________ 
d. Pendidikan terakhir : ___________________________________ 
e. Jabatan   : ___________________________________ 
Pertanyaan Wawancara Penelitian Mengenai Kebijakan Program 
Rombongan Belajar Bagi Siswa Tunagrahita di SLB Pembina 
Yogyakarta 
Dalam upaya memperoleh data, penelitian ini menggunakan wawancara 
sebagai metode utama untuk melakukan pengkajian data secara mendalam. 
Berikut ini merupakan  pedoman wawancara yang disifatkan general karena 
adanya keterkaitan di antara variabel sehingga beberapa indikator juga 
ditujukan kepada responden/informan yang  berbeda. 
a. Bagaimanakah kebijakan pemerintah berkaitan dengan Anak 
Berkebutuhan Khusus di Indonesia pada umumnya dan di DIY pada 
khususnya? 
b. Bagaimanakah kebijakan pemerintah terkait dengan program 
keterampilan untuk SMPLB dan SMALB  dengan Spesifikasi C di 
Indonesia, khususnya di Yogyakakarta yaitu di SLB Pembina 
Yogyakarta? 
c. Apakah tujuan dari pengambilan kebijakan tersebut? 
d. Sejak kapan pelaksananaan program tersebut dan bagaimana proses 
monitoringnya dari pihak Dinas Pendidikan DIY? 
e. Siapa sajakah yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut? 
f. Bagaimanakah implementasi program tersebut dilapangan? 
g. Apa saja faktor yang mendukung pelaksanaan program tersebut, baik 
faktor eksternal, maupun faktor eksternal? 
h. Apa saja faktor yang menghambat pelaksanaan program tersebut, 









PEDOMAN WAWANCARA TERHADAP FORMULASI, 
IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM 
PEMBERIAN KETERAMPILAN DENGAN SISTEM ROMBONGAN 
BELAJAR BAGI SISWA TUNAGRAHITA DI SEKOLAH LUAR 
BIASA PEMBINA YOGYAKARTA 
 
Key Informan : Kepala Sekolah SLB Pembina Yogyakarta 
Hari Tanggal  :  
Identitas Responden 
• Nama   : ___________________________________ 
• Tempat tanggal lahir : ___________________________________ 
• Alamat  : ___________________________________ 
• Pendidikan terakhir : ___________________________________ 
• Jabatan  : ___________________________________ 
 
Pertanyaan Wawancara 
Dalam upaya memperoleh data, penelitian ini menggunakan wawancara 
sebagai metode utama untuk melakukan pengkajian data secara mendalam. 
Berikut ini merupakan  pedoman wawancara yang disifatkan general karena 
adanya keterkaitan di antara variabel sehingga beberapa indikator juga 
ditujukan kepada responden/informan yang  berbeda. 
a. Bagaimanakah kebijakan sekolah terkait dengan program 
keterampilan untuk SMPLB, SMALB dab Kelas Khusus  pada 
siswa tunagrahita berkaitan dengan pelaksanaan rombongan belajar? 
b. Mengapa kebijakan tersebut diambil (landasan fiolosofis 
pengambilan kebijakan program sekolah) ? 
c. Apakah tujuan dari pengambilan kebijakan tersebut? 
d. Siapa sajakah aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan 
program tersebut dan bagaimana peran pada masing-masing pihak? 
e. Sejak kapan pelaksananaan program tersebut dan bagaimana proses 
monitoringnya? 
f. Bagaimanakah penyusunan kurikulum dan perangkat pembelajaran 
dalam Kelas Rombongan Belajar? 
g. Dimana sajakah pelaksanaan program tersebut (alasan dan latar 
belakang apa yang menjadi kunci kenapa tempat tersebut dijadikan 
pilihan)? 
h. Bagaimanakah implementasi program tersebut dilapangan? 
i. Bagaimanakah keterlibatan orang tua  
j. Apa saja faktor yang mendukung pelaksanaan program tersebut, baik 
faktor eksternal, maupun faktor eksternal? 
k. Apa saja faktor yang menghambat pelaksanaan program tersebut, 





PEDOMAN WAWANCARA TERHADAP FORMULASI, 
IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM 
PEMBERIAN KETERAMPILAN DENGAN SISTEM ROMBONGAN 
BELAJAR BAGI SISWA TUNAGRAHITA DI SEKOLAH LUAR 
BIASA PEMBINA YOGYAKARTA 
 
Key Informan : Guru Kelas Keterampilan (9 Jurusan 
Rombongan Belajar) 
Hari Tanggal  :   
Identitas Responden 
• Nama   : ___________________________________ 
• Tempat tanggal lahir : ___________________________________ 
• Alamat   : ___________________________________ 
• Pendidikan terakhir : ___________________________________ 
• Jabatan   : ___________________________________ 
 
Pertanyaan Wawancara Penelitian Mengenai Kebijakan Program 
Rombongan Belajar Bagi Siswa Tunagrahita di SLB Pembina 
Yogyakarta  
Dalam upaya memperoleh data, penelitian ini menggunakan wawancara 
sebagai metode utama untuk melakukan pengkajian data secara mendalam. 
Berikut ini merupakan  pedoman wawancara yang disifatkan general karena 
adanya keterkaitan di antara variabel sehingga beberapa indikator juga 
ditujukan kepada responden/informan yang  berbeda. 
 
• Bagaimana proses pembelajaran bersama dalam Kelas Keterampilan 
dengan Rombongan Belajar? 
• Bagaimana kurikulum pembelajaran Kelas Keterampilan dengan 
Rombongan Belajar? 
• Bagaimana proses persiapan pembelajaran di kelas? 
• Bagaimana sistem evaluasi pembelajaran dalam kelas? 
• Apa saja kendala dan masalah yang sering dihadapi guru dalam 
proses belajar mengajar di kelas? 
 
PEDOMAN WAWANCARA TERHADAP FORMULASI, 
IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM 
PEMBERIAN KETERAMPILAN DENGAN SISTEM ROMBONGAN 
BELAJAR BAGI SISWA TUNAGRAHITA DI SEKOLAH LUAR 
BIASA PEMBINA YOGYAKARTA 
 
Key Informan : Orang tua Siswa (dan Komite) 
Hari Tanggal  :  
Identitas Responden 
• Nama   : ___________________________________ 
• Tempat tanggal lahir : ___________________________________ 
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• Alamat  : ___________________________________ 
• Pendidikan terakhir : ___________________________________ 
• Jabatan  : ___________________________________ 
 
Pertanyaan  
Dalam upaya memperoleh data, penelitian ini menggunakan wawancara 
sebagai metode utama untuk melakukan pengkajian data secara mendalam. 
Berikut ini merupakan  pedoman wawancara yang disifatkan general karena 
adanya keterkaitan di antara variabel sehingga beberapa indikator juga 
ditujukan kepada responden/informan yang  berbeda. 
 
• Bagaimana peran orang tua dalam mendampingi dan mensupport 
proses pembelajaran bersama dalam Kelas Keterampilan dengan 
Rombongan Belajar? 
• Bagaimana dampak yang dapat dilihat pada anak ketika anak 
mengikuti pembelajaran Kelas Keterampilan dengan Rombongan 
Belajar? 
• Apa harapan orang tua ketika anaknya belajar di sekolah yang 
menerapkan Kelas Keterampilan dengan Rombongan Belajar? 
 
PEDOMAN WAWANCARA 
PEDOMAN WAWANCARA TERHADAP FORMULASI, 
IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM 
PEMBERIAN KETERAMPILAN DENGAN SISTEM ROMBONGAN 
BELAJAR BAGI TUNAGRAHITA DI SEKOLAH LUAR BIASA 
PEMBINA YOGYAKARTA 
Key Informan : Siswa dan Alumni Tunagrahita yang menjalani Program 
Pemberian Keterampilan di SLB Pembina Yogyakarta 
Hari Tanggal :  
Identitas Responden 
• Nama   : __________________________________ 
• Kelas   : __________________________________ 
Pertanyaan  
Dalam upaya memperoleh data, penelitian ini menggunakan wawancara 
sebagai metode utama untuk melakukan pengkajian data secara mendalam. 
Berikut ini merupakan  pedoman wawancara yang disifatkan general karena 
adanya keterkaitan di antara variabel sehingga beberapa indikator juga 
ditujukan kepada responden/informan yang  berbeda. 
 
• Mengapa kamu mengambil jurusan ini? 
• Apa harapanmu ketika mengikuti kelas rombongan belajar ini? 
• Kesulitan apa yang sering kamu hadapi dalam menerima proses 
pembelajaran di kelas keterampilan 
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PEDOMAN OBSERVASI TERHADAP FORMULASI, 
IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM 
PEMBERIAN KETERAMPILAN DENGAN SISTEM ROMBONGAN 
BELAJAR BAGI SISWA TUNAGRAHITA DI SEKOLAH LUAR 
BIASA PEMBINA YOGYAKARTA 
 
1. Lokasi Penelitian 
a. Letak dan alamat 
b. Luas bangunan dan status bangunan 
c. Kondisi bangunan dan fasilitas 
2. Visi dan misi 
3. Struktur kepengurusan 
4. Keadaan pendidik 
5. Keadaan peserta didik 
6. Pendanaan 
a. Sumber dana 
b. Penggunaan dana 
7. Sarana dan Prasarana 

































1. Melalui Arsip Tertulis 
a. Keterangan Sekolah 
b. Visi dan Misi 
c. Data pendidik  
































































Catatan lapangan I 
Lokasi              : SLB Pembina Yogyakarta 
Hari/Tanggal    : Kamis, 14 Novenmber 2013 
Waktu    : 14.00-15.00 
Responden   : Kepala sekolah SLB Pembina Yogyakarta 
Topik   : Observasi tempat penelitian dan wawancara awal 
tahap2 
Deskripsi  :  
Hari ini adalah hari peneliti melakukan pencarian data tambahan 
pada pihak sekolah setelah sebelumnya peneliti melakukan observasi awal 
pada masa KKN di SLB Pembina Yogyakarta. Wawancara pada hari ini 
digunakan untuk mencari data tambahan berkaitan dengan formulasi 
kebijakan awal program pemberian keterampilan di SLB Pembina 
Yogyakarta, pelaksanaan program, serta evaluasi program yang dilakukan 
kepada Kepala Sekolah SLB Pembina Yogyakarta, yaitu Bapak Rejokirono, 
M. Pd, setelah sebelumnya peneliti membuat janji dengan beliau. Pada saat 
itu sekolah sedang mengalami perombakan tata bangunan, sehingga keadaan 
sekolah tidak teratur. Termasuk pembagian kelas dan ruangan sekolah. 
Selanjutnya peneliti menyerahkan surat izin penelitian kepada pihak 
sekolah untuk secara resmi melakukan penelitian berkaitan dengan 
Kebijakan Program Pemberian Keterampilan di SLB Pembina Yogyakarta 
yang diterima oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Pengajaran. 






Catatan lapangan II 
Lokasi              : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY 
Hari/Tanggal  : Rabu, 20 November 2013 
Waktu    : 08.00-11.30 
Responden   : Kepala Seksi SLB DISPORA DIY 
Topik   : Wawancara  
Deskripsi  : 
  Ini adalah kedua kalinya peneliti datang di DISPORA DIY guna 
melakukan penelitian berkaitan dengan kebijakan program rombongan 
belajar di SLB Pembina Yogyakarta, setelah sebelumnya peneliti datang, 
akan tetapi Kepala Seksi sedang berada di luar kota dalam rangka 
perlombaan SLB se-Indonesia. kedatangan kedua pada saat itu Kepala Seksi 
sedang sangat sibuk karena terdapat agenda di DISPORA, selain itu Kepala 
Seksi kedatangan peninjau (Dikdas) yang kebetulan akan meninjau SLB 
Pembina Yogyakarta. Pada awalnya peneliti tidak dapat mengambil data 
secara langsung kepada Kepala Seksi. Beliau menyerahkan bagian data 
kepada bawahannya karena beliau sangat sibuk. Ketika peneliti 
mewawancarai bawahannya peneliti diminta untuk menemui Pengawas SLB 
saja karena beliau tidak begitu tahu berkaitan dengan kebijakan program. 
 Disaat itulah peneliti pergi pamit merasa putus asa untuk menemui 
Kepala Seksi. Akhirnya peneliti keluar ruangan untuk menenangkan diri, 
hingga Bapak Kepala Seksi menyapa peneliti dan menanyakan data yang 
telah diperoleh. Peneliti mengungkapkan bahwa belum ada data sama sekali 
yang didapatkan. Pada saat itu Kepala Seksi meminta menunggu agar beliau 
sendiri yang memberikan data dan informasinya. Hari itu peneliti 
melakukan pengambilan data langsung kepada Kepala Seksi SLB Pembina 




Catatan lapangan III 
Lokasi              : SLB Pembina Yogyakarta 
Hari/Tanggal  : Senin, 18 November 2013 
Waktu    : 09.00-13.00 
Responden   : Ibu NYV (Guru Rombel Kecantikan) 
Ibu YSP (Guru Rombel Pertanian) 
Topik   : Observasi dan wawancara 
Deskripsi   : 
 Hari ini peneliti kembali melakukan observasi berkaitan dengan 
bagaimana pelaksanaan kebijakan program pada rombongan belajar 
kecantikan dan rombongan belajar pertanian, setelah sebelumnya peneliti 
mengurus surat izin penelitian yang telah didisposisi oleh Wakil Kepala 
Sekolah di Bidang pengajaran.  
 Hari ini peneliti melihat bagaimana proses berlangsungnya kebijakan 
program di kelas kecantikan yang pada saat itu sedang dalam suasana 
pembelajaran tematik menghitung pengeluaran untuk biaya salon 
kecantikan. Peneliti melihat suasana kelas yang dikelompokkan. 
Pengelompokan ini berdasarkan pada tingkat kemampuan siswa yang 
berbeda-beda satu sama lain. siswa dengan kemampuan paling rendah 
ditempatkan pada bagian belakang kelas karena mereka tidak bisa banyak 
belajar seperti kawan-kawannya dikarenakan kemampuan kecerdasan dan 
kemampuan fisiknya yang cenderung lemah. 
 Selanjutnya peneliti melakukan wawancara mendalam kepada guru 
rombongan belajar berkaitan dengan pelaksanaan program dan faktor-faktor 
yang mempengaruhi pelaksanaannya di lapangan. Hari ini diakhiri di kelas 
rombongan belajar pertanian dengan melakukan triangulasi data kepada para 




Catatan lapangan IV 
 
Lokasi              : SLB Pembina Yogyakarta 
Hari/Tanggal  : 19 November 2013 
Waktu    : 10.00-13.00 
Responden  : Ibu LND (Guru Rombel Busana) 
Ibu NV (Guru Rombel Keterampilan Keramik) 
Topik : observasi dan wawancara 
Deskripsi : 
Hari ini peneliti melakukan observasi dan wawancara tentang 
pelaksanaan kebijakan program di rombongan belajar busana serta 
rombongan belajar keramik. Peneliti melakukan pengamatan langsung 
berkaitan dengan keterlibatan masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam 
pemberian keterampilan bagi para siswa tunagrahita. Hari ini peneliti meihat 
seorang pengusaha bernama Ibu FTL yang melatih seorang siswa tugrahita 
(HR) membordir. Kelak, jelas Ibu LND siswa tersebut akan diperjakan di 
perusahaan yang dimiliki oleh Ibu FTL.  
Selanjutnya observasi dan wawancara dilanjutkan ke rombongan 
belajar keramik, yang disana peneliti melihat sistem pembagian kelas yang 
sama dengan kelas kecantikan. Para siswa dibagi menurut kemampuan 
masing-masing dan guru memberikan pembelajaran keterampilan yang 
berbeda-beda. Ibu NV menjelaskan banyak sekali permasalahan kebijakan 
yang dialami olehnya di dalam kelas rombongan belajar. Salah satunya 
dengan kehadiran siswa (B) dalam kelas ini membuat suasana belajar sukar 
untuk dikendalikan, karena siswa tersebut membutuhkan perhatian khusus 




Catatan lapangan V 
 
Lokasi              : SLB Pembina Yogyakarta 
Tanggal  : 27  November 2013 
Waktu    : 10.00-13.00 
Responden  : Bapak SGN 
Topik : observasi dan wawancara 
Deskripsi : 
Hari ini peneliti melakukan observasi dan wawancara tentang 
pelaksanaan kebijakan program di rombongan belajar otomotif. Kelas telah 
usai, karena sekolah sedang dalam masa ujian akhir semester, sehingga jam 
pelajaran bagi para siswa lebih singkat. Hari ini peneliti menemui guru 
keterampilan rombongan belajar otomitif yang sedang belajar bersama 
dengan siswa-siswa tunagrahita. Pada kesempatan tersebut Bapak MR 
menjelaskan bahwa siswa-siswa rombongan belajar kelas otomotif adalah 
siswa-siswa dengan kemampuan yang paling baik sehingga kemampuan dan 
tingkat kematangan mereka jauh lebih siap untuk menerima keterampilan 
yang jauh lebih sulit dibandungkan yang keterampilan yang lainnya. Bapak 
MR juga menjelaskan bahwa di kelas ini telah banyak alumni yang dapat 
bekerja.  
Selanjutnya beliau banyak menjelaskan tentang bagaimana 
pembelajaran dilakukan. Kurikulum disusun secara individual bagi para 
siswa sehingga para siswa memiliki keterampilan berbeda-beda. 
Keterlibatan sekolah dalam membuat anak mandiri sangat besar. Anak-anak 
dengan keterampilan otomotif dibekali peralataan yang bisa dimanfaatkan 
untuk praktek secara langsung di rumah. Hal ini akan melatih anak mandiri 
untuk berusaha di rumah.  
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Catatan lapangan VI 
 
Lokasi              : SLB Pembina Yogyakarta 
Tanggal  : 26 November 2013 
Waktu    : 10.00-13.00 
Responden  : Ibu EN (Guru Rombongan Belajar Tekstil) 
Bapak SYD (Guru Rombongan Belajar Kriya Kayu) 
Topik : observasi dan wawancara 
Deskripsi : 
Hari ini peneliti melakukan observasi dan wawancara tentang 
pelaksanaan kebijakan program di rombongan belajar tekstil dimana siswa 
tunagrahita dibekali keterampilan-keterampilan dasar mengolah kain, seperti 
membatik, mengolah kain jadi menjadi taplak, dan sebagainya. Pada saat 
pertama peneliti ke sana, peneliti melihat praktek langsung pengolahan batik 
yang dilakukan oleh guru pendamping dan siswa. Pelatihan pencelupan 
dilakukan di samping kelas. Ini adalah kali kedua peneliti berada di kelas 
rombongan belajar tekstil. Saat ini para siswa telah pulang lebih awal karena 
tengah diadakan ujian akhir semester. Wawancara mendalam dilakukan 
kepada Ibu EN selaku guru rombongan belajar tekstil sekaligus juga 
pengurus Sentra Pemberdayaan Alumni. Beliau menjelaskan bahwa sekolah 
telah banyak melakukan usaha demi membuat anak-anak dapat mandiri, 
salah satunya adalah dengan didirikannya Rumah Usaha Tunagrahita yang 
pertemuan perdananya akan diadakan besok. Peneliti dipersilakan hadir jika 
ingin melihat launching Rumah Usaha tersebut. 
Observasi  dan wawancara selanjutnya peneliti lakukan pada 
rombongan belajar kayu kepada Bapak SYD selaku guru keterampilan kriya 
kayu. Berdasarkan wawancara dan observasi ini peneliti menemukan 
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banyaknya faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan 
program. Bapak SYD mengeluhkan kurangnya tenaga dalam kelas 
rombongan belajar kriya kayu sehingga kelas menjadi sangat tidak kondusif. 
Hal ini berakibat pada proses pembelajaran yang tidak dapat berjalan secara 
efektif, karena pada dasarnya dalam proses pemberian keterampilan bagi 
siswa keterampilan kayu memerlukan guru pendamping keterampilan yang 
dapat mengawasi secara maksimal pemberlajaran anak-anak. Pada 
perbandingan proporsional adalah satu guru banding tiga siswa, akan tetapi 
di dalam kelas tersebut, Bapak SYD harus mengawasi dan membina belasan 
siswa sekaligus. 
Bapak SYD berharap bahwa hal ini akan dapat segera diselesaikan 
mengingat hal ini akan berimbas pada kegiatan pembelajaran kelas 















Catatan lapangan VII 
Lokasi              : SLB Pembina Yogyakarta 
Tanggal  :  3 Desember 2013 
Waktu    : 10.00-13.00 
Responden  : Ibu YL (Guru Rombel Keterampilan Boga) 
 Orang tua/wali siswa(sejumlah 3 orang) 
Topik : observasi dan wawancara 
Deskripsi : 
Hari ini peneliti melakukan observasi dan wawancara tentang 
pelaksanaan kebijakan program di rombongan belajar keterampilan boga. 
Peneliti melihat situasi kelas layaknya dapur umum, karena memang kelas 
digunakan untuk praktek memasak. Ibu YL selaku guru keterampilan boga 
menjelaskan bahwa di dalam kelas boga, anak-anak tunagrahita dididik 
untuk dapat menguasai keterampilan memasak untuk keperluan sehari-hari 
saja, tidak bisa muluk-muluk, karena keterbatasan pengetahuan dan 
kemampuan anak-anak tunagrahita, seperti menanak nasi, membuat 
gorengan, atau membuat masakan sederhana yang kiranya anak-anak dapat 
menguasai serta dapat dipraktekkan di rumah dengan peralatan yang mereka 
miliki, sehingga keterampilan yang diajarkan benar-benar dapat digunakan 
secara maksimal kelak bagi kehidupan mereka. Sekali waktu siswa 
diajarkan bagaimana menjual barang dagangan, seperti gorengan yang dijual 
seharga lima ratus rupiah di kompleks sekolah.Wawancara selanjutnya 
peneliti lakukan kepada para orang tua yang anak-anaknya telah memasuki 
kelas rombongan belajar. Hari ini peneliti mewawancarai tiga orang wali 
siswa yang anak-anaknya sedang mengikuti kelas drum band. Wawancara 
dilakukan secara singkat kepada ketiga wali berkaitan dengan partisipasi 





Catatan lapangan VIII 
Lokasi              : SLB Pembina Yogyakarta 
Tanggal  :  4 Desember 2013 
Waktu    : 08.00-11.00 
Responden  : Ibu HR (Ketua Komite Siswa SLB Pembina 
Yogyakarta) 
Orang tua/wali siswa sebanyak 2 orang 
Siswa dan Alumni Kelas Keterampilan  
Topik : observasi dan wawancara 
Deskripsi : 
Hari ini peneliti melakukan observasi dan wawancara tentang 
bagaimana partisipasi orang tua dalam pelaksanaan kebijakan pemberian 
keterampilan di SLB Pembina Yogyakarta kepada Ketua Komite Siswa, Ibu 
HR. Hari ini Ibu HR menceritakan tentang peran besar orang tua dalam 
pendidikan anak berkebutuhan khusus, khususnya pada anak-anak 
tunagrahita. Ibu HR mengatakan bahwa peran orang tua sangat berpengaruh 
bagi keberhasilan penguasaan materi pada pembelajaran kelas keterampilan. 
Orang tua, baik ayah maupun Ibu harus mampu ‘satu paket’ dalam 
memberikan pendidikan khusus bagi anak, karena dengan begitu akan dapat 
ditemukan kunci permasalahan bagi anak yang bisa dapat berupa terapi 
kesehatan, perawatan, dan yang terbaik adalah dapat mendampingi proses 
pelatihan pada anak tunagrahita. 
Selanjutnya peneliti melakukan wawancara pada siswa dan alumni 
untuk mengetahui apa yang saja faktor pendukung dan penghambat 




Catatan lapangan IX 
Lokasi              : SLB Pembina Yogyakarta 
Tanggal  :  4 Desember 2013 
Waktu    : 10.00-13.00 
Responden  : Bapak MHD 
Topik : observasi dan wawancara 
Deskripsi : 
Hari ini peneliti melakukan observasi dan wawancara tentang 
pelaksanaan kebijakan program rombongan belajar pada keterampilan TIK 
(Komputer) dengan Bapak MHD selaku guru keterampilan. Pada 
kesempatan ini Bapak MHD menerangkan dengan jelas apa yang dimaksud 
dengan sistem rombongan belajar dan beberapa kendala yang dihadapi di 
kelas dalam kelas keterampilan komputer. Kendala yang dihadapi adalah 
terdapat salah satu siswa yang belum bisa dikondisikan sama dengan teman-
temannya sehingga keberadaannya cenderung mengganggu pelaksaan 
kegiatan belajar mengajar dalam kelas rombongan belajar TIK. Hal ini 
dikarena belum adanya pengertian antara orang tua dan guru berkaitan 
dengan hasil diagnosis kemampuan anak. 
Selanjutnya Bapak MHD memberikan kesempatan pada penulis jika 
sewaktu-waktu penulis ingin melihat secara langsung bagaimana 
penyelenggaraan pembelajaran di kelas tersebut. Dalam pengamatan 
tersebut, penulis melihat bahwa terdapat satu anak yang harus dikondisikan 






Catatan lapangan X 
Lokasi              : SLB Pembina Yogyakarta 
Tanggal  : 28 Januari 2014 
Waktu    : 11.30-12.30 
Responden  : Bapak RJK 
Topik : observasi dan wawancara 
Deskripsi : 
Hari ini peneliti ke sekolah untuk mengurus surat keterangan telah 
melakukan pengambilan data, melakukan wawancara terakhir sebagai 
tambahan kepada kepala sekolah berkaitan dengan peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang Sekolah Luar Biasa Pembina Yogyakarta 
karena masih terdapat data berkaitan dengan peraturan kebijakan yang 
masih kurang. Selanjutnya peneliti bertanya tentang data monitoring 
program. Bapak RJK menjelaskan bahwa biasanya monitoring dilakukan 
secara kualitatif dan data kuantitatif seperti angket langsung di bawa oleh 
pihak yang memonitor. Monitoring biasanya berkaitang dengan 
permasalahan-permasalahan teknis dan kendala yang dihadapi sekolah yang 
digunakan sebagai bahan untuk mengambil kebijakan bagi pemerintah atau 
hanya sekedar bahann informasi saja, misalnya berkaitan dengan 
penggunaan keuangan untuk beasiswa, dll. 
Selanjutnya Bapak RJK menjelaskan tata kelola sekolah yang diatur 
oleh Direktoran Jendral Pendidikan Dasar Direktorat Pembinaan Pendidikan 
Khusus dan Layanan Khusus (PKLK Dikdas) dan Direktorat Pendidikan 
Menengah  Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus 
(PKLK Dikmen) yang mengatur penyelenggaraan SLB Pembina selama ini. 


























CATATAN  WAWANCARA KEBIJAKAN PROGRAM PEMBERIAN 
KETERAMPILAN DENGAN SISTEM ROMBONGAN BELAJAR 
BAGI SISWA TUNAGRAHITA DI SEKOLAH LUAR BIASA 
PEMBINA YOGYAKARTA 
a) Key Informan : Kepala Seksi SLB DISPORA DIY 
b) Hari, Tanggal : 29 November 2013(10:30WIB) 
c) Identitas Responden 
• Nama               : PWD 
• Jabatan   : Kepala Seksi SLB DISPORA DIY 
d) Pertanyaan Wawancara Penelitian Mengenai Kebijakan Program 
Rombongan Belajar Bagi Siswa Tunagrahita di SLB Pembina 
Yogyakarta 
 
• Bagaimanakah kebijakan pemerintah berkaitan dengan Anak 
Berkebutuhan Khusus di Indonesia pada umumnya dan di DIY pada 
khususnya? 
Jawab: 
“Kami itu, Dispora DIY kaitannya dengan ABK semua telah 
terakomodir, semua telah bisa dilaksanakan dari sekolah yang 
utama, yaitu SLB Pembina sebagai contoh untuk semua SLB. Untuk 
yang terbaru yaitu SLB Muhammadiyah Gamping yang baru berdiri 
1 tahun saja, jika kaitannya dengan life skill semuanya sudah. 
Semua kebijakan dari pusat kami sudah bisa melaksanakannya. 
Bahkan Jogja, sebagai pusat study banding Pusat yang paling 
berhasil.” 
 
• Bagaimanakah kebijakan pemerintah terkait dengan program 
keterampilan untuk SMPLB dan SMALB  dengan Spesifikasi C di 
Indonesia, khususnya di Yogyakakarta yaitu di SLB Pembina 
Yogyakarta? 
Jawab: 
“Karena SLB pembina itu, sesuai dengan namanya adalah 
“pembina” maka sekolah itu merupakan percontohan dari SLB. 
Kaitannya dengan pembinaan sekolah itu TK, SD, SMP, SMA/K itu 
ada di kabupaten kota yang dibina oleh provinsi oleh DISPORA 
DIY. Semua telah bisa dilaksanakan. Karena apa? (karena) semua 
terfokus di sana, hingga anak-anak asramapun disiapkan, terus 
bengkelnya juga lengkap ada bengkel motor, mobil, kayu, dan 
sebagainya.” 
 




“Jadi, tujuan akhir dari pendidikan anak Luar Biasa kecuali tuna 
netra, yang endingnya itu untuk keterampilan, jadi anak-anak itu bisa 
mandiri, yang paling pokok itu seperti yang C, tunagrahita dengan 
kekurangan yang tidak mampu itu, akhirnya kemandirian itu.” 
 
• Sejak kapan pelaksananaan program tersebut dan bagaimana proses 
monitoringnya dari pihak Dinas Pendidikan DIY? 
Jawab: 
“Jadi kami itu ada program yang pembinaannya ke sekolah dan 
sekolah itu sudah melaksanakannya. Program tersebut ada sejak 
sekolah itu ada. Untuk monitoringnya itu kami akhir tahun 
mengadakan monitoring. Kecuali monitoringnya dari kita, dari 
pusatpun, dari Direktorat Pembinaan PLPK Dikdas itu juga 
memonitoring.” 
 
• Siapa sajakah yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut? 
Jawab: 
“Ya semua unsur. Jadi kalau kita untuk pelaksanaanya itu disekolah, 
terus yang di Dinas DISPORA DIY Seksi PLB itu seksi yang 
menangani sekolah PLPK (sekolah Berkebutuhan Khusus) dari yang 
tingkatan TK hingga SMA.” 
 
• Bagaimanakah implementasi program tersebut dilapangan? 
Jawab: 
“Alhamdulillah seperti yang sudah saya sampaikan, dilapangan itu 
justru Yogyakarta sebagai percontohan.” 
 
• Apa saja faktor yang mendukung pelaksanaan program tersebut, baik 
faktor eksternal, maupun faktor eksternal? 
Jawab: 
“Jadi alhamdulillah teman-teman kami yang ada di sini, dan 
pengawas yang selalu pembinaan kesana untuk mendukung 
pelaksanaan, kita di sini juga menguasai tentang ke-PLB-an. Untuk 
faktor eksternal kami juga memprogramkan sosialisasi PKLK. Pada 
orang tua sekitar itu yang putra-putrinya utu berkebutuhan khusus 
dalam artian lambat belajar segera beliau tahu, terus segera berminat 
untuk memasukkan ke sekolah itu.” 
 
• Apa saja faktor yang menghambat pelaksanaan program tersebut, 
baik faktor eksternal, maupun internal? 
Jawab: 
“Kita itu bisa dikatakan beluam meratanya sekolah. Hambatanya ya 
itu, masih sulitnya tranfer. Misalnya yang ada di Rongkop sudah 
didirikan, tetapi masih jauh untuk transportnya. Sementara 
asramanya belum ada. Kalau mungkin kedepannya, kalau ada 
asrama, anak bisa tinggal di situ. 
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CATATAN  WAWANCARA TENTANG FORMULASI, 
IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM KEBIJAKAN 
PROGRAM PEMBERIAN KETERAMPILAN DENGAN SISTEM 
ROMBONGAN BELAJAR BAGI SISWA TUNAGRAHITA DI 
SEKOLAH LUAR BIASA PEMBINA YOGYAKARTA  
 
a) Key Informan : Kepala Sekolah SLB Pembina Yogyakarta 
b) Hari Tanggal : 24 November 2013 
c) Identitas Responden 
• Nama   : RJK 
• Jabatan  : Kepala Sekolah SLB Pembina 
d) Pertanyaan Wawancara Penelitian Mengenai Kebijakan Program 
Rombongan Belajar Bagi Siswa Tunagrahita di SLB Pembina 
Yogyakarta  
• Bagaimanakah kebijakan sekolah terkait dengan program 
keterampilan untuk SMPLB, SMALB dab Kelas Khusus  pada 
siswa tunagrahita berkaitan dengan pelaksanaan rombongan belajar? 
Jawab: 
“Kebijakan kami sebenarnya berasal dari evaluasi bahwa lulusan 
SLB itu masih nol. Tingkat kemandiriannya itu masih rendah sekali. 
Sementara kita sepakat bahwa anak-anak tunagrahita ketuntasan 
belajarnya tidak diukur dari indikator akademik di sekolah saja, 
tetapi diukur dari kemandiriannya di masyarakat. Sehingga kami 
membuat kebijakan yang fundamental, tetapi ini sangat mendasar, 
jadi ini tetap ‘nyantol’ dengan aturan-aturan sesuai dengan 
Permendiknas No. 22 tahun 2006, itu jelas di sana bahwa struktur 
kurikulum itu anak SMPLB dan SMALB untuk anak C1 20 JPL dan 
24 JPL itu sekitar 60-70% itu tidak ada alasan lain harus segera 
diimplementasikan bahwa dalam pembelajaran itu harus lebih banya 
keterampilannya vokasional sehingga anak-anak setelah lulus bisa 
mandiri.” 
 
• Mengapa kebijakan tersebut diambil (landasan fiolosofis 
pengambilan kebijakan program sekolah) ? 
Jawab: 
“Anak-anak tunagrahita itu memiliki keterbatasan dalam hal 
mentransfer ilmu di sekolah di bawa ke tengah-tengah masyarakat 
itu sulit. Kemudian juga anak-anak kesulitan, dianggap 
sukses/berhasil di sekolah belum tentu bisa membawa hal itu ke 
tengah-tengah masyarakat sehingga kami bentuk pola-pola 
pembelajaran yang harus sudah bersentuhan dengan kehidupan 
masyarakat. Jadi dalam pembelajaran kami tidak hanya sekedar 
pembelajarn keterampilan tetapi bagaimana keterampilan itu 
keterampilan yang mempunyai nilai jual. Produk itu memang 
menjadi kebutuhan masyarakat. Baru itu kami bawa ke ranah 
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pembelajaran kami. Dan di dalam proses itu kami sudah melibatkan 
banyak pihak termasuk masyarakat dalam rangka menanamkan 
bahwa di dalam pendidikan anak tunagrahita harus ada yang konkret 
dan riil. Dan itu diharapkan itulah masyarakat yang sebenarnya. Di 
situ anak-anak nanti jangan kesannya ini di sekolah lalu nanti masuk 
ke kotak lain, kotak masyarakat yang berbeda. Jadi bagaimana 
sekolah itu menjadi miniatur sederhana.” 
 
• Apakah tujuan dari pengambilan kebijakan tersebut? 
Jawab: 
“Poin-poin penting kami menanamkan skill anak-anak tadi bisa 
menjadi trampil tapi tidak sekedar trampil. Keterampilannya itu 
nyambung dengan kebutuhan masyarakat. Selama ini tidak. Selama 
ini anak-anak hanya asik, hanya dinilai pinter, hanya dinilai sukses 
di dalam sekolahnya saja, tetapi kami harus bongkar pada sekolah 
kita supaya anak-anak dibawa ke tengah-tengah masyarakat. 
Disitulah masyarakat banyak kita libatkan di lingkungan sekolah kita 
untuk proses pembelajaran.” 
 
• Siapa sajakah aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan 
program tersebut dan bagaimana peran pada masing-masing pihak? 
Jawab: 
“Yang jelas Kepala Sekolah sebagai pengambil kebijakan pasti 
bertangung jawab penuh. Kemudian Kepala Sekolah tidak akan bisa 
berjalan tanpa keterlibatan orang lain. Nah, orang lain itu yang 
pokok, karena ini sudah wilayah keterampilan maka kami 
memberdayakan guru-guru keterampilan yang di sana nanti di bawah 
Ibu Eny Kusumawati selaku manajer sentra ataupun Wakil Kepala 
Sekolah(WKS) Wilayah Bengkel Kerja. WKS kita ada lima selain 
pengajaran, kesiswaaan, sarpras, humas, karena keterampilan 
dianggap penting maka ada WKS Bengkel Kerja atau Urusan 
Keterampilan. Kemudian selain itu orang tua jelas pasti karena anak-
anak itu pulangnya kepada orang tua. Tidak kemana-mana. 
Kemudian tentunya masyarakat dalam hal ini masyarakat kami 
masih fokus kepada pengusaha. Kenapa pengusaha? Karena ini 
terkait dengan produk. Produk terkait bagaimana bisa dijual. 
Bagaimana bisa menjadi uang. Kami, guru-guru akan terbatas pada 
pengajaran, pada pendidikan. Tapi kalau pengusaha ini sudah konsep 
berpikirnya adalah bagaimana mencari uang. Jadi manajemennya 
adalah manajemen usaha, jadi kami kolaborasikan. 
Jadi, kita itu ada sekolah ada yayasan. Nah pada kesempatan ini kita 
berdayakan yayasan bersama sekolah untuk menyiasati atau untuk 
strategi pengembangan usaha ini supaya tidak keliru: sekolah kok 
menjadi bisnis. Maka yayasan dan sekolah itu membentuk sebuah 
wadah dalam rangka mengembangkan unit produksi anak-anak ini. 
Pernah kami cetuskan waktu itu koprasi wirausaha untuk anak-anak 
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tunagrahita. Sekarang yang kita rintis adalah Rumah Usaha 
Tunagrahita. Jadi diharapakan rumah itu bisa menjadi wadahnya 
anak-anak ini yang sebenarnya anak-anak itu trampil tetapi tidak 
diwadahi, mereka tidak bisa exist di tengah-tengah masyarakat. 
Disinilah pihak sekolah sebagai konsultan, kemudian pihak yayasan 
tadi, ada aktifis-aktifis, relawan-relawan di sana, kemudian pihak 
ketiga dalam masyarakat yang saya bidik adalah pengusaha.” 
 
• Sejak kapan pelaksananaan program tersebut dan bagaimana proses 
monitoringnya? 
Jawab: 
“Program ini dilaksanakan sejak saya pindah kesini, yaitu pada 
tahun 2009 mulai dilaksanakan.” 
 
• Bagaimanakah penyusunan kurikulum dan perangkat pembelajaran 
dalam Kelas Rombongan Belajar? 
Jawab: 
“Kalau Saya tetap bermain di tengah. Jadi antara lapangan dan 
aturan kami ambil dua-duanya. Di aturan juga sebenarnya juga sudah 
berpihak, saya sebut tadi di Permen 22 tahun 2006 itu jelas disana 
bahwa pembelajaran untuk anak tunagrahita itu sifatnya individual. 
Jadi kurikulumnya tidak distandarkan, (kurikulumnya) berangkat 
dari anak itu sendiri. Anak itu di assesment, dari hasil assesment 
kebutuhannya apa, baru ditentukan tujuannya.  Setelah tujuannya 
jelas baru ditentukan proses. Dalam proses ini kan butuh materi, 
butuh kurikulum. Nah, baru di sini guru menyusun. Kurikulum 
tunagrahita adalah sangat individual. Jikapun ada dokumen yang 
dikeluarkan pemerintah itu hanya sebagai acuan.” 
 
• Dimana sajakah pelaksanaan program tersebut (alasan dan latar 
belakang apa yang menjadi kunci kenapa tempat tersebut dijadikan 
pilihan)? 
Jawab: 
“Di sekolah, akan tetapi yang paling utama adalah di masyarakat.” 
 
• Bagaimanakah implementasi program tersebut dilapangan? Apa saja 
faktor yang mendukung pelaksanaan program tersebut, baik faktor 
eksternal, maupun faktor eksternal? Apa saja faktor yang 
menghambat pelaksanaan program tersebut, baik faktor eksternal, 
maupun internal? 
Jawab: 
“Kalau dalam pelaksanaannya wajar ya kalau banyak kendala, 
contohnya dalam hal pelaksanaan. Contohnya dalam pengkelasan, 
yang biasanya dalam kelas sekarang setiap hari berada di ruang 
keterampilan. Penyesuaian ke guru-guru, kemudian penilaian. Dulu 
pernah penilaian itu distandarkan, dibuat bersama. Sedangkan 
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pembelajarannya kan tidak sama, berbeda. Ada ujian tertulis 
dengan soal 40-50. Sementara pembelajaran selama ini tidak 
tertulis saja. anak justru banyak praktek-praktek. Sehingga 
penilaian ini juga harus kami rubah. Itu juga perlu penanaman 
perubahan ini. Perlu waktu. Jadi, dalam waktu satu tahun itu 
sifatnya kami lempar program ini, silakan guru ada yang setuju ada 
yang tidak setuju, silakan kami masih beri kelonggaran.  
Tetapi tahun kedua kami mulai tegas bahwa arahnya kesitu, tapi 
guru biar merasakan dulu. Tapi sekarang sudah kecil sekali 
permasalahan yang timbul bahwa guru-guru, orang tua juga 
menyatakan bahwa, dengan program ini lebih nyaman, lebih pas. 
Mendekati kebutuhan. Apalagi sudah ada titik terang, beberapa 
siswa sudah bekerja di bursa batik. Dan anak-anak yang berada di 
tempat-tempat kerja itu tidak kita lepas begitu saja. Tetapi tetap 
dalam kontrol sekolah dalam memonitoring kita, dan melalui tadi, 
Rumah Usaha Tunagrahita. 
Kalau kendala di masyarakat, bukan masalah setuju atau tidak 
setuju. Tetapi ini proses. Karena masyarakat selama ini belum 
banyak dilibatkan dalam proses pembelajaran, sehingga masyarakat 
tidak tahu. Bukan salahnya masyarakat, tetapi sekolah yang belum 
banyak berbuat untuk masyarakat. Pembelajaran itu tidak mutak 
dilaknakan di sekolah, tetapi silakukan di tengah-tengah 
masyarakat. Maka kita punya tempat di Wiyoro itu, adalah tempat 
pembelajaran di tengah-tengah masyarakat. Sehingga, harapan kita 
ke depan, anak-anak ini menjadi bagian masyarakat. Selama ini kan 
belum. Masyarakat harus memiliki tanggung jawab atas anak-anak 
ini karena anak-anak ini adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa, 
diberikan kepada kita sebagai ujian juga bagaimana kita sebagai 
ujian. Dan harapan kita masyarakat merasakan ada anak-anak 
berkebutuhan khusus yang perlu diperhatikan. Jangan diabaikan. 
Banyak kendala yang dihadapi, contoh riil kita sudah susah payah 
membuat anak menjadi trampil, tetapi orang tua belum menghargai. 
Dari luar juga, masih memandang sebelah mata dari anak-anak kita 
itu, karena belum paham saja. tetapi kami sedang mencari peluang 
melalui pengusaha. Juga diharapkan peraturan pemerintah yang 1% 
pekerja adalah ABK itu benar-benar diterapkan oleh perusahaan. 
Titik pusatnya adalah pada budaya masyarakat. Misalnya dengan 
adanya sekolah inklusi, dirasakan kehadiran anak ini masih 
mengganggu. Secara riil pada dasarnya sudah terjadi perubahan, 
bisa membawa anak menuju kemandirian. Kemandirian di sini 
tentu dalam tanda petik, kemandirian yang masih didampingi orang 
lain.” 
 




“Orang tua jelas terlibat dalam pelaksanaan program. Karena waktu 
anak-anak lebih banyak dihabiskan bersama dengan keluarga.” 
CATATAN  WAWANCARA TENTANG FORMULASI, 
IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM KEBIJAKAN 
PROGRAM PEMBERIAN KETERAMPILAN DENGAN SISTEM 
ROMBONGAN BELAJAR BAGI SISWA TUNAGRAHITA DI 
SEKOLAH LUAR BIASA PEMBINA YOGYAKARTA  
Key Informan : Guru Kelas Keterampilan Kecantikan  
Hari Tanggal  :   
Identitas Responden 
• Nama   : Ibu NYMN 
• Tempat tanggal lahir : ___________________________________ 
• Alamat   : ___________________________________ 
• Pendidikan terakhir : ___________________________________ 
• Jabatan   : ___________________________________ 
Pertanyaan 
• Bagaimana proses pembelajaran bersama dalam Kelas Keterampilan 
dengan Rombongan Belajar? 
Jawab: 
Kalau kelas saya disesuaikan dengan kemampuan siswa, tidak 
perkelas lagi, ada kurikulum tersendiri bagi masing-masing siswa. 
• Bagaimana kurikulum pembelajaran Kelas Keterampilan dengan 
Rombongan Belajar? 
Jawab: 
Kurikulum kita susun dilihat dari kemampuan awal peserta didiknya 
disesuaikan dengan kematangan sisiwa dan kecenderungan 
individual. RPP dibuat sebagai panduan progress report. 
• Bagaimana proses persiapan pembelajaran di kelas? 
Jawab: 
Persiapan setian harinya, teori sebagai penunjang, karena pada 
dasarnya anak-anak belajar dari melihat. 
• Bagaimana sistem evaluasi pembelajaran dalam kelas? 
Jawab: 
Jadi kalau dari bidang pengajaran memang ada tes prestasi belajar 
pada setiap semesternya, itupun juga untuk soal kita hanya 
menentukan jumlahnya yang sama, tapi kondisi bentuk soalnya tetap 
disesuaikan dengan masing-masing anak. 
• Apa saja kendala dan masalah yang sering dihadapi guru dalam 
proses belajar mengajar di kelas? 
Jawab: 
Kendala masing-masing anak begitu berbeda dan jumlahnya banyak. 
Kalau disini kebanyakan pada kendala kesehatan. 
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CATATAN  WAWANCARA TENTANG FORMULASI, 
IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM KEBIJAKAN 
PROGRAM PEMBERIAN KETERAMPILAN DENGAN SISTEM 
ROMBONGAN BELAJAR BAGI SISWA TUNAGRAHITA DI 
SEKOLAH LUAR BIASA PEMBINA YOGYAKARTA  
Key Informan : Guru Kelas Keterampilan Pertanian 
Hari Tanggal  :   
Identitas Responden 
• Nama   : Ibu PRM 
• Tempat tanggal lahir : ___________________________________ 
• Alamat   : ___________________________________ 
• Pendidikan terakhir : ___________________________________ 
• Jabatan   : ___________________________________ 
Pertanyaan 
• Bagaimana proses pembelajaran bersama dalam Kelas Keterampilan 
dengan Rombongan Belajar? 
Jawab:  
Dalam kelas keterampilan pertanian, ada 3 hari dalam satu minggu 
yang kita gunakan untuk ke lapangan dan 3 hari khusus dengan 
tematik dalam kelas. Seperti menanam banyam, kangkung dan 
sebagainya. Setelah dari lapangan, siswa menganalisis perkembangan 
tanaman, sehingga mereka dapat praktek secara langsung. Jika terlalu 
banyak teori anak tidak bisa. 
• Bagaimana kurikulum pembelajaran Kelas Keterampilan dengan 
Rombongan Belajar? 
Jawab: 
Itu tergantung pada kemampuan anak dan perkembangan kemampuan 
anak yang berbeda-beda, jadi itu disesuaikan. Kita memaksimalkan 
potensi terbaik dari anak. Analsis kebutuhannya sendiri-sendiri. 
• Bagaimana proses persiapan pembelajaran di kelas? 
Jawab: 
Dari RPP dan silabus, misalnya pelajaran menanam bayam, 
pembelajarannya dibuat berulang-ulang. 
• Bagaimana sistem evaluasi pembelajaran dalam kelas? 
Jawab: Sistem evaluasi ada tertulis, ada praktek. Tertulis ada 30% 
yang berisi pengetahuan sederhana, 70% berisi praktek, jika itu 
tematiknya pertanian. 
• Apa saja kendala dan masalah yang sering dihadapi guru dalam 
proses belajar mengajar di kelas? 
Jawab:  





CATATAN  WAWANCARA TENTANG FORMULASI, 
IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM KEBIJAKAN 
PROGRAM PEMBERIAN KETERAMPILAN DENGAN SISTEM 
ROMBONGAN BELAJAR BAGI SISWA TUNAGRAHITA DI 
SEKOLAH LUAR BIASA PEMBINA YOGYAKARTA  
Key Informan : Guru Kelas Keterampilan Busana 
Hari Tanggal  :   
Identitas Responden 
• Nama   : LND 
• Tempat tanggal lahir : ___________________________________ 
• Alamat   : ___________________________________ 
• Pendidikan terakhir : ___________________________________ 
• Jabatan   : ___________________________________ 
Pertanyaan  
• Bagaimana proses pembelajaran bersama dalam Kelas Keterampilan 
dengan Rombongan Belajar? 
Jawab: 
Pembelajarannya mulai dari kelas 7 hingga kelasn 12 itu berada 
dalam 1 kelas yang sama tetapi kurikulum satu anak dengan anak 
yang lainnya itu berbeda-beda. 
• Bagaimana kurikulum pembelajaran Kelas Keterampilan dengan 
Rombongan Belajar? 
Jawab: 
Kurikulum menggunakan pendekatan personal/individu. Jadi 
meskipun dalam satu kelas yang sama, kurikulum satu anak dengan 
anak yang lainnya itu berbeda-beda.  
• Bagaimana proses persiapan pembelajaran di kelas? 
Jawab: 
Kalau persiapannya dari awal, anak-anak belajar klasikal bersama. 
Kita kasih prolognya dulu. Lalu nanti kalau sudah praktek sendiri-
sendiri. 
• Bagaimana sistem evaluasi pembelajaran dalam kelas? 
Jawab:  
Sistem evaluasinya sendiri-sendiri, karena materinya sendiri-sendiri. 
• Apa saja kendala dan masalah yang sering dihadapi guru dalam 
proses belajar mengajar di kelas? 
Jawab: 
Jadi, di sini kan ada 12 anak tunagrahita, kalau dibandingkan dengan 
sekolah umum kan sedikit, tetapi karena di sini SLB, 12 anak dengan 
12 karakter yang berbeda-beda. Jika ada salah satu guru saja yang 
tidak hadir, maka timbulah permasalahan di sana, karena anak-anak 




CATATAN  WAWANCARA TENTANG FORMULASI, 
IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM KEBIJAKAN 
PROGRAM PEMBERIAN KETERAMPILAN DENGAN SISTEM 
ROMBONGAN BELAJAR BAGI SISWA TUNAGRAHITA DI 
SEKOLAH LUAR BIASA PEMBINA YOGYAKARTA  
Key Informan : Guru Kelas Keterampilan Keramik 
Hari Tanggal  :   
Identitas Responden 
• Nama   : Ibu NV 
• Tempat tanggal lahir : ___________________________________ 
• Alamat   : ___________________________________ 
• Pendidikan terakhir : ___________________________________ 
• Jabatan   : ___________________________________ 
Pertanyaan 
• Bagaimana proses pembelajaran bersama dalam Kelas Keterampilan 
dengan Rombongan Belajar? 
Jawab: 
Kalau di kelas keterampilan keramik itu anak-anaknya digabung 
menjadi satu, karena kemampuan anak-anak itu berbeda-beda, kalau 
rombel itu kan pelajarannya digabung sama praktek, jadi 
pelajarannya sendiri-sendiri. mungkin kalau di samakan RPP silabus 
nanti jadinya gak nyambung. Anak-anak di arahkan sesuai dengan 
potensinya apa, mereka sukanya apa, fleksibel sekali. 
• Bagaimana kurikulum pembelajaran Kelas Keterampilan dengan 
Rombongan Belajar? 
Jawab:  
Jadi kurikulum kita bikin sendiri, menyesuaikan dengan kemampuan 
anak-anak, tapi biasanya kita sesuaikan yang ringan. Tapi itu sampai 
ke lapangan juga susah ketika harus disesuaikan dengan anak. Untuk 
menyesuaikannya kita punya catatan harian perkembangan anak. RPP 
dan dokumen memang ada. Tetapi menyesuaikan dengan 
kesinambungan anak. 
• Bagaimana proses persiapan pembelajaran di kelas? 
Jawab: 
Persiapan tiap harinya masing-masing anak kita kelompokkan sesuai 
dengan kemampuannya masing-masing lalu diberikan pelajaran yang 
disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Dalam kelas ini 
di kelompokkan tiap kemampuan yang dibagi masing-masing per 
meja dan ditangani oleh guru yang berbeda. Untuk anak-anak yang 
benar-benar tidak memiliki kemampuan juga ada di sini, di 
kelompokkan tersendiri. 




Sistem evaluasi tetap dilakukan, tetapi yang paling utama adalah 
dengan catatan harian perkembangan siswa sebagai report keseharian 
bagi siswa. 
• Apa saja kendala dan masalah yang sering dihadapi guru dalam 
proses belajar mengajar di kelas? 
Jawab:  
Kendala dan masalah yang dihadapi masing-masing anak rata-rata 
berbeda. Tetapi untuk kelas ini, dengan jumlah anak yang begitu 
banyak maka permasalahan menjadi kompleks. Apalagi ada anak 
yang cenderung merusak dan mengganggu temannya. Hal ini 
membuat kelas tidak kondisional. 
CATATAN  WAWANCARA TENTANG FORMULASI, 
IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM KEBIJAKAN 
PROGRAM PEMBERIAN KETERAMPILAN DENGAN SISTEM 
ROMBONGAN BELAJAR BAGI SISWA TUNAGRAHITA DI 
SEKOLAH LUAR BIASA PEMBINA YOGYAKARTA  
Key Informan : Guru Kelas Keterampilan Tekstil 
Hari Tanggal  :   
Identitas Responden 
• Nama   : Ibu EN 
• Tempat tanggal lahir : ___________________________________ 
• Alamat   : ___________________________________ 
• Pendidikan terakhir : ___________________________________ 
• Jabatan   : ___________________________________ 
Pertanyaan 
• Bagaimana proses pembelajaran bersama dalam Kelas Keterampilan 
dengan Rombongan Belajar? 
Jawab: 
Untuk kelas tekstil untuk rombongan belajar akademiknya kan 
tematik dengan dibuat rombongan belajar anak-anak SMP-SMA 
sudah masuk full di kelas keterampilan sehingga akademiknya sudah 
di tematikkan ke arah keterampilan masing-masing, sesuai aturan 
pemerintah.  
• Bagaimana kurikulum pembelajaran Kelas Keterampilan dengan 
Rombongan Belajar? 
Jawab: 
Kalau di SLB itu prisipnya kalau masalah kurikulum disusun tidak 
baku, apa yang dikeluarkan pemerintah itu hanya sebagai acuan. 
Akan tetapi itu belum tentu cocok jika diterapakn kepada masing-
masing anak. Isinya disesuaikan dengan kebutuhan, jadi tiap sekolah 
tidak sama. Prinsipnya individual dan tidak bisa disamakan. 




RPP silabus kami tetap mengikuti. Sistem persiapannya itu 1 RPP itu 
untuk beberapa kali pertemuan karena situasi dan kondisinya. 
• Bagaimana sistem evaluasi pembelajaran dalam kelas? 
Jawab: 
Kalau sistem evaluasi TBB itu formalitas karena kita berjalan di 
sistem. Tetapi untuk sistem evaluasi anak yang konkret kita 
mempunyai catatan perkembangan anak. Hanya karena itu baru, jadi 
kita terus mengevaluasi catatan perkembangan ini dengan baik. Kalau 
kita terlalu kaku berjalan ya sulit. Harus sejalan intinya. 
• Apa saja kendala dan masalah yang sering dihadapi guru dalam 
proses belajar mengajar di kelas? 
Jawab: 
Kendalanya adalah konsentrasi anak, tetapi dibilang kendala juga 
tidak, karena memang standar anaknya seperti itu. 
CATATAN  WAWANCARA TENTANG FORMULASI, 
IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM KEBIJAKAN 
PROGRAM PEMBERIAN KETERAMPILAN DENGAN SISTEM 
ROMBONGAN BELAJAR BAGI SISWA TUNAGRAHITA DI 
SEKOLAH LUAR BIASA PEMBINA YOGYAKARTA  
Key Informan : Guru Kelas Keterampilan Kriya Kayu 
Hari Tanggal  :   
Identitas Responden 
• Nama   : Bapak SYD 
• Tempat tanggal lahir : ___________________________________ 
• Alamat   : ___________________________________ 
• Pendidikan terakhir : ___________________________________ 
• Jabatan   : ___________________________________ 
Pertanyaan 
• Bagaimana proses pembelajaran bersama dalam Kelas Keterampilan 
dengan Rombongan Belajar? 
Kaitannya dengan belajar bersama kalau di sini sudah 
mengaplikasikan model rombongan belajar dan tidak ada sekat antara 
tingkatan kelas. Jadi berbagai tingkatan SMP-SMALB menjadi satu 
dalam pembelajaran. Kalau materinya yang kita ajarkan adalah 
materi-materi yang kira-kira bisa dikuasai anak karena tingkatan 
kelas itu tidak identik dengan kemampuan anak. Apalagi jika sudah 
dikaitkan dengan tunagrahita sedang dan ringan. 
• Bagaimana kurikulum pembelajaran Kelas Keterampilan dengan 
Rombongan Belajar? 
Jawab: 
Secara umum memang sudah ada tingkatan-tingkatan yang 
menyesuaikan kemampuannya, tetapi untuk akademiknya tidak 
signifikan dalam perbedaan. Pembelajaran yang diterapkan adalah 
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pembelajaran kontekstual. Itulah kenapa pembelajaran kita disebut 
dengan tematik vokasional. 
• Bagaimana proses persiapan pembelajaran di kelas? 
Jawab: 
Kami menyiapkan RPP meskipun pada aplikasinya dapat dikatakan 
cukup sulit. Persiapan pembelajaran lebih cenderung ke 
situasional/konsional butuhnya apa dan seperti apa. 
• Bagaimana sistem evaluasi pembelajaran dalam kelas? 
Jawab: 
Sistem evaluasinya dilakukan seperti pembelajaran biasa. Konsep 
ujian itu masih belum bisa dimengerti oleh anak. Kecuali pada TBB 
pada keadaan yang sudah terkondisikan. Pada kenyataanya 
dilapangan masih terdapat guru yang mengerjakan ujiannya, anak 
yang tidak bisa membaca. Itukan menjadi masalah dilapangan. 
Sekarang ini sekolah mencari format bentuk evaluasi yang lebih 
aplikatif. 
• Apa saja kendala dan masalah yang sering dihadapi guru dalam 
proses belajar mengajar di kelas? 
Jawab: 
Yang paling sering kami hadapi di kelas kami adalah perilaku anak-
anak. Mereka belum siap untuk mengikuti pembelajaran secara 
serius. Di sini itu kami lebih sering menasehati perilaku. Perilaku 
anak-anak sulit dikendalikan. Kami menghadapi siswa-siswa yang 
cukup berat terhadap teman, guru dan tugas-tugas pembelajarannya. 
Kadang melewati norma terhadap gurunya. Kelasnya besar 
sedangkan jumlah gurunya sedikit. Barangkali ini yang harus 
dicermati oleh pihak pengajaran. Yang berbeda di kelas kayu karakter 
pembelajarannya berbeda dengan di busana atau di tekstil karena di 
sini kami harus mengawasi banyak anak dengan banyak karakter tadi. 
Untuk membedakan pekerjaan yang bagus dan belum juga masih 
belum seperti yang kita harapkan. 
CATATAN  WAWANCARA TENTANG FORMULASI, 
IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM KEBIJAKAN 
PROGRAM PEMBERIAN KETERAMPILAN DENGAN SISTEM 
ROMBONGAN BELAJAR BAGI SISWA TUNAGRAHITA DI 
SEKOLAH LUAR BIASA PEMBINA YOGYAKARTA  
Key Informan : Guru Kelas Keterampilan Teknik Informatika 
(Komputer) 
Hari Tanggal  :   
Identitas Responden 
• Nama   : Bapak MHD 
• Tempat tanggal lahir : ___________________________________ 
• Alamat   : ___________________________________ 
• Pendidikan terakhir : ___________________________________ 
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• Jabatan   : ___________________________________ 
Pertanyaan 
• Bagaimana proses pembelajaran bersama dalam Kelas Keterampilan 
dengan Rombongan Belajar? 
Jawab:  
Jadi rombel itu sesungguhnya adalah kumpulan dari satuan 
pendidikan anak SMP sampai SMA. Jadi di IT itu sesungguhnya 
kumpulan dari satuan pendidikan anak SMP-SMA. Jadi di IT itu ada 
4 kelas satuan pembelajaran yang belajar bersama dan ditambah lagi 
satu kelas pelatihan yang digabung menjadi satu di robel IT ada 15 
anak. 
• Bagaimana kurikulum pembelajaran Kelas Keterampilan dengan 
Rombongan Belajar? 
Jawab: 
Karena Rombel ini berkaitan dengan anak-anak tunagrahita 
materinya juga sangat individual sesuai dengan kemampuan anak. 
Kalau anaknya lebih bagus tentu materinya lebih berkembang sesuai 
dengan kemampuan anak. 
• Bagaimana proses persiapan pembelajaran di kelas? 
Jawab: 
Setiap hari guru yang ditunjuk langsung akan mempersiapkan 
pembelajara sesuai dengan perkembangan anak didiknya. Ada yang 
fokusnya sudah usaha, cetak foto, melakukan video shooting, yang 
ditekankan anak berusaha, memberi kepercayaan pada anak untuk 
berbelanja, walau masih terdapat banyak kekurangan di sana sini.  
• Bagaimana sistem evaluasi pembelajaran dalam kelas? 
Jawab: 
Evaluasinya berkaitan dengan kurikulum yang bersifat akademik dan 
vokasional. Materi-materi seperti matematika, PPKn, Bahasa 
Indonesia disesuaikan dengan materi-materi yang bersifat vokasional. 
Dalam satu tema bisa menggabungkan beberapa pelajaran dalam 
rangka menyederhanakan masalah, sehingga penyelesaian masalah 
itu menjadi kebutuhan yang sangat mendasar bagi anak-anak 
tunagrahita. 
• Apa saja kendala dan masalah yang sering dihadapi guru dalam 
proses belajar mengajar di kelas? 
Jawab:  
Kendala yang sering dihadapi karena di dalam kelas tidak hanya ada 
anak tunagrahita, akan tetapi juga ada anak autis yang membutuhkan 
pendampingan khusus, karena pada akhirnya tidak bisa belajar secara 
klasikal. Ketika pada awal pembelajarannya anak sudah tantrum ini 
menjadi kendala pembelajaran. Dibutuhkan pendampingan khusus 




CATATAN  WAWANCARA TENTANG FORMULASI, 
IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM KEBIJAKAN 
PROGRAM PEMBERIAN KETERAMPILAN DENGAN SISTEM 
ROMBONGAN BELAJAR BAGI SISWA TUNAGRAHITA DI 
SEKOLAH LUAR BIASA PEMBINA YOGYAKARTA  
Key Informan : Guru Kelas Keterampilan Otomotif 
Hari Tanggal  :   
Identitas Responden 
• Nama   : Bapak SGN 
• Tempat tanggal lahir : ___________________________________ 
• Alamat   : ___________________________________ 
• Pendidikan terakhir : ___________________________________ 
• Jabatan   : ___________________________________ 
Pertanyaan 
• Bagaimana proses pembelajaran bersama dalam Kelas Keterampilan 
dengan Rombongan Belajar? 
Jawab: 
Kalau masalah pembelajarannya seperti yang lainnya. Kalau 
otomotifnya itu individual. Disesuaikan dengan kemampuan anak, 
ada yang tambal ban, ada bisa ngelas, tergantung anaknya. 
Disesuaikan dengan kebutuhan anak. 
• Bagaimana kurikulum pembelajaran Kelas Keterampilan dengan 
Rombongan Belajar? 
Jawab: 
Kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan anak. Lebih 
disederhanakan dari yang umum.  
• Bagaimana proses persiapan pembelajaran di kelas? 
Jawab: 
Setiap harinya ada RPP yang sudah dipersiapkan. Penerapannya 
tergantung pada anaknya. Beberapa kesempatan mengunjungi 
tempat-tempat usaha. 
• Bagaimana sistem evaluasi pembelajaran dalam kelas? 
Jawab: 
Sistem evaluasi disesuaikan anaknya, dibuat satu-satu. 
• Apa saja kendala dan masalah yang sering dihadapi guru dalam 
proses belajar mengajar di kelas? 
Jawab: 
Kalau karakternya anak di sini itu gampang bosan, tidak fokus. 







CATATAN  WAWANCARA TENTANG FORMULASI, 
IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM KEBIJAKAN 
PROGRAM PEMBERIAN KETERAMPILAN DENGAN SISTEM 
ROMBONGAN BELAJAR BAGI SISWA TUNAGRAHITA DI 
SEKOLAH LUAR BIASA PEMBINA YOGYAKARTA  
Key Informan : Guru Kelas Keterampilan Boga 
Hari Tanggal  :   
Identitas Responden 
• Nama   : Ibu YL 
• Tempat tanggal lahir : ___________________________________ 
• Alamat   : ___________________________________ 
• Pendidikan terakhir : ___________________________________ 
• Jabatan   : ___________________________________ 
Pertanyaan Wawancara 
• Bagaimana proses pembelajaran bersama dalam Kelas Keterampilan 
dengan Rombongan Belajar? 
Jawab:  
Kalau kami praktek dan yang lain-lainnya sistemnya individual 
soalnya setiap praktek anak-anak itu kami kami praktekkan satu anak 
satu bahan.  Semua mandiri, nanti kita mendatangi masing-masing 
anak, jadi tidak berkelompok. Jadi kita tahu sejauh mana mereka bisa. 
Yang sudah bisa membantu temannya yang sudah bisa. Tunagrahita 
ringan dan sedang kami samakan. 
• Bagaimana kurikulum pembelajaran Kelas Keterampilan dengan 
Rombongan Belajar? 
Jawab: 
Kami menggunakan BNSP sebagai referensi/acuan saja. Dibuat 
sendiri sesuai dengan kemampuan anak karena pada awalnya anak 
sudah di assesmen, sampai sejauh mana mereka bisa. Itu yang akan 
kami jadikan sebagai acuan, akan kita berikan apa anak ini. 
• Bagaimana proses persiapan pembelajaran di kelas? 
Jawab: 
Kalo persiapannya saya sama Bu Qoyyim berembug, karena kalau 
bahan anak sudah bisa sendiri. Kalau saya arahnya belum sampai ke 
industri. Kalau saya masih ke mandiri, ada yang bisa diterapkan di 
rumah.  
• Bagaimana sistem evaluasi pembelajaran dalam kelas? 
Jawab: 
Kalau evaluasi praktek melalui penyajian, nanti saling mencicipi 
rasanya. Kalau teorinya melalui evaluasi lisan. Evaluasinya sederhana 
saja. kalau untuk menuliskan runtut mereka jelas belum bisa, tetapi 
untuk menceritakannya kembali apa yang sudah dilakukan mereka 
insyaAllah bisa. 
• Apa saja kendala dan masalah yang sering dihadapi guru dalam 




Kalau kendalanya adalah mogok. Mood siswa yang dari rumah sudah 
mempengaruhi pembelajaran. 
 
CATATAN  WAWANCARA TENTANG FORMULASI, 
IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM KEBIJAKAN 
PROGRAM PEMBERIAN KETERAMPILAN DENGAN SISTEM 
ROMBONGAN BELAJAR BAGI SISWA TUNAGRAHITA DI 
SEKOLAH LUAR BIASA PEMBINA YOGYAKARTA  
Key Informan : Orang tua Siswa(Ketua Komite Siswa) 
Hari Tanggal  :  
Identitas Responden 
• Nama   : Ibu HR (Success Story kisah mendidik anak 
Tunagrahita dengan keterampilan busana) 
• Tempat tanggal lahir : ___________________________________ 
• Alamat  : ___________________________________ 
• Pendidikan terakhir : ___________________________________ 
• Jabatan  : ___________________________________ 
Pertanyaan 
• Bagaimana peran orang tua dalam mendampingi dan mensupport 
proses pembelajaran bersama dalam Kelas Keterampilan dengan 
Rombongan Belajar? 
Jawab: 
Harus ada modal pertama. Modal pertama untuk dia sampai baik itu 
adalah suami istri harus satu paket. Dalam artian satu kata, satu 
tindakan, satu jalan. Itu memudahkan kita untuk mencari solusi 
untuk mendidik anak supaya betul-betul punya keterampilan dan 
bisa mandiri. Bisa menghasilkan. Syukur berguna bagi orang lain.  
Jadi dari awal kita memang sudah menerima bahwa Hari itu seperti 
itu. Selanjutnya kita cari langkah-langkah kita harus bagaimana dan 
dimana. Maka ada tahapan jika kita punya anak tunagrahita itu kita 
harus terapi. Ada 3D: Kita harus berdoa, da dorongan dan ada duit. 
Dan peran keluarga besar itu memang sangat besar sekali. Itu saya 
lakukan rutin dari Hari usia 1,9 bulan-9 tahun. Lalu saya amati jeli, 
setiap kali saya mengambil benang, Hari itu ikut menjait. Selain itu 
saya membiasakannya bersosial dari itulah sosial anak berkembang. 
Selanjutnya dalam mendidik anak-anak autis kita tidak boleh 
menyuruh/berperilaku kasar. Andaikan kita marahpun harus ada 
alasannya dan juga harus aktif komunikasi dengan guru, karena itu 
saya intens dengan gurunya, saya harus apa dan bagaimana, 
selanjutnya adalah sikap saya kepada anak sehingga saya dapat 
menunjangnya untuk menyelesaikan apa yang diperintahkan guru. 
Intensitas, komunikasi da semangat orang tua sangat dibutuhkan 
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sekali. Terutama pikiran positif. Pokoknya saya harus jalan. Selain 
itu saya aktif belajar tentang ABK. 
• Bagaimana dampak yang dapat dilihat pada anak ketika anak 
mengikuti pembelajaran Kelas Keterampilan dengan Rombongan 
Belajar? 
(menurut observasi yang dilakukan oleh peneliti, Hari, anak ibu HR 
adalah anak tunagrahita yang memiliki prestasi tinggi dalam 
keterampilan menjahit di SLB Pembina Yogyakarta, sehingga 
pendidikan yang dilakukan oleh orang tuanya dapat menjadi contoh 
bagi orang tua yang lain agar anaknya mengusai dalam 
keterampilannya masing-masing) 
• Apa harapan orang tua ketika anaknya belajar di sekolah yang 
menerapkan Kelas Keterampilan dengan Rombongan Belajar? 
Jawab: 
Harapannya jelas mandiri. Dalam hal ini bisa mendesain, 
memotong, satu rangkaian kerja menjahit. Kalau Hari, sampai 
sekarang baru bisa menjahit dengan baik dan rajin. Abstrak 
pembentukan konsepnya masih harus dibimbing. 
 
CATATAN  WAWANCARA TENTANG FORMULASI, 
IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM KEBIJAKAN 
PROGRAM PEMBERIAN KETERAMPILAN DENGAN SISTEM 
ROMBONGAN BELAJAR BAGI SISWA TUNAGRAHITA DI 
SEKOLAH LUAR BIASA PEMBINA YOGYAKARTA  
Key Informan : Orang Tua Siswa 
Hari Tanggal  :  
Identitas Responden 
• Nama   : Ibu ZK 
• Tempat tanggal lahir : ___________________________________ 
• Alamat  : ___________________________________ 
• Pendidikan terakhir : ___________________________________ 
• Jabatan  : ___________________________________ 
Pertanyaan 
• Bagaimana peran orang tua dalam mendampingi dan mensupport 
proses pembelajaran bersama dalam Kelas Keterampilan dengan 
Rombongan Belajar? 
Jawab: 
Perannya sangat besar sekali. Wali murid dan wali kelas harus 
saling berkomunikasi di kelas gimana. Kalau Zaki tidak perlu 
ditunggu sebenarnya, hanya mungkin karena pubertas sekarang 
emosinya. Komunikasi antara sekolah dan orang tua. 
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• Bagaimana dampak yang dapat dilihat pada anak ketika anak 
mengikuti pembelajaran Kelas Keterampilan dengan Rombongan 
Belajar? 
Jawab: 
Dampaknya dari rombel ini, karena suami saya itu tidak bisa seperti 
yang lain, karena sibuk, jadi belum bisa optimal mengajari. Kayak 
kemarin itu kan dibekali untuk belajar tambal ban di rumah, karena 
saya gak bisa ngajarin, itu menjadi tidak berguna, padahal ia 
semangat sekali untuk belajar. Anak-anak lain yang lebih maju 
karena orang tua sangat mendukung dan berlatih di rumah. Di 
sekolah diajari, di rumah juga. 
• Apa harapan orang tua ketika anaknya belajar di sekolah yang 
menerapkan Kelas Keterampilan dengan Rombongan Belajar? 
Jawab: 
Harapannya menguasai. Misalnya Zaki, mencuci: cuci sampai 
bersih. Syukur-syukur nanti bisa nambal ban sampai bisa gak 
muluk-muluk. Paling tidak ia punya skill. Paling tidak kalau dia 
lulus tidak lontang-lantung di rumah, punya magang atau mungkin 
disalurkan. 
 
CATATAN  WAWANCARA TENTANG FORMULASI, 
IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM KEBIJAKAN 
PROGRAM PEMBERIAN KETERAMPILAN DENGAN SISTEM 
ROMBONGAN BELAJAR BAGI SISWA TUNAGRAHITA DI 
SEKOLAH LUAR BIASA PEMBINA YOGYAKARTA  
Key Informan : Orang Tua Siswa 
Hari Tanggal  :  
Identitas Responden 
• Nama   : Ibu BB 
• Tempat tanggal lahir : ___________________________________ 
• Alamat  : ___________________________________ 
• Pendidikan terakhir : ___________________________________ 
• Jabatan  : ___________________________________ 
Pertanyaan 
• Bagaimana peran orang tua dalam mendampingi dan mensupport 
proses pembelajaran bersama dalam Kelas Keterampilan dengan 
Rombongan Belajar? 
Jawab: 
Anak saya itu kan anak hiper, jadi kalau pembelajarannya di kelas 
rombel sebetulnya kan harus ada pseudo(guru pendamping), karena 




• Bagaimana dampak yang dapat dilihat pada anak ketika anak 
mengikuti pembelajaran Kelas Keterampilan dengan Rombongan 
Belajar? 
Jawab: 
Kalau dulu, anak saya belum di rombel saya bisa ikut dikelasnya 
untuk membantu. Setelah di rombel saya tidak bisa ikut dia. Kadang 
kala ia mau mengikuti pelajaran, kadang suka sesukanya sendiri. 
Karena kalau dikatakan berat juga berat, ringan juga gitu. Tapi 
masih bisa menggapi. 
• Apa harapan orang tua ketika anaknya belajar di sekolah yang 
menerapkan Kelas Keterampilan dengan Rombongan Belajar? 
Jawab: 
Kalau untuk anak saya, harapannya ada guru untuk membantu dia, 
karena murid di TI itu terlalu banyak, jadi gurunya agak sedikit 
kewalahan juga. Harapan Bobby setelah lulus SMA saya itu masih 
bingung, karena anak ini sedikit sulit. Ya inginnya sih jika masih 
bisa diterima di sini untuk pelatihan kerja di sini, ya alhamdulillah. 
Karena saya sendiri juga sudah terlalu banyak beban untuk anak 
saya itu, karena kan masih mintanya belajar. Tapi ya itu kadang-
kadang masih sesukanya sendiri. Tapi semangat untuk sekolahnya 
masih tinggi sekali. 
 
CATATAN  WAWANCARA TENTANG FORMULASI, 
IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM KEBIJAKAN 
PROGRAM PEMBERIAN KETERAMPILAN DENGAN SISTEM 
ROMBONGAN BELAJAR BAGI SISWA TUNAGRAHITA DI 
SEKOLAH LUAR BIASA PEMBINA YOGYAKARTA  
Key Informan : Orang Tua Siswa 
Hari Tanggal  :  
Identitas Responden 
• Nama   : Ibu RZK 
• Tempat tanggal lahir : ___________________________________ 
• Alamat  : ___________________________________ 
• Pendidikan terakhir : ___________________________________ 
• Jabatan  : ___________________________________ 
Pertanyaan 
• Bagaimana peran orang tua dalam mendampingi dan mensupport 
proses pembelajaran bersama dalam Kelas Keterampilan dengan 
Rombongan Belajar? 
Jawab: 
Peran orang tua adalah membantu anak belajar. Misalnya anak saya 
tidak bsia mengerjakan, nanti saya ke kelas untuk menanyakan. 
Nanti aku belajar bagian yang dia belum bisa, lalu aku minta satu 
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bahannya dari guru, lalu nanti aku ajarkan di rumah karena kalau 
anak kayak gini kan gampang lupa. 
• Bagaimana dampak yang dapat dilihat pada anak ketika anak 
mengikuti pembelajaran Kelas Keterampilan dengan Rombongan 
Belajar? 
Jawab: 
Untuk anak seperti ini ya bagus-bagus saja, karena mungkin melihat 
kemampuan anaknya juga. Kalau aku sih sudah puas, sudah bagus. 
• Apa harapan orang tua ketika anaknya belajar di sekolah yang 
menerapkan Kelas Keterampilan dengan Rombongan Belajar? 
Jawab: 
Ya kalau ditanya harapannya setidaknya dia bisa mampu untuk 
dirinya sendiri. Yang kedua, dengan keterampilan yang dia 
belajardari sekolah mungkin gak hanya keramik, mungkin ada yang 
lain-lainnya itu nantinya bisa menjadi mata pencaharian bagi dia 
walaupun hasilnya mungkin sedikit, tetapi setidaknya itu bisa 
memenuhi hidupnya, setidaknya dia tidak terlalu menyusahkan 
adik-adiknya atau orang tuanya. Ya minta yang terbaik saja. 
 
CATATAN  WAWANCARA TENTANG FORMULASI, 
IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM KEBIJAKAN 
PROGRAM PEMBERIAN KETERAMPILAN DENGAN SISTEM 
ROMBONGAN BELAJAR BAGI SISWA TUNAGRAHITA DI 
SEKOLAH LUAR BIASA PEMBINA YOGYAKARTA  
Key Informan : Orang Tua Siswa 
Hari Tanggal  :  
Identitas Responden 
• Nama   : Ibu DW 
• Tempat tanggal lahir : ___________________________________ 
• Alamat  : ___________________________________ 
• Pendidikan terakhir : ___________________________________ 
• Jabatan  : ___________________________________ 
Pertanyaan 
• Bagaimana peran orang tua dalam mendampingi dan mensupport 
proses pembelajaran bersama dalam Kelas Keterampilan dengan 
Rombongan Belajar? 
Jawab: 
Untuk mengarahkan kalau di rumah. Supaya anak itu bisa mandiri, 
kalau di masyarakat bisa bersama-sama. 
• Bagaimana dampak yang dapat dilihat pada anak ketika anak 





Mau belajar menjahit. 
• Apa harapan orang tua ketika anaknya belajar di sekolah yang 
menerapkan Kelas Keterampilan dengan Rombongan Belajar? 
Jawab: 
Biar dia menguasai. Setidaknya bisa njait pakaiannya sendiri. 
Syukur bisa berguna bagi orang lain. 
 
CATATAN  WAWANCARA TENTANG FORMULASI, 
IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM KEBIJAKAN 
PROGRAM PEMBERIAN KETERAMPILAN DENGAN SISTEM 
ROMBONGAN BELAJAR BAGI SISWA TUNAGRAHITA DI 
SEKOLAH LUAR BIASA PEMBINA YOGYAKARTA  
Key Informan : Siswa dan Alumni Tunagrahita  
Hari Tanggal  :  
Identitas Responden 
• Nama   : DWN PR (20 tahun) 
• Tempat tanggal lahir : ___________________________________ 
• Alamat  : ___________________________________ 
• Pendidikan terakhir : SMA (Rombel Pertanian) 
• Jabatan   : ___________________________________ 
Pertanyaan 
• Mengapa kamu mengambil jurusan ini? 
Jawab: Suka nanem di rumah. 
• Apa harapanmu ketika mengikuti kelas rombongan belajar ini? 
Jawab: Kerja serabutan. 
• Kesulitan apa yang sering kamu hadapi dalam menerima proses 
pembelajaran di kelas keterampilan? 
Jawab: Bisa semua. 
 
CATATAN  WAWANCARA TENTANG FORMULASI, 
IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM KEBIJAKAN 
PROGRAM PEMBERIAN KETERAMPILAN DENGAN SISTEM 
ROMBONGAN BELAJAR BAGI SISWA TUNAGRAHITA DI 
SEKOLAH LUAR BIASA PEMBINA YOGYAKARTA  
Key Informan : Siswa dan Alumni Tunagrahita  
Hari Tanggal  :  
Identitas Responden 
• Nama   : BND MJ (15 tahun) 
• Tempat tanggal lahir : ___________________________________ 
• Alamat  : ___________________________________ 
• Pendidikan terakhir : SMP (Rombel Pertanian) 




• Mengapa kamu mengambil jurusan ini? 
Jawab: Biar seneng. 
• Apa harapanmu ketika mengikuti kelas rombongan belajar ini? 
Jawab: Di rumah nanem. 
• Kesulitan apa yang sering kamu hadapi dalam menerima proses 
pembelajaran di kelas keterampilan? 
Jawab: Gak bisa nyabut. 
 
CATATAN  WAWANCARA TENTANG FORMULASI, 
IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM KEBIJAKAN 
PROGRAM PEMBERIAN KETERAMPILAN DENGAN SISTEM 
ROMBONGAN BELAJAR BAGI SISWA TUNAGRAHITA DI 
SEKOLAH LUAR BIASA PEMBINA YOGYAKARTA  
Key Informan : Siswa dan Alumni Tunagrahita  
Yogyakarta 
Hari Tanggal  :  
Identitas Responden 
• Nama   : DVD HD  
• Tempat tanggal lahir : ___________________________________ 
• Alamat  : ___________________________________ 
• Pendidikan terakhir : Rombel Keramik 
• Jabatan   : ___________________________________ 
Pertanyaan 
• Mengapa kamu mengambil jurusan ini? 
Jawab: suka. 
• Apa harapanmu ketika mengikuti kelas rombongan belajar ini? 
Jawab: Kalo selesai pengen mencari uang usaha sendiri. Kerja bantu 
Ibu. 
• Kesulitan apa yang sering kamu hadapi dalam menerima proses 
pembelajaran di kelas keterampilan? 
Jawab: Paling sulit bikin cetak tuang. 
 
CATATAN  WAWANCARA TENTANG FORMULASI, 
IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM KEBIJAKAN 
PROGRAM PEMBERIAN KETERAMPILAN DENGAN SISTEM 
ROMBONGAN BELAJAR BAGI SISWA TUNAGRAHITA DI 
SEKOLAH LUAR BIASA PEMBINA YOGYAKARTA  
Key Informan : Siswa dan Alumni Tunagrahita  
Hari Tanggal  :  
Identitas Responden 
• Nama   : SSK 
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• Tempat tanggal lahir : ___________________________________ 
• Alamat  : ___________________________________ 
• Pendidikan terakhir : SMA (Rombel Kecantikan) 
• Jabatan   : ___________________________________ 
Pertanyaan 
• Mengapa kamu mengambil jurusan ini? 
Jawab: Aku pengen jadi foto modeling. 
• Apa harapanmu ketika mengikuti kelas rombongan belajar ini? 
Jawab: Enggak, jika mau memperhatikan enggak sulit. 
• Kesulitan apa yang sering kamu hadapi dalam menerima proses 
pembelajaran di kelas keterampilan? 
Jawab: Paling sulit harus konsen. 
 
CATATAN  WAWANCARA TENTANG FORMULASI, 
IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM KEBIJAKAN 
PROGRAM PEMBERIAN KETERAMPILAN DENGAN SISTEM 
ROMBONGAN BELAJAR BAGI SISWA TUNAGRAHITA DI 
SEKOLAH LUAR BIASA PEMBINA YOGYAKARTA  
Key Informan : Siswa dan Alumni Tunagrahita  
Hari Tanggal  :  
Identitas Responden 
• Nama   : LND  
• Tempat tanggal lahir : ___________________________________ 
• Alamat  : ___________________________________ 
• Pendidikan terakhir : SMA (Rombel Kecantikan) 
• Jabatan   : ___________________________________ 
Pertanyaan 
• Mengapa kamu mengambil jurusan ini? 
Jawab: Dulu saya keterampilannya di boga, lalu pindah ke salon, 
karena saya suka di salon. 
• Apa harapanmu ketika mengikuti kelas rombongan belajar ini? 
Jawab: Mau jadi perias manten. 
• Kesulitan apa yang sering kamu hadapi dalam menerima proses 
pembelajaran di kelas keterampilan? 
Jawab: Paling sulit memotong rambut. 
 
CATATAN  WAWANCARA TENTANG FORMULASI, 
IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM KEBIJAKAN 
PROGRAM PEMBERIAN KETERAMPILAN DENGAN SISTEM 
ROMBONGAN BELAJAR BAGI SISWA TUNAGRAHITA DI 
SEKOLAH LUAR BIASA PEMBINA YOGYAKARTA  
Key Informan : Siswa dan Alumni Tunagrahita  




• Nama   : RTN  
• Tempat tanggal lahir : ___________________________________ 
• Alamat  : ___________________________________ 
• Pendidikan terakhir : Pelatihan (Rombel TI) 
• Jabatan   : ___________________________________ 
Pertanyaan 
• Mengapa kamu mengambil jurusan ini? 
Jawab: Karena gak mau praktek di salon, tapi suka sama jurusan ini. 
• Apa harapanmu ketika mengikuti kelas rombongan belajar ini? 
Jawab: Jadi guru. 
• Kesulitan apa yang sering kamu hadapi dalam menerima proses 
pembelajaran di kelas keterampilan? 
Jawab: Suka ngetik, tapi ngetiknya suka lambat suka cepat. Gak 
tentu. 
 
CATATAN  WAWANCARA TENTANG FORMULASI, 
IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM KEBIJAKAN 
PROGRAM PEMBERIAN KETERAMPILAN DENGAN SISTEM 
ROMBONGAN BELAJAR BAGI SISWA TUNAGRAHITA DI 
SEKOLAH LUAR BIASA PEMBINA YOGYAKARTA  
Key Informan : Siswa dan Alumni Tunagrahita  
Hari Tanggal  :  
Identitas Responden 
• Nama   : ANDR 
• Tempat tanggal lahir : ___________________________________ 
• Alamat  : ___________________________________ 
• Pendidikan terakhir : Pelatihan (Rombel TI) 
• Jabatan   : ___________________________________ 
Pertanyaan 
• Mengapa kamu mengambil jurusan ini? 
Jawab: Biar pinter, soalnya suka. 
• Apa harapanmu ketika mengikuti kelas rombongan belajar ini? 
Jawab: Pengen di batik, tekstil. 
• Kesulitan apa yang sering kamu hadapi dalam menerima proses 
pembelajaran di kelas keterampilan? 









CATATAN  WAWANCARA TENTANG FORMULASI, 
IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM KEBIJAKAN 
PROGRAM PEMBERIAN KETERAMPILAN DENGAN SISTEM 
ROMBONGAN BELAJAR BAGI SISWA TUNAGRAHITA DI 
SEKOLAH LUAR BIASA PEMBINA YOGYAKARTA  
Key Informan : Siswa dan Alumni Tunagrahita  
Hari Tanggal  :  
Identitas Responden 
• Nama   : MHD 
• Tempat tanggal lahir : ___________________________________ 
• Alamat  : ___________________________________ 
• Pendidikan terakhir : Pelatihan (Rombel Busana) 
• Jabatan   : ___________________________________ 
Pertanyaan  
• Mengapa kamu mengambil jurusan ini? 
Jawab: Suka belajar njait, belajar mermak. 
• Apa harapanmu ketika mengikuti kelas rombongan belajar ini? 
Jawab: Pengen buka usaha. 
• Kesulitan apa yang sering kamu hadapi dalam menerima proses 
pembelajaran di kelas keterampilan? 
Jawab: Gak ada yang sulit. 
 
CATATAN  WAWANCARA TENTANG FORMULASI, 
IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM KEBIJAKAN 
PROGRAM PEMBERIAN KETERAMPILAN DENGAN SISTEM 
ROMBONGAN BELAJAR BAGI SISWA TUNAGRAHITA DI 
SEKOLAH LUAR BIASA PEMBINA YOGYAKARTA  
Key Informan : Siswa dan Alumni Tunagrahita  
Hari Tanggal  :  
Identitas Responden 
• Nama   : NRL 
• Tempat tanggal lahir : ___________________________________ 
• Alamat  : ___________________________________ 
• Pendidikan terakhir : Pelatihan (Rombel Busana) 
• Jabatan   : ___________________________________ 
Pertanyaan 
• Mengapa kamu mengambil jurusan ini? 
Jawab: Mau aja. Suka. 
• Apa harapanmu ketika mengikuti kelas rombongan belajar ini? 
Jawab: Rencana bulan Januari kerja di kios depan sekolah. Pengen 
buka usaha, insyaAllah. 
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• Kesulitan apa yang sering kamu hadapi dalam menerima proses 
pembelajaran di kelas keterampilan? 
Jawab: Semua susah. Paling susah njait baju. 
 
CATATAN  WAWANCARA TENTANG FORMULASI, 
IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM KEBIJAKAN 
PROGRAM PEMBERIAN KETERAMPILAN DENGAN SISTEM 
ROMBONGAN BELAJAR BAGI SISWA TUNAGRAHITA DI 
SEKOLAH LUAR BIASA PEMBINA YOGYAKARTA  
Key Informan : Siswa dan Alumni Tunagrahita  
Hari Tanggal  :  
Identitas Responden 
• Nama   : HR 
• Tempat tanggal lahir : ___________________________________ 
• Alamat  : ___________________________________ 
• Pendidikan terakhir : Pelatihan (Rombel Busana) 
• Jabatan   : ___________________________________ 
Pertanyaan 
• Mengapa kamu mengambil jurusan ini? 
Jawab: Suka njait. 
• Apa harapanmu ketika mengikuti kelas rombongan belajar ini? 
Jawab: Mau usaha. Kerja sama Bu Fatul bordir. 
• Kesulitan apa yang sering kamu hadapi dalam menerima proses 






















Lampiran 4  





























































































CATATAN DOKUMENTASI  KELAS KETERAMPILAN 









Gambar 12. Anak tunagrahita sedang praktek memotong kayu di 


























Lampiran 5  
Surat Ijin Penelitian 
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